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Penawaran dengan metode negative option adalah suatu bentuk penawaran 
yang berasal dari Amerika Serikat dan berkembang di Indonesia. Penawaran 
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jelas,  maka  penerimaan  terhadap  penawaran  akan  menjadi  sebuah  perikatan 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 
 

Pesatnya perkembangan lalu lintas perdagangan yang dilakukan oleh 

manusia dewasa ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan 

manusia. Salah satunya adalah perkembangan hukum yang mengatur mengenai 

hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan. 

Perdagangan dan transaksi yang dilakukan menyebabkan timbulnya aturan baru 

yang mengatur secara khusus proses dalam melakukan transaksi.1 
 
 

Transaksi perdagangan ini menimbulkan perikatan diantara mereka. Di 

Indonesia, hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang 

perorangan  diatur  dalam  hukum  perdata.  peraturan  ini  terdapat  dalam  kitab 

undang-undang hukum perdata yang merupakan warisan zaman penjajahan 

Belanda dan belum pernah dilakukan perubahan.2 Pengaturan mengenai perikatan 

diatur dalam buku III Kitab undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata). 
 

Perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda 

antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang 

lainnya berhak atas suatu penunaian prestasi dan orang lain ini terhadap orang itu 

berkewajiban atas penunaian prestasi tersebut.3  Dari pengertian ini dapat dilihat 

bahwa dalam sebuah perikatan yang disepakati (perikatan yang terjadi karena 

perjanjian) oleh pihak yang melakukan perikatan, dituntut adanya pemenuhan 

prestasi dari masing masing pihak. Hal ini sebagai akibat dari adanya kemauan 

menundukkan diri para pihak terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Aturan 

yang mereka buat ini adalah konsekuensi dari pengaturan dari hukum perikatan 
 
 
 

1Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia. Kerja 
sama perdagangan Internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. 
Elex Media Computindo, 2007), hal. 1 

2 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 
Ed. 2006, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 20 

3Asser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), Hal. 5. 
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yang  mensyaratkan  bahwa  dalan  suatu  perjanjian,  maka  harus  ada  syarat 

mengenai suatu hal tertentu. 
 

Selanjutnya Hofman memberikan pengertian perikatan sebagai hubungan 

hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu 

seorang atau atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para kreditur) 

mengikatkan dirinya dengan untuk bersikap menurut cara cara tertentu terhadap 

pihak yang lain atas sikap yang demikian itu. Sementara Pitlo berpendapat bahwa 

perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua 

orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak   sementara pihak lain 

berkewajiban atas suatu prestasi.4 
 
 

Jual  beli  adalah  perikatan  yang  paling  sering  terjadi  dalam  lapangan 

hukum tentang perikatan. Pada   transaksi ini, maka penjual dan pembeli 

membutuhkan kesepakatan mengenai jenis dan bentuk serta harga barang atau 

jasa. Secara umum, untuk jual beli terdapat suatu proses yang dinamakan 

penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan ini merupakan salah satu 

hal yang sangat penting dalam proses jual beli.5 Banyak jenis penawaran yang 

berkembang dalam proses jual beli ini. Perkembangan bentuk penawaran 

memberikan banyak opsi untuk penjual melakukan penawaran kepada pembeli. 
 

Proses jual beli juga terjadi pada bisnis telekomunikasi. Dewasa ini bisnis 

telekomunikasi dan internet merupakan bisnis yang banyak dilakukan karena 

keuntungan dari bisnis ini sangat besar. Selain untuk berkomunikasi, penyedia 

jasa  telekomunikasi  juga  menawarkan  banyak  jasa  tambahan.  Salah  satunya 

adalah layanan aplikasi, permainan, dan hiburan. Penyedia jasa telekomunikasi 

biasanya bekerjasama dengan penyedia konten (content provider) dalam 

memberikan layanan tersebut. 

Penawaran dilakukan oleh penyedia jasa layanan dengan mengiklankan 

konten  atau  mengirimkan pesan  singkat  kepada  pelanggan sebagai  informasi. 

Apabila pelanggan berminat, maka pelanggan diharuskan melakukan tindakan 
 
 

4R.  Setiawan,  Pokok-Pokok Hukum  Perikatan,  cet.5,  (Bandung:  penebit  Bina  Cipta, 
1994), hal. 2-3. 

5Gary F. Bell, Comparative Contract L aw (with a few sight of evidence), (National 
University of Singapore, 2005), hal. 10. 
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aktivasi,   pendaftaran   maupun   pemberitahuan   lainnya   yang   diberikan   oleh 

penyedia jasa layanan. 

Pemberian  informasi  atau  pemberitahuan  kepada  pelanggan  mengenai 

konten yang ada dilakukan penyedia jasa layanan tentu saja karena mengharapkan 

banyak  pelanggan  yang  berminat.  Semakin  banyak  pelanggan  yang  berminat 

maka keuntungan akan semakin besar. Penyedia jasa layanan berusaha untuk 

mendapatkan pelanggan dengan bermacam macam penawaran yang menggiurkan. 

Seperti termurah, tercepat dan lain lain. 

Strategi penawaran adalah hal yang penting dalam melakukan penawaran 

kepada pelanggan untuk menambah jumlah  pelanggan.  Strategi penawaran yang 

dimaksud adalah dengan menawarkan layanan dengan syarat memberikan layanan 

secara terus menerus sampai pelanggan menghentikan sendiri layanan tersebut 

dengan konfirmasi. Apabila pelanggan tidak mengkonfirmasi penolakan terhadap 

layanan, maka secara otomatis akan dianggap melanjutkan layanan.6 
 
 

Di Amerika terdapat contoh jenis penawaran seperti ini, yang ternyata 

diikuti juga di Indonesia. Bentuk dari penawaran ini dinamakan negative option. 

Negative option diartikan sebagai salah satu bentuk penawaran dimana penyedia 

barang atau jasa mengirimkan barang atau jasa secara terus menerus kepada 

konsumen  sampai   konsumen  memberikan   penolakan  secara   tegas   melalui 

pemberitahuan.7   Cara  Penawaran  ini  diawali  oleh  Max  Sackheim  dan  Harry 
 

Scherman yang memulai bisnis klub penjualan buku. Ide awalnya adalah 

mengirimkan buku baru kepada anggota klub setiap bulan yang mana bisa 

dikembalikan dan biaya pos ditanggung oleh klub, jika anggota tidak puas dengan 

buku yang dikirimkan. Jumlah buku yang dikembalikan dan biaya perangko 

menjadi lebih besar daripada yang diperkirakan. Sehingga Harry Scherman dan 

Max Sackheim mulai mengirimkan kartu kepada anggota yang berisi buku pilihan 

klub  setiap  bulannya.  Anggota dapat  menolak  buku  bulanan  tersebut  dengan 
 
 
 
 
 

6Dennis D. Lamont, Negative option offers in consumer service contracts : a principled 
reconciliation of commerce and consumer protection, (UCLA Law review. California, 1995), hal. 
2. 

7Owen R. Phillips, Negative option Contracts and Consumer Switching Costs, (Wyoming 
Southern Economic Journal, Vol. 60, No. 2 (Oct., 1993)), hal. 304. 
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mengembalikan kartu yang berisi permintaan agar klub tidak mengirimkan buku 

yang dimaksud.8 

 
Kasus lain yang menarik di amerika adalah Kasus Tele-Communications, 

Incorporated (TCI). Dalam kasus ini, perusahaan TCI (perusahaan penyedia jasa 

televisi berbayar) menggunakan metode negative option untuk menjual ENCORE, 

salah satu saluran tambahan televisi kabel. Pelangggan akan secara otomatis 

terdaftar sebagai  pengguna saluran tambahan  tersebut. Pelanggan wajib 

membayar 1 Dolar setiap bulannya untuk saluran tambahan tersebut. Langganan 

dihentikan apabila pelanggan menghubungi TCI untuk menolak. Kejadian ini 

memunculkan protes dari pelanggan, sampai kejaksaan dari 22 Negara bagian 

Amerika harus bersatu untuk menghadapi masalah ENCORE ini.9 
 
 

Seperti di Amerika, penawaran melalui negative option juga dilakukan 

oleh penyedia jasa layanan di Indonesia. Perkembangan penawaran jenis ini 

berkembang pesat dalam sektor telekomunikasi. Sularsi dari divisi pengaduan dan 

hukum YLKI menyatakan terdapat sistem option in ketika konsumen menerima 

tawaran baik itu ringtone, kuis atau apapun. Ketika dikirim SMS (pesan singkat) 

semacam itu, pelanggan seharusnya diberi pilihan apakah mau ikut acara itu atau 

tidak. Ketika keluar maka harus ada option out, saat itu seharusnya tidak ada aksi 

apapun. Pelanggan tidak boleh dianggap menyetujui apabila diam dan tidak 

melakukan  penolakan.  Apabila  pelanggan  dianggap  setuju,  maka  pulsa  akan 

tersedot.10
 

 
 

Perkembangan jenis penawaran seperti ini tentu saja menguntungkan 

penyedia barang dan jasa. Keuntungan diperoleh karena penyedia jasa layanan 

tidak  perlu  repot  dan  mengeluarkan biaya  untuk  mengkonfirmasi atau 

menanyakan kepada pelanggan. Karena dalam penawaran ini, pelanggan yang 

akan memberikan informasi mereka menolak atau menerima. Apabila menolak, 

cukup dengan memberitahukan kepada penyedia jasa layanan. Apabila menerima, 
 
 

8Thomas A. Dickerson, New York State Consumer Protection Law And Class Actions - 
Part II, (New York State Bar Journal, May, 2008), hal. 3. 

9Ibid 
10Sularsi, “Pencurian Pulsa Dominasi Pengaduan Konsumen ke YLKI”, 

http://www.ylki.or.id/pencurian-pulsa-dominasi-pengaduan-konsumen-ke-ylki.html, diunduh pada 
hari Kamis pukul 00.27 WIB, 1 Maret 2012 
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pelanggan tidak perlu melakukan apa apa, karena otomatis dianggap setuju dan 

menerima.11
 

 
Penggunaan istilah negative option adalah sebagai lawan dari penawaran 

biasa yang disebut positive option. Positive option adalah jenis penawaran 

konvensional dimana penawaran dilakuan oleh penyedia jasa layanan kepada 

pelanggan. Apabila pelanggan tidak mengkonfirmasi penawaran maka diartikan 

sebagai penolakan, sementara untuk menerima penawaran maka pelanggan cukup 

memberitahukan kepada penyedia jasa layanan. 
 

Dalam UCLA Law Review di sebutkan bahwa : 
 
 

”under traditional contract law, a consumer 
reasonably expects that his her silence in the face of an 
offer will be construed as rejection of the offer. Negative 
option is a method of contract offer that transforms a 
consumer silence into acceptance of the offer”12

 
 

Terjemahan bebas nya” 
 
 

bahwa dalam aturan kontrak tradisional, sikap diam dari konsumen 

terhadap sebuah penawaran dapat  diartikan  sebagai  penolakan terhadap 

penawaran. Sementara negative option  adalah metode panawaran yang mengubah 

sikap diam konsumen sebagai penerimaan terhadap penawaran” 
 

Terdapat dampak negatif  bagi pelanggan dengan adanya metode Negative 

option. Apabila seseorang berlangganan suatu aplikasi, maka apabila waktu 

berlangganan  sudah  habis,  namun  pelanggan  tidak  menyuruh  atau 

mengkonfirmasi  penyedia  jasa  layanan  untuk  menghentikan  layanan  tersebut, 

maka penyedia jasa layanan secara otomatis menganggap pelanggan melanjutkan 

langganan tersebut dan tunduk pada ketentuan yang diterapkan oleh penyedia 

layanan. Hal  ini  sering menjadi  permasalahan dimana pelanggan   melakukan 

pembayaran terhadap aplikasi yang tidak dipakai olehnya. 
 
 
 

11Thomas W. Reader, Is Self-Regulation The Best Option For The Advertising Industry in 
The European Union? An Argument for The Harmonization of Advertising Laws Through The 
Continued Use of Directives, (University of Pennsylvania Journal of International Business Law, 
1995), hal. 45. 

12Dennis D. Lamont, op.cit., hal. 2. 
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Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini karena disatu sisi  pelanggan 

telah melakukan suatu tindakan yang menjadi syarat terjadinya suatu  perikatan 

antara mereka (melakukan pembayaran) sementara sebenarnya pelanggan tidak 

membutuhkan layanan tersebut. Disisi lain pelanggan harus melakukan 

pembayaran hanya karena tidak mengkonfirmasi atau menyuruh penyedia jasa 

layanan untuk menghentikan aplikasi. Sebenarnya tidak ada kesepakatan diantara 

mereka dan pelanggan membayar kepada penyedia jasa layanan karena terpaksa. 
 

Penawaran bentuk seperti ini menyebabkan   ketidakseimbangan antara 

posisi pelanggan dan penyedia jasa layanan karena pelanggan harus membayar 

apa yang tidak mereka nikmati sedangkan penyedia jasa layanan menerima 

pembayaran terhadap aplikasi yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Tentu saja 

dengan adanya hal semacam ini maka pelanggan merasa dirugikan dengan 

pembayaran tersebut sementara penyedia jasa layanan telekomunikasi merasa 

berhak menerima pembayaran karena pelanggan telah memakai jasa layanan 

aplikasi mereka. 
 

Adanya aktivitas pembayaran antara pelanggan dan penyedia jasa layanan 

telekomunikasi dalam kondisi seperti ini menimbulkan hubungan hukum bagi 

masing masing pihak. Kejanggalan hubungan hukum yang tidak dikehendaki oleh 

salah satu pihak ini menyebabkan permasalahan hukum terkait dengan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dan posisi masing–masing pihak apabila 

didudukkan dalam hukum 
 

Pendapat yang menyatakan bahwa “ 
 

“Negative option plans are widely used by various 
businesses including book clubs, record clubs, and mail 
order merchandisers. Problems may occur when consumers 
do not specifically decline unwanted goods or services, and 
are unknowingly billed for them by the seller.13” 

Terjemahan bebasnya 
 

Negative option dipakai secara luas oleh bermacam macam usaha seperti 

peminjaman buku, perusahaan rekaman, dan usaha pemesanan barang dagangan 

melalui surat. Masalah yang mungkin terjadi adalah ketika konsumen tidak secara 
 

 
13Clark G. Radatz, Wisconsin legislative reference bureau. Negative option Plan. Juni 

2006. Legislative Brief 06−14, hal. 1. 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



7 

Universitas Indonesia 

 

 

 

 
 
 

khusus menolak barang atau jasa yang tidak diinginkan dan tanpa mereka ketahui 

ditagih oleh penjual. 
 

Tidak adanya kesepakatan antara pelanggan dan penyedia jasa layanan 

telekomunikasi menjadi suatu pertanyaan penting terkait dengan posisi mereka 

dalam perikatan yang tidak memenuhi kesepakatan ini. Sesuai dengan syarat sah 

nya suatu perjanjian mengenai kesepakatan patut dipertanyakan bagaimana 

perikatan  ini  menjadi  sesuatu  yang  dapat  dijalankan  dan  tidak  bertentangan 

dengan hukum yang mengatur mengenai perikatan. Adanya cara penawaran yang 

merupakan   hal   baru   yang   tidak   terdapat   dalam   pengaturan   KUHPerdata 

merupakan  bagian   yang  perlu  dianalisa  apakah  bentuk  perikatan  tersebut 

memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Mengenai masalah pertanggungjawaban perdata apabila terjadi sengketa 

antara pelanggan dan penyedia jasa layanan. Bentuk pertanggungjawaban perdata 

manakah yang terdapat dalam masalah ini, apakah perbuatan melawan hukum 

atau  wanprestasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  metode  negative  option 

terdapat satu hubungan hukum yang disebut dengan pre-existing relationship.14
 

Dalam  kondisi seperti  ini  terdapat suatu hubungan hukum  yang termasuk ke 
 

dalam  ranah  hukum  perikatan  yang  terjadi  karena  perjanjian.    Di  satu  sisi 

perjanjian   yang   sepihak   tersebut   tidak   memenuhi   syarat   sah   perjanjian 

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga terdapat irisan 

apakah hal ini merupakan hubungan kontraktual atau merupakan perbuatan 

melawan hukum. 
 
 
 
 

1.2 Pokok Permasalahan 

Dari kasus diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan 

dan penulis angkat sebagai pokok permasalahan dalam karya tulis ini yaitu: 
 
 

14pre-existing relationship is a characteristic of negative option variation. This 
relationship usually is the result of a previous agreement for a service that is being provided to the 
buyer on a continuing basis, but it also may by the result of a contemporaneous agreement for a 
service that is being negotiated”. Yang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari negative 
option yang mana hubungan ini terjadi adalah hasil dari persetujuan sebelumnya untuk sebuah jasa 
yang disediakan oleh pembeli dalam sebuah perjanjian dasar yang berkelanjutan, tetapi ini juga 
dapat terjadi sebagi hasil dari persetujuan sementara untuk sebuah jasa yang sedang dirundingkan. 
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1.  Bagaimanakah  Produsen  dikatakan  melakukan  metode  penawaran 

dengan metode negative option? 

2.  Bagaimanakah  kedudukan  negative  option  dalam  hukum  perikatan 
 

Indonesia? 
 

3.  Dapatkah  pengikatan  sepihak  akibat  Negative  option  dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum? 
 
 
 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1.3.1 Tujuan Umum 
 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui terjadinya 

pengikatan sepihak melalui penawaran negative option yang dilakukan oleh pihak 

pemberi penawaran dan bagaimana akibat hukum bagi kedua belah pihak yang 

terlibat dalam pengikatan sepihak tersebut. 
 
 
 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 
 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendalami dan memberikan 

analisis terhadap : 

 
1.  Untuk  menganalisa  tindakan  produsen  seperti  apa  yang  dikatakan 

melakukan metode penawaran dengan metode negative option 

2.  Untuk   melihat   dan   menganalisa   kedudukan   penawaran   melalui 
 

negative option dalam hukum perikatan. 
 

3.  Untuk menganalisa pengikatan sepihak akibat Negative option sebagai 

perbuatan melawan hukum 
 

 
 
 

1.4 Metode Penelitian 
 

Jenis penelitian yang dipakai dalam karya tulis ini adalah penelitian normatif 

dimana dilakukan penelitian terhadap hukum positif yang berlaku untuk 

menganalisa asas hukum dalam hukum perikatan. Berdasarkan bentuk penelitian 

maka  penelitian  ini  berbentuk  evaluatif    karena  dalam  hal  ini  penelitian  ini 
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bertujuan untuk memberikan penilaian atas kegiatan penawaran negative option 
yang mengakibatkan perikatan antara pelanggan dan penyedia jasa 

telekomunikasi.15
 

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana 

penelitian ini  berusaha menggambarkan secara  tepat  sifat  keadaan dan  gejala 

yang terjadi di masyarakat terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis. Dari 

sudut tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian problem identification 

yang mana permasalahan yang ada diklasifikasikan sehingga memudahkan dalam 

proses analisa dan pengambilan kesimpulan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku mengenai hukum dan jurnal serta beberapa 

majalah dan Koran.16 Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu peraturan 

perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku, artikel, 

jurnal, tesis dan skripsi. Jurnal yang bersumber dari sistem hukum common law 

banyak   menjadi   rujukan   sebagai   bahan   perbandingan   untuk   membahas 

permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diangkat untuk 

menjadi penelitian adalah jenis perikatan yang timbul dan berkembang dalam 

sistem common law. Untuk Bahan hukum tersier peneliti menggunakan Oxford 

Dictionary dan Kamus Hukum Indonesia. 

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. studi dokumen 

dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  teori  teori  yang  terdapat 

dalam hukum serta jurnal yang secara khusus membahas mengenai permasalahan 

yang peneliti angkat menjadi topik penelitian. 

Bentuk laporan penelitian adalah yuridis-normatif. Oleh karena itu berisi 

pengertian-pengertian pokok dalam bidang perikatan serta teori dalam memahami 

hubungan perikatan sepihak dengan perbuatan melawan hukum. selain itu, 

penelitian ini juga berisi pemahaman terhadap terjadinya perikatan yang terjadi 

akibat pengikatan sepihak. 
 
 
 
 
 
 

11. 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum,  Cet.3, (Jakarta: UI Press, 2008) hal. 
 
16Sri Mamudji et.al.,  Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30. 
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Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

yang  lebih  mendalam  terkait  dengan  penawaran  negative  option  yang  sering 

terjadi dalam masyarakat. Kegunaan praktis dari penelitian ini ditujukan kepada 

pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan produk berupa barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh pelaku usaha sebagai gambaran dalam melakukan kegiatan 

jual beli serta penawaran dan penerimaan dalam lapangan hukum perikatan. 
 
 
 
 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Dalam karya tulis ini akan dibagi dalam Lima Bab yaitu BAB I yaitu 

PENDAHULUAN. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan 

karya tulis, pokok permasalahan yang menjadi topik   pembahasan, tujuan 

penulisan, kerangka operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan 

karya tulis. 

BAB II yaitu KESEPAKATAN DAN PENAWARAN DALAM 

NEGATIVE OPTION. Bab ini akan membahas mengenai teori dan prinsip dalam 

perjanjian yaitu syarat sah suatu perjanjian dan jual beli melalui penawaran. 

Teori   terjadinya  kesepakatan,  waktu  terjadinya  kesepakatan,  pembayaran 

sebagai tanda kesepakatan dalam penawaran negative option, negative option 

dan kaitannya dengan kesepakatan serta hak yang timbul dari  negative option. 

Penawaran dan pengikatan Lisan dan tertulis, Yes/no option (pilihan ya atau 

tidak), Penawaran dan pengikatan melalui negative option di Indonesia dan 

Negara Lain serta Peraturan terkait dengan Negative option. 

BAB III yaitu NEGATIVE OPTION DALAM HUKUM PERIKATAN 

INDONESIA. Bab ini akan membahas mengenai posisi penawaran dengan 

negative option dalam hukum perikatan di Indonesia. Jenis dan bentuk negative 

option yang ada dikaitkan dengan perikatan yang terjadi karena perjanjian dan 

perikatan yang terjadi karena undang-undang. Dalam pembahasan mengenai 

perikatan yang terjadi karena undang-undang akan difokuskan pada perikatan 

yang terjadi karena perbuatan manusia yang melawan hukum. 

BAB  IV  yaitu  mengenai  ANALISIS  PENERAPAN  DALIL 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS NEGATIVE OPTION 
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YANG TERJADI DI INDONESIA. BAB V yaitu PENUTUP merupakan bab 

terakhir yang berisi kesimpulan penulis dalam menganalisa kasus dan 

permasalahan yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat 

dalam penulisan karya tulis. 
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BAB 2 
 

PENAWARAN DAN KESEPAKATAN DALAM NEGATIVE 
OPTION 

 
 
 

2.1 Teori dan asas dalam perjanjian 
 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.17
 

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi 

jika  ada  suatu perbuatan nyata, baik dalam  bentuk ucapan, maupun tindakan 

secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata. Dari definisi tersebut 

dijelaskan pula bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain yang berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau 

prestasi dari satu orang/pihak kepada satu orang/ pihak lainnya, yang berhak atas 

prestasi  tersebut.  Rumusan  tersebut  memberikan  konsekuensi  hukum  bahwa 

dalam suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah 

pihak yang wajib melakukan prestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak 

yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).18
 

 

Perjanjian  diatur  dalam  titel  II  Buku  III  KUH  Perdata,  sedangkan 

mengenai perjanjian secara khusus diatur dalam titel V sampai dengan titel VIII. 

Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian 

didefinisikan “sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian ini maka timbul 

perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Dengan  demikian  hubungan 

perikatan dengan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.19
 

 

Ilmu hukum membedakan perjanjian ke dalam perjanjian konsensuil, 

perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian 

yang paling sederhana, karena hanya mensyaratkan adanya kesepakatan antara 
 
 
 

17Subekti., Hukum Perjanjian, Cet 19, (Jakarta: .Penerbit Intermasa., 2002), hal. 1. 
18Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2008), hal. 7. 
19Subekti, Loc.cit. 
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mereka yang membuatnya. Perjanjian konsensuil ini, seperti ditentukan dalam 

pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi empat syarat dalam pasal tersebut yang 

terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif.20
 

Sebagaimana dalam pengaturan pada pasal 1233, Perikatan lahir dari 

perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian, maka 

lahirlah perikatan yang memberikan hak atau membebani kewajiban terhadap 

masing–masing pihak. Perikatan mereka ini memang dikehendaki oleh para pihak, 

dan mereka menjadi terikat dalam perjanjian tersebut.  Perikatan yang lahir dari 

undang-undang baik yang merupakan perikatan yang halal maupun yang terjadi 

dari perbuatan melawan hukum, perikatan terjadi tidak dikehendaki dan tidak 

disepakati oleh para pihak, perikatan terjadi karena undang undang menghendaki 

demikian. 

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia berlaku asas asas yang 

menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan membuat perikatan. Beberapa asas 

hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas 

itikad baik dan asas kepribadian. 

Asas konsensualisme merupakan asas yang berarti bahwa perjanjian sudah 

mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata sepakat 

mengenai hal hal yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian sudah sah dan 

mengikat para pihak tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. 

Asas konsensualisme ini tercermin dari pasal 1458 KUHPerdata.21
 

Asas   kebebasan   berkontrak   tercermin   dalam   pasal   1338   ayat   (1) 
 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, 

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan 

ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat 

perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

dan kesusilaan. Dalam hal ini, para pihak diijinkan untuk membuat klausula yang 

menyimpang dari ketentuan buku III KUHPerdata. Ketentuan yang dapat 

disimpangi  adalah  ketentuan  yang  bersifat  opsional  atau  pilihan,  sedangkan 

ketentuan   yang  bersifat  memaksa  seperti  syarat  sahnya  perjanjian  adalah 
 
 

20Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit., hal 134. 
21Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, Ed.1, cet.1 

(Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hal. 133. 
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ketentuan yang tidak dapat disimpangi para pihak. Salah satu ketentuan yang 

bersifat opsional adalah mengenai masalah resiko.22
 

Asas itikad baik terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata yang 

menyatakan perjanjian  bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengawasi 

pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Itikad 

baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam 

melaksanakan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik. Jika 

dianalisa lebih jauh lagi, asas ini merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan 

berkontrak.23
 

 

Perjanjian berakibat timbulnya suatu perikatan diantara mereka yang 

membuat   perjanjian.   Perikatan   sebagaimana   diatur   dalam   hukum   perdata 

Indonesia dapat dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan sendiri 

dapat diartikan sebagai perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan 

pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.24
 

 

Untuk terjadinya suatu perikatan yang berasal dari hubungan kontraktual, 

harus ada perjanjian. Perjanjian ini sendiri harus memenuhi syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dibawah ini. Syarat sahnya suatu 

perjanjian merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya perjanjian yang 

memenuhi   syarat   dan   tidak   bertentangan   dengan   hukum   yang   berlaku. 

Berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata  ditetapkan  empat  syarat  yang  harus 

dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Keempat syarat tersebut adalah: 
 
 

2.1.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
 

Syarat yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

Syarat  ini  dimaksudkan  bahwa  para  pihak  yang  hendak  mengadakan  suatu 

perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang 
 
 
 
 
 
 

22Ibid. hal. 135. 
23Ibid. hal. 135. 
24 Subekti. loc. cit. 
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pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata 

sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.25
 

Selain mengenai hal tertentu, maka kehendak para pihak yang diwujudkan 

dalam kesepakatan adalah dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum 

kontrak. Kehendak masing pihak dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk yaitu 

lisan maupun tertulis dan hal tersebut mengikat para pihak dengan segala 

akibatnya.26   Perikatan  terjadi  karena  kesepakatan  para  pihak  dapat  dipahami 

karena  tanpa  adanya  suatu  penundukan  diri  para  pihak  dalam  menyikapi 

perjanjian, maka sangat tidak mungkin perjanjian dapat terlaksana. Oleh karena 

itu dalam lapangan hukum perikatan ini kesepakatan antara dua pihak menjadi 

suatu keharusan. 
 
 

Berlakunya  kata  sepakat  dalam  mengadakan  perjanjian,  maka  berarti 

bahwa  kedua  belah  pihak  haruslah  mempunyai  kebebasan  berkehendak. Para 

pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi 

perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan 

kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara para pihak. 

Pernyataan  pihak  yang  menawarkan  dinamakan  tawaran  (offerte).  Pernyataan 

pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (acceptie).27
 

 
 

Keharusan tercapainya kesepakatan ini tidak hanya berlaku di Indonesia 

saja, namun berlaku secara universal dan merupakan syarat sahnya perjanjian di 

negara negara lain. 
 
 
 
 

2.1.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
 

Pengertian kecakapan dalam hal ini adalah kedewasaan seseorang dalam 

membuat suatu perikatan. Kedewasaan diperlukan karena hanya orang yang telah 

dewasa sajalah yang bisa berpikir secara matang dan telah diakui sebagai subjek 
 
 
 
 

334. 
 

3-4. 

25  P.N.H.Simanjuntak, Pokok Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 
 
26 Suharnoko, Hukum Perjanjian, teori dan analisis kasus, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 
 
27     Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2001), hal. 73-74. 
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hukum. Orang dewasa yang berada dibawah pengampuan adalah pengecualian 

terhadap ketentuan ini. Orang yang ada di bawah pengampuan tidak diakui dalam 

melakukan perikatan. 

Orang yang dibawah pengampuan berada dibawah pengawasan dari si 

pengampu dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena alasan 

alasan tertentu. Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang orang 

yang sakit jiwa, atau mata gelap, maka berdasarkan pasal 433 KUHPerdata, maka 

orang tersebut harus dimasukkan ke dalam suatu pengampuan dan tidak cakap 

melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga dengan orang yang tidak 

dapat mengontrol keborosannya atau sangat boros atau bahkan tidak dapat 

mewakili kepentingannya sendiri secara seharusnya dapat dimasukkan ke dalam 

pengampuan. 

Mereka  yang  masuk  dalam  pengampuan  atau  berada  dibawah 

pengampuan dipersamakan dengan dengan orang orang yang belum dewasa dan 

tidak cakap melakukan tindakan hukum.28
 

 
 
 
 

2.1.3 Mengenai suatu hal tertentu 
 

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang 

diperjanjikan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian jika timbul 

suatu perselisihan. Hal tertentu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah minimal 

dapat ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada 

dalam tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh 

undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat 

dihitung atau ditetapkan.29
 

 
 
 
 
 

2.1.4 Suatu sebab yang halal 

Suatu  perjanjian  tentu  saja  hal  yang  diperjanjikan  tersebut  tidak  boleh 

bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  ataupun  ketertiban  umum  (public 
 
 

28  Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta: 
Kontan Publishing, 2011), hal. 198. 

29   Subekti. loc.cit. hal. 19. 
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policy).30  Profesor Subekti memberikan contoh pada kasus pembelian pisau di 

toko   untuk maksud membunuh orang dengan pisau tersebut. Jual beli pisau 

tersebut  mempunyai  sebab  yang  halal  seperti  halnya  jual  beli  barang  biasa 

lainnya. Lain halnya apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian. 

Misalnya  si   penjual   hanya   bersedia  menjual   pisaunya,  kalau   si   pembeli 

membunuh orang, isi perjanjian ini merupakan sesuatu yang dilarang.31
 

 
 
 
 

2.2 Lahirnya kesepakatan 
 

Jual  beli  menurut  KUHPerdata  adalah  suatu  perjanjian  bertimbal  balik 

dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang sedang pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam 

melakukan proses jual beli terdapat suatu proses yang dinamakan proses 

Penawaran  dan  proses  penerimaan.  Kedua  proses  ini  merupakan  hal  yang 

biasanya ada dalam setiap perjanjian jual beli. 

Penawaran adalah pernyataan mengenai syarat syarat yang dikehendaki 

oleh penawar supaya mengikat. Jika tawaran itu diterima sebagai mana adanya, 

maka tercapailah persetujuan. Suatu tawaran boleh dilakukan terhadap seorang 

tertentu dan hanya terbuka baginya untuk menerima.32
 

pernyataan kehendak tidaklah merupakan suatu bentuk dasar perjanjian 

dan  bukan  merupakan  suatu  Penawaran  di  dalam  proses  penawaran.  Dalam 

perkara Harris vs Nickerson (1873) suatu jual lelang diiklankan tetapi kemudian 

dibatalkan. Penggugat yang telah datang ke tempat pelelangan tersebut menuntut 

ganti rugi berupa ongkos perjalanan. Pengadilan menolaknya karena iklan tersebut 

bukanlah   tawaran   yang   dapat   diterimanya   dengan   melakukan   perjalanan 

tersebut.33   Demikian  juga  halnya  dengan  pemberian  informasi.  Dalam  kasus 

Haryey lawan Facey (1893) penggugat mengirimkan pesan telegraf “maukah anda 

menjual kepada kami bumper hall pen?”telegraf harga terendah, dan jawabanya 
 

 
 

95. 
30  Abdulkadir Muhammad, Hukum perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986). hal. 
 
31 Subekti, loc. cit. hal. 20. 
32 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal. 108. 
33 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal. 110. 
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adalah harga terendah bagi bumper hall pen 900 poundsterling. Hal ini diputuskan 

pengadilan semata mata jawaban terhadap permohonan untuk memperoleh 

informasi, dan bukan suatu tawaran yang dapat diterima. Kemudian suatu tawaran 

harus dikomunikasikan dengan pihak lain. Orang yang ditawari itu tidak dapat 

menerima tawaran kecuali jika ia mengetahui adanya tawaran tersebut. Jika 

seseorang tiba tiba dikirimkan sebuah barang ke rumahnya tanpa diketahui 

darimana barang tersebut dan tidak pernah melakukan transaksi apapun, maka 

tidak ada Penawaran dan tidak ada penerimaan dalam hal tersebut. 

Dari kedua contoh diatas, maka Penawaran tidak terjadi karena tidak 

adanya maksud dan tujuan untuk melakukan Penawaran. Dengan memberikan 

informasi baik berupa iklan maupun pemberitahuan, belum dapat dikatakan terjadi 

sebuah Penawaran apabila informasi ataupun berita tersebut tidak bermaksud 

memberikan Penawaran. 

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka beberapa ahli hukum telah 

mengutarakan  beberapa  teori  tentang  waktu  terjadinya  kesepakatan.  Beberapa 

teori yang menunjukkan dan menjelaskan waktu terjadinya kesepakatan 

diantaranya : 

a. Teori kehendak (wilstheorie) 
 

Teori  ini  adalah  yang tertua mengenai kesepakatan. Teori  ini 

menekankan pada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita 

mengemukakan  suatu  pernyataan  yang  berbeda  dengan  apa  yang 

dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan itu.34 Teori ini 

mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima 

dinyatakan,  misalnya  dengan  menuliskan  surat.  Dalam  hal  ini,  baik  si 

penawar maupun si penerima  menyatakan kehendak untuk mengikatkan diri 

terhadap sebuah Penawaran yang diberikan oleh si penawar. Pernyataan ini 

dapat dinyatakan secara lisan ataupun tertulis. Selain itu, pernyataan dengan 

teori kehendak ini dapat dilihat dari tindakan fisik yang dilakukan oleh 

penerima yang menjadi syarat penerimaan. 

Cth  :  jika  anda  hendak  datang  ke  rumah  saya,  maka  anda  harus 
 

membawa bir. Ketika dia membawa bir dan datang ke rumah si 
 

34R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. 5 (Bandung: Penebit Bina Cipta, 
1994). Hal. 59. 
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penawar, maka dapat dikatakan bahwa si penerima melakukan 

tindakan yang merupakan perwujudan dari kesepakatannya. 
 
 

b.Teori pengiriman (verzendtheorie) 
 

mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang 

dinyatakan  itu  dikirim  oleh  pihak  yang  menerima  tawaran.  Menurut 

beberapa sarjana,  terjadinya persetujuan adalah  pada  saat  dikirimkannya 

surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat 

tersebut, si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula 

saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat. Pitlo, menjelaskan bahwa saat 

terjadinya persetujuan adalah apabila si pengirim surat secara patut dapat 

menduga  bahwa  pihak  yang  menawarkan  telah  mengetahui  akan  isi 

suratnya. Beliau mengemukakan suatu contoh sebagai berikut: 
 

“ A mengeposkan sepucuk surat penerimaan Penawaran yang 

dialamatkan kepada kantor B. Surat tersebut akan disampaikan oleh 

petugas pos pada jam 18.00, sedangkan B pada jam 17.00 telah 

pulang dan baru kembali ke kantor esok harinya. Kelayakan 

menentukan bahwa persetujuan terjadi esok harinya, yaitu pada saat 

yang menurut dugaan, B telah membaca surat tersebut”35
 

 
 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 
 

mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah 

mengetahui bahwa tawarannya diterima. Teori ini mengemukakan bahwa 

persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa 

penawarannya  disetujui.  Namun  yang  menjadi  kendala  dalam  teori  ini 

adalah bagaimana jika misalnya surat yang dikirimkan atau pesan yang 

disampaikan tidak sampai. Selain itu juga sulit untukuk menentukan saat 

diketahuinya isi surat tersebut.36 
 
 
 
 
 
 
 

35 Ibid. 
36 Ibid. 
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d. Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) 
 

mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan 

kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Teori ini 

adalah teori yang banyak dianut dan dipergunakan dalam yurisprudensi. 

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara 

objektif dapat dipercaya. Hoge raad mengikuti teori ini dalam putusananya 

tertanggal 23 maret 1928 mengenai kasus sebagai berikut : 
 

Firma oppenhaim di Keulen telah mengirimkan telegram 

kepada komisionernya weiller di Frankfurt yang isinya”kaufen 

sie1000  stuck  oesterreichische  creditaktien”.  Ternyata  telegram 

yang disampaikan adalah “verkaufen sie” yang seharusnya “kaufen 

sie”. Atas dasar telegram tersebut, oleh Weiller saham saham dijual 

dan segera setelah itu, terjadi kenaikan harga sehingga jika firma 

Oppenheim terikat pada penjualan tersebut ia akan menderita 

kerugian. Firma Oppenheim menolak adanya persetujuan karena 

menurut mereka bukan itu maksud dari telegram tersebut. Yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah pihak lawan dapat mempercayai 

bahwa pernyataan seperti yang telah diucapkan itu memang sesuai 

dengan maksudnya. Demikianlah diputuskan oleh Hoge Raad.37
 

 
 

e. Teori penerimaan (ontvangsttheorie) 
 

Menurut  teori  ini,  kesepakatan  terjadi  pada  saat  diterimanya  surat 

jawaban penerimaan Penawaran oleh orang yang menawarkan. Teori ini 

banyak dianut dan dipakai juga oleh Hoge Raad. 
 
 

f. Teori pernyataan 
 

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat 

berpegang  kepada  apa  yang  dinyatakan.  Jika  A  misalnya  menawarkan 

sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah 

terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan 

B itu sesuai dengan kehendaknya masing masing pihak atau tidak. 
 
 

37Ibid. hal. 58. 
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g. Teori ucapan 
 

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima 
Penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui Penawaran 

tersebut.38
 

 
 
 
 

2.3 perikatan timbal balik dan perikatan sepihak 
 
 

Perikatan   sebagaimana yang diutarakan para ahli hukum adalah suatu 

hubungan hukum yang artinya diatur dan diakui oleh hukum. Perikatan terjadi 

karena adanya dua pihak atau lebih yang saling bertimbal balik dalam 

kebutuhannya. 
 

jenis perjanjian seperti perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik yang 

masih didasarkan adanya dua pihak yang sepakat. Dalam perjanjian timbal balik 

(wedwekrige overeekomsten) maka pemenuhan prestasi ada pada kedua belah 

pihak, sementara dalam perjanjian sepihak(eenzijdige overeekomsten) , hanya satu 

pihak yang dibebani kewajiban pokok sementara pihak yang lain tidak. Pengertian 

sepihak disini mengenai isi dari prestasi tersebut yang hanya sepihak saja. Apabila 

kedua belah pihak saling berkewajiban dan saling berhak sehingga kedua-duanya 

terdapat kewajiban untuk memberikan prestasi, maka dinamakan perjanjian timbal 

balik. Seperti contoh jual beli dan sewa menyewa.39
 

 
 

Sesuai dengan pembahasan mengenai negative option yang dibahas adalah 

bukan jenis perjanjian apakah negative ption tersebut namun, proses bagaimana 

terjadinya perikatan diantara penjual dan pembeli tersebut terjadi. Dalam negative 

option  tidak  dipermasalahkan  termasuk  kedalam  perjanjian  apakah  negative 

option  tersebut,  tetapi  bagaimanakah  perjanjian  yang  menyebabkan  adanya 

perikatan tersebut terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 

38Ibid. 
39Achmad Ichsan. Hukum Perdata IB, (Djakarta: Penerbit Pembimbing Masa, 1967), hal. 
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Pengikatan sepihak terjadi ketika dalam sebuah penawaran pemberi 

penawaran dengan sengaja dan tanpa izin atau pengetahuan dari si penerima 

penawaran mengikatkan si penerima penawaran dalam suatu perikatan yang 

didasarkan pada penawaran tersebut. Ketidaksadaran atau kelalaian dari penerima 

penawaran dijadikan dasar oleh pemberi penawaran untuk mengikatkan penerima 

penawaran dalam kontrak sehingga syarat dan kondisi yang ditawarkan oleh 

pemberi penawaran otomatis berlaku terhadap penerima penawaran 
 

Pengikatan sepihak perlu dibedakan dengan perjanjian sepihak yang 

menyebabkan perikatan. Dalam perjanjian sepihak, terdapat kesepakatan antara 

pihak yang mengikatkan dengan pihak yang diikatkan dalam sebuah perikatan. 

Dalam pengikatan sepihak, tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak 

sehingga perlu dipertanyakan perikatan yang terjadi antara mereka karena 

ketidaksepakakatan antara dua belah pihak tidak memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah salah 

satu unsur penting yang harus dimiliki dalam suatu perjanjian. 
 

Pengikatan sepihak dapat mengakibatkan dua hal, yaitu menjadi sebuah 

perbuatan melawan hukum, atau menjadi sebuah hubungan kontraktual. Hal ini 

bergantung daripada dasar hubungan dari pengikatan sepihak. Apabila pengikatan 

sepihak dilakukan oleh penjual dalam suatu hubungan kontraktual, maka 

pengikatan sepihak didasarkan dari adanya hubungan antara pihak yang 

menawarkan dan pihak yang ditawarkan sebelumnya. Sementara apabila 

pengikatan sepihak dilakukan walaupun tidak ada hubungan kontraktual diantara 

mereka, maka hal ini dapat menjadi suatu perbuatan yang melanggar kewajiban 

hukum, si pelaku atau hak subjektif orang yang ditawarkan, atau hal lain yang 

merupakan kualifikasi yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. 
 

Sebelum mengetahui dan menganalisa apakah negative option termasuk ke 

dalam perbuatan melawan hukum atau termasuk kedalam hubungan kontraktual 

yang pelanggaran terhadapnya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, maka 

perlu dijelaskan dan dianalisis secara detail terkait dengan pengertian negative 
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option, bentuk-bentuk negative option dan syarat-syarat suatu bentuk penawaran 

dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk negative option.40
 

 
 
 
 

2.4 Negative option 
 
 

Negative option diartikan sebagai 
 
 
 

“an agreement by which a buyer accepts a flow of goods 

from a vendor until the buyer notifies the vendor otherwise. The 

contract gives the holder the right to refuse buying the good or 

service, but the holder does not have to exercise this right.” 
 
 

Pengertian ini dapat diterjemahkan sebagai perjanjian dengan opsi negatif 

adalah kesepakatan yang mana pembeli menerima barang atau jasa secara terus 

menerus dari pihak vendor sampai pembeli memberikan pemberitahuan 

sebaliknya.” 

Negative option juga diartikan “ a business practice in which goods or 
services provided automatically, with the assumption that the consumer will either 

pay for the goods or service, or specifically decline it in advance of billing.”41
 

Pengertiannya  adalah  sebagai  praktek  usaha  yang  mana  barang  atau  jasa 

disediakan secara otomatis, dengan asumsi bahwa pelanggan/konsumen akan 

membayar barang atau jasa, atau secara khusus menolak untuk melakukan 

pembayaran. 

Penggunaan  istilah  negative  option  adalah  karena  memang  istilah  ini 

terdapat pada sistem common law yang merupakan asal dimulainya teori ini. Teori 

ini pertama kali muncul dan mengalami perkembangan di Amerika Serikat. 

Negative option dapat juga diartikan sebagai kategori transaksi komersial yang 

mana pelanggan yang ditawarkan sebuah layanan oleh penyedia jasa layanan, 
 
 
 

40   Negative option merupakan suatu bentuk penawaran yang berkembang dan datang dari 
Amerika Serikat yang menganut sistem hukum Common Law, sehingga untuk pembahasan 
mengenai negative option ini, maka literatur dan pembahasan didasarkan pada fakta serta analisis 
ilmiah yang berasal dari ahli hukum Amerika Serikat 

41Ibid 
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harus memberikan konfirmasi kepada produsen apabila ingin menolak layanan. 

Apabila tidak memberikan konfirmasi, maka pelanggan dianggap menerima 

layanan tersebut. 

Negative option adalah bentuk Penawaran yang dilakukan oleh produsen 

kepada konsumen dengan mana penawaran dianggap diterima oleh konsumen jika 

konsumen tidak memberikan tanggapan dengan tegas terkait dengan penolakan 

terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Pengaturan mengenai negative option 

sendiri tidak terdapat dalam pengaturan hukum perikatan Indonesia, sehingga 

negative option dapat digolongkan kedalam perjanjian tak bernama. 

Negative option merupakan metode Penawaran yang baru dan lahir serta 

berkembang di amerika serikat. Sejarah adanya negative option dimulai ketika 

sebuah klub penyewaan buku oleh Max Sackheim dan Harry Scherman. Ide 

awalnya adalah mengirimkan buku baru kepada anggota klub setiap bulan yang 

mana bisa dikembalikan dan biaya pos ditanggung oleh klub, jika anggota tidak 

puas dengan buku yang dikirimkan. Jumlah buku yang dikembalikan dan biaya 

perangko menjadi lebih besar daripada yang diperkirakan. Sehingga Harry 

Scherman dan Max Sackheim mulai mengirimkan kartu kepada anggota yang 

berisi buku pilihan klub setiap bulannya. Anggota dapat menolak buku bulanan 

tersebut dengan mengembalikan kartu yang berisi permintaan agar klub tidak 

mengirimkan buku yang dimaksud.42
 

 
 

Peter Bowal dalam American Business Law Journal Reluctance To Regulate: The 
 

Case Of Negative option Marketing (1999) menyatakan : 
 
 
 
 

Negative  option  marketing  is  engaged  in  by  a  marketer  who 
tenders to the public some product or service and declares that 
consumer passive acquiescence in face of that tender will be 
construed as contractual acceptance. The marketer declares that 
consumers   will   be   bound   to   standard   terms,   unless   those 
consumers take unequivocal steps to free themselves of them. Many 
variants of this practice exist, and all seek to make it easy, or 
automatic, for the consumer to enter the contract and difficult for 

 
 

42     Mark T.Springs and John R. Nevin, Negative option selling plans: current forms 
versus existing regulations, (American Marketing Association. Journal Of Public Policy and 
marketing, Vol.15 No 2 (Fall,1996), hal. 227. 
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them  for  escape  the  contract.  Ultimately,  transacting  may  be 
automatic and the consumer will not even know about it.43

 
 
 
 

Yang   pada   intinya   menyatakan   bahwa   negative   option   merupakan 

penawaran kepada konsumen, dimana diamnya konsumen akan dianggap sebagai 

penerimaan kontrak yang ditawarkan, bahkan terkadang transaksi terjadi secara 

otomatis, sehingga pelanggan bahkan tidak tahu ada penawaran tersebut 
 
 

transaksi  jual  beli  mensyaratkan  penjual  memberikan  penawaran  dan 

pembeli menerimanya melalui persetujuan dengan tegas atau pernyataan yang 

positif (menerima). Hal ini berbeda dengan negative option, dimana penjual 

mengambil kesimpulan bahwa pembeli menerima penawaran kecuali pembeli 

dengan tegas menolak penawaran tersebut. Semua bentuk negative option 

bersandar pada dasar ”diam berarti menerima”. 
 

Beberapa  perusahaan  menggunakan  metode  negative  option  ini  dalam 

rangka menambah jumlah pelanggan untuk meningkatkan keuntungan dari 

penjualan produk.44  Di Amerika Serikat dimana metode ini dikembangkan, 

Mountain Bell, sebuah perusahaan telekomunikasi, pada oktober 1982, bersaksi di 

hadapan komisi pelayanan publik Di Montana yang pada intinya menyatakan 

bahwa informasi yang berimbang sangat penting dalam menawarkan produk 

dengan metode negative option. Hal ini agar konsumen sepenuhnya menyadari 

bahwa  mereka  tidak  harus  membayar  biaya  untuk  biaya  layanan  tambahan 

perbaikan kabel.45 
 

 
 
 

43 Peter Bowal, Reluctance To Regulate: The Case Of Negative option Marketing. 
(American Business Law Journal, 1999), hal. 2. 

44 Sean O'D. Bosack, antitrust immunity for health care providers in wisconsin: the state 
action Immunity doctrine and wisconsin's health care cooperative agreement Legislation, 
(Marquette Law Review, 1996), hal. 4. 

45 mountain bell merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan metode 
negative option bagi setiap pelanggannya. Layanan tambahan ini berupa layanan perbaikan kabel 
telepon. Mereka tidak sepenuhnya memberikan informasi kepada pelanggan terkait dengan metode 
ini namun mereka memberikan dua opsi yang harus dipilih oleh para pelanggan. Opsi yang 
pertama adalah membayar secara regular setiap bulannya (walaupun tidak ada perbaikan). opsi 
kedua adalah pelanggan membayar setiap kali ada perbaikan. Mereka membuat notifikasi dengan 
mempublikasikan aturan rumit dan panjang di beberapa Koran saja, sebagaimana aturan yang 
panjang dan rumit tersebut dikirimkan juga kepada pelanggan mereka. Mountain Bell merasa 
mereka sudah meyediakan informasi yang cukup. Sehingga banyak pelanggan yang mengeluh. 
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Lebih lanjut Mountain Bell menyatakan, dengan metode negative option, 

hanya sedikit persentase kegagalan (6%) pelanggan yang tidak menyadari hal ini. 

Menurut mereka, hal ini terjadi karena memang mereka telah memberi informasi 

yang akurat. Seperti terlihat dalam berkas Mountain Bell pada tahun 1984, berisi 

di negara bagian mana saja Mountain Bell memakai metode negative option, 

metode ini sukses menaikkan persentase pelanggan yang mendaftar untuk 

perawatan kabel telepon. Memakai metode ini ternyata lebih efektif jika 

dibandingkan dengan di negara bagian yang mereka tawarkan dengan metode 

positive choice.46
 

 
 

Inilah   yang  menyebabkan  banyak   perusahaan  atau   produsen  banyak 
memakai metode negative option karena sangat menguntungkan secara ekonomis 

dan  dapat  menambah  jumlah  pelanggan.  47   Dalam  perkembangannya sendiri, 
paling tidak ada tiga jenis metode penjualan dengan negative option yang 
digunakan sampai saat ini. Mark T Spriggs dan John R. Nevin mengklasifikasikan 

metode ini dalam tiga tipe yaitu tipe pertama, kedua dan ketiga.48 Sementara 
Dennis D. Lammont menambahkan satu jenis metode negative option yaitu tria- 

run.49 Berikut adalah penjelasan mengenai keempat tipe tersebut. 
 
 
 
 

2.4.1 Tipe pertama 
 
 

Tipe ini adalah bentuk asli dari negative option. Dalam suatu hubungan jual 

beli yang berkelanjutan (berlangganan suatu barang atau jasa) antara penjual dan 

pembeli didasarkan pada persetujuan pembeli untuk berpartisipasi dalam metode 

negative option. Dengan mendaftarkan pada kondisi ini, pembeli secara tegas 

mengetahui bahwa penjual akan membuat penawaran dengan metode negative 

option dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan akan mengirimkan 
 
 

Akhirnya Mountain Bell diperiksa oleh Montana Public Service Commission (semacam komisi 
pengawas hak konsumen) terkait dengan layanan tambahan ini 

46Richard  C.   Leventhal.  The  etics  of   negative  options  :the  case  of  U.S   West 
Communications. Journal of marketing and practice, vol 2, No.1 (Fall,1993). Hal 58 

47 Sean O'D. Bosack, op., cit., hal. 2. 
48Mark T Spriggs dan John R. Nevin, op. Cit., hal. 228. 
49Dennis D. Lammont, Negative option offers in consumer service contracts: a principled 

reconciliation of commerce and consumer protection, (University Of California Law Review, 
1995), hal. 1. 
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barang atau jasa kecuali pembeli secara khusus menolak penawaran. Keberhasilan 

perusahaan dalam menggunakan tipe ini adalah karena bentuk ini menyediakan 

keuntungan bagi pendaftar. Keuntungan ini diperoleh karena di dalam 

berlangganan tentu saja bisa terjadi pada suatu ketika pelanggan tidak menyukai 

suatu produk. Maka dengan melakukan penolakan, maka pembeli diuntungkan 

karena tidak akan dikirimi produk tersebut dan tidak dikenakan biaya.50
 

 
 

Contohnya adalah apabila A berlangganan software X. Setiap bulannya akan 

dikirimkan update dari software tersebut dan akan selalu diberitahukan oleh 

penyedia software. Ketika pada bulan kelima, si A tidak terlalu menyukai fitur 

yang akan di update, maka A memberitahukan kepada penyedia software untuk 

tidak mengirimkan update pada bulan kelima. Karena sudah diberitahukan oleh A, 

maka penyedia software tidak lagi mengirimkan update bulan kelima. A tidak 

dikenakan biaya pada bulan kelima. 
 
 
 
 

2.4.2 Tipe kedua 
 

Bentuk negative option51 ini adalah bentuk baru yang mengkombinasikan 

bentuk penawaran tradisional jual beli dengan positive choice.52 Dalam bentuk ini, 
hubungan utama antara pembeli dengan penjual adalah transaksi berkala dengan 
bentuk positive choice, tetapi penjual juga membuat penawaran dengan metode 

negative option sebagai produk tambahan kepada pembeli. Keabsahan penawaran 

negative option ini berdasarkan pada persetujuan yang telah dilaksanakan oleh 

pembeli pada waktu hubungan dengan positive choice dimulai.53 Kesepakatan ini 
 
 
 

50 Mark T Spriggs dan John R. Nevin, op. Cit., hal. 330. 
51Richard C. Leventhal. Op. cit., hal. 60. 
52 Dalam bentuk positive choice, suatu Penawaran diberikan oleh penjual kepada pembeli. 

Apabila pembeli menerima tawaran, maka terjadi kesepakatan dan terjadi proses jual beli. Apabila 
pembeli tidak menanggapi Penawaran, maka hal tersebut diartikan sebagai penolakan terhadap 
Penawaran yang diajukan. 

53  Dapat disebutkan dalam contoh A memulai berlangganan televisi berbayar dengan 
metode positive choice kepada X. Pada saat A sudah berlangganan, X memasukkan penawaran 
negative option terhadap suatu barang yang terkait dengan televisi berbayar tersebut. Sehingga A 
juga harus terikat pada penawaran negative option tersebut. Contoh lain adalah dalam hal kartu 
kredit. Penerbit kartu kredit (penjual) mungkin saja membuat si pembeli (pemegang kartu) 
menandatangani atau menyepakati kontrak tambahan ketika kartu dikeluarkan. Aktivitas utama 
antara penerbit dan pemegang kartu adalah pembayaran berkala, tetapi aktivitas utama tersebut 
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adalah kontrak yang melekat pada kontrak utama. Hal ini  didefenisikan oleh 
 

black’s law dictionary sebagai ”take it or leave it”.54
 

 
 
 
 
 

2.4.3 Tipe ketiga 
 

Bentuk negative option55 ini berdasarkan hubungan transaksi utama yang 

berdasarkan positive choice dan aktifitas layanan tambahan (sekunder) yang 

mneyertakan penawaran negative option sebagai produk maupun jasa tambahan. 

Hampir sama dengan tipe yang kedua. Bedanya adalah dalam tipe ketiga ini, tidak 

ada kontrak yang melekat (pada kontrak utama pada tipe kedua) atau kesepakatan 

negative option. Malahan penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai 

penawaran dengan metode negative option dalam waktu berlangganan sedang 

berjalan.56   Diamnya  pembeli  (atau  kelalaian  untuk  menolak  penawaran)  di 
 

interpretasikan  oleh  penjual  sebagai  penerimaan  terhadap  penawaran.  dasar 

hukum dari berlakunya tipe ketiga ini adalah adanya prinsip dasar pada sistem 

common law mengenai ”maksud pembeli pada waktu pembeli berdiam diri ketika 

menanggapi  penawaran  dan  asumsi  dasar  mengenai  kehati-hatian  pembeli 

terhadap penawaran dengan metode negative option.57
 

 
Hal   ini   sesuai   dengan   hukum   dasar   kontrak   Anglo-Amerika   yang 

menyatakan bahwa orang yang memberikan penawaran memiliki kendali penuh 

atas bentuk penawaran.58 Sebagaimana pepatah yang berlaku umum yaitu pemberi 

penawaran adalah tuan dari penawarannya sendiri (the offeror is master of his 

offer).   Maksudnya disini adalah jika seseorang memberikan penawaran, maka 
 

 
 
 
 
 

juga memfasilitasi aktivitas tambahan untuk membuat penawaran dengan negative option untuk 
menjual produk tambahan kepada pemegang kartu kredit. 

 
54Mark T Spriggs dan John R. Nevin, op.cit., ha.l 229. 
55 Ibid 
56  Lisa M. Raleigh, Consumer Protection In The Hispanic Community, (Florida Bar 

Journal, 2008), hal. 3. 
57Richard A. Lord, Acceptance of Offers Williston on Contracts, Ed. 4, (2011), hal. 6 dan 

50. 
 

58 Richard A. Lord, op., cit., hal. 7. 
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tentu saja dia dengan sesuka hatinya memberikan syarat dan kondisi tertentu 

apabila orang lain ingin menerima penawarannya.59
 

 
Contoh :   Tuan x memberikan penawaran   kepada Tuan Y untuk 

mengerjakan lahannya yang kosong dengan syarat bahwa Tuan 

Y harus memberikan bayaran setiap tahunnya, dan harus 

memberikan setengah dari hasil garapan tanah tersebut. Dari 

sini dapat dilihat bahwa Tuan X bisa memberikan syarat apa 

saja kepada Tuan Y, tergantung apakah tuan Y menolak atau 

menerima, apabila menolak, maka tidak terjadi kesepakatan, 

apabila menerima, Tuan Y harus taat pada syarat dan kondisi 

yang diberika oleh Tuan X. 
 

Dasar pembenaran untuk hal ini adalah dari prinsip kebebasan berkontrak. 

Sejak diberikannya penawaran, pemberi penawaran dapat menentukan kapan 

terjadinya penerimaan atas penawarannya tersebut, sesuai dengan uraian 

Penerimaan  sebuah  penawaran  adalah  perwujudan  dari  persetujuan  terhadap 

syarat yang dibuat oleh pemberi penawaran dengan sebuah cara diminta atau 

diwajibkan oleh pemberi penawaran.60
 

 
 

Sebagai contoh, pemberi penawaran bebas untuk mewajibkan bahwa 

penerimaan dinyatakan dengan memberikan tanggal, harus dikomunikasikan 

dengan beberapa media seperti telepon atau harus tertulis dalam kertas dengan 

ukuran dan ketebalan tertentu. 

Penjual bisa jadi menggunakan pendekatan seperti ini dengan berbagai 

alasan.   Yang   pertama,   dalam   kasus   dimana   pembeli   memang   menerima 

penawaran dan penjual  mengetahui hal  tersebut, pengeluaran dan komunikasi 

yang belebihan bisa ditekan. Yang kedua, pembeli dapat menikmati kegunaan 

barang atau jasa lebih dahulu (khususnya ketika barang dikirimkan bersamaan 

dengan  penawaran),  yang  membuat  penawaran  tersebut  lebih  bernilai  bagi 
 
 
 

59Bruce A. Craig, Negative-Option Billing Understanding the Stealth Scams of the '90s. 
(Loyola Consumer Law Reporter. Autumn, 1994), hal. 45. 

60   Avery Katz, The Strategic Structure Of Offer And Acceptance: Game Theory And The 
Law Of Contract Formation, (Michigan Law Review, November, 1990), hal. 17-18. 
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pembeli. yang ketiga, menempatkan barang di depan pembeli mungkin menjadi 

teknik penjualan yang efektif, karena dapat meningkatkan keinginan pembeli dan 

harga yang mereka ingin bayarkan. Yang keempat, penjual mungkin menganggap 

jalan seperti ini menuntut perhatian dari pembeli untuk mempertimbangkan 

penawaran.61
 

 
 

2.4.4 Tipe keempat62
 

 
 

Sebuah variasi yang berbeda pada metode negative option adalah apa yang 

dinamakan ”trial run”.63 Penjual mengajak konsumen untuk mencoba sebuah 

layanan dengan waktu yang terbatas tanpa dikenakan biaya, yang mana mereka 

akan dikenakan biaya normal setelah masa trial habis. Jika setelah ”trial run” 
konsumen  tidak  lagi  menginginkan  layanan  tersebut,  maka  dia  harus 

menghubungi  penyedia  layanan  untuk  membatalkan  layanan  dan  mencegah 

timbulnya tagihan. Trial-run adalah teknik yang umum dipakai untuk media cetak 

dan layanan on-line komputer. Ciri yang nyata dari trial run untuk layanan adalah 

pemberi penawaran bisa membujuk suatu hubungan dengan calon konsumen 

dengan memberikan  layanan gratis terbatas terhadap layanan utama, daripada 

mengandalkan pre-existing relationship. Tetapi bukan berarti ”trial run” negative 

option ini tidak dapat dilakukan dalam konteks hubungan (yang yang telah ada 

karena kesepakatan sebelumnya). Perbedaanya adalah negative option tidak 

bergantung pada hubungan yang telah ada tersebut. Sekali penerima tawaran 

menerima layanan utama yang gratis terbatas tersebut, pemberi penawaran 

menggunakan hubungan  tersebut  untuk  menerbitkan  negative  option  tersebut. 

pada dasarnya tipe keempat ini adalah sama dengan tipe yang pertama. 
 
 
 
 
 

61Bruce A. Craig, op., cit., hal. 47. 
62   Dennis D. Lammont, op. cit., hal. 8. 
63   Trial-run adakah suatu metode penjualan untuk menarik minat pembeli, terutama 

dalam penjualan barang elektronik dan software berbayar. Tujuan dari Penawaran dengan jenis ini 
adalah untuk memperkenalkan barang atau jasa kepada calon pembeli. karena trial-run tidak 
berbayar, maka banyak orang biasanya akan tertarik untuk menggunakannya. Fitur barang atau 
jasa yang ditawarkan dalam trial-run biasanya tidak lengkap dan terbatas. Pembeli harus 
mengaktifkan versi full-version untuk menikmati layanan penuhnya. Salah satu keunggulan dari 
metode ini adalah ketika pembeli sudah menikmati trial-run atau sangat tergantung pada produk 
tersebut, maka pembeli kemungkinan besar akan membeli produk tersebut. 
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negative option memiliki bagian dasar dari metode ini yang 

menandakan/menjadi ciri dari negative option. Ciri ciri tersebut adalah : 
 

- Pre-existing relationship 
 

- Primary service 
 

- Complementary service 
 

- Values of complementary and primary services compared 
 

- Notice prior to the offer 
 

- Notice upon receipt64
 

 
 

Pre-existing  relationship  adalah  bahwa  pada  dasarnya  negative  option 

dalam  sebuah  penyediaan  layanan  bersandar  pada  fakta  bahwa  penjual  dan 

pembeli telah berada dalam sebuah hubungan kontraktual. Hubungan ini biasanya 

adalah hasil dari kesepakatan sebelumnya untuk sebuah layanan yang telah 

disediakan kepada pembeli dalam bentuk layanan berkelanjutan, tapi bisa juga 

disebabkan karena kesepakatan sementara   untuk sebuah layanan yang sedang 

dinegosiasikan.65
 

 
 

Primary service. Layanan yang sudah ada atau yang sedang dinegosiasikan 

adalah dasar dari Pre-existing relationship itu  adalah Primary service. Alasan 

utama penjual dan pembeli membuat suatu kesepakatan satu dengan yang lainnya 

adalah untuk mengubah layanan ini.66 
 
 
 
 
 
 

64Ibid. hal 4-6 
 

65Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa pre-existing relationship ini adalah 
sebenarnya sebelum dilakukan Penawaran dengan metode negative option ini, penjual dan pembeli 
telah memiliki hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual yang dimaksud adalah primary 
service. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai orang yang berlangganan jasa layanan 
telekomunikasi. A berlangganan jasa Telkomsel dengan memakai kartu As. Telkomsel 
menyediakan nomor si pelanggan dan si pelanggan memakai nomor tersebut untuk keperluan 
komunikasinya (primary service). Setelah adanya hubungan kontraktual tersebut, Telkomsel 
bersama dengan pihak ketiga (provider layanan) menawarkan konten hiburan kepada A dengan 
metode negative option. (complementary service). Dasar dari telkomsel dan pihak provider konten 
melakukan Penawaran adalah karena mereka telah memiliki hubungan kontraktual yang pertama 
tadi, karena tidak mungkin Telkomsel menawarkan konten tersebut tanpa adanya hubungan 
kontraktual sebelumnya. Tidak mungkin A membeli layanan hiburan sementara dia sendiri tidak 
berlangganan layanan telekomunikasi dengan Telkomsel. Inilah yang disebut dengan Values of 
complementary and primary services compared. 

66   Ibid. hal. 5. 
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Complementary service. layanan yang ditawarkan dengan metode negative 
option bersifat melengkapi/tambahan, karena Complementary service bersifat 

incidental dalam proses Primary service.67
 

 
Values of complementary and primary services compared. Dalam berbagai 

kondisi, sangat jarang penjual dan pembeli hanya menjual dan membeli layanan 

pelengkap saja, karena tanpa layanan utama, layanan tambahan mungkin tidak 

terlalu berguna. Contoh yang sering terjadi adalah pada polis asuransi yang 

mengcover  kemungkinan  yang  mungkin  timbul  yang  terkait  dengan  layanan 

utama. Jadi layanan utamanya adalah untuk asuransi barang A, tetapi asuransi 

nantinya akan melindungi barang lain yang terkait dengan barang A.68
 

 
 

Notice prior to the offer atau pemberitahuan terlebih dahulu terhadap 

penawaran. Bisa dikatakan ciri yang paling penting dari metode negative option 

adalah dimana pembeli diberikan pemberitahuan bahwa diam akan dianggap 

sebagai penerimaan. Dalam kontrak dengan metode negative option yang 

digunakan para pedagang, pemberitahuan ditunjukkan dari kesepakatan 

sebelumnya   yang  secara  tegas   ke  pengiriman  penawaran  negative  option 

apapun.69
 

 
 

Notice upon receipt atau pemberitahuan dalam tanda terima. Bentuk 

pemberitahuan  tambahan  adalah  mungkin  di   dalam  tanda  terima   layanan 

tambahan itu sendiri atau di dalam tagihan untuk layanan tambahan. Lagi, dalam 

ruang lingkup pemesanan melalui surat, ketika barang yang diberikan tiap 

bulannya oleh penjual sampai di kotak surat pendaftar, kehadiran barang adalah 

pengingat kepada pembeli mengenai adanya dan berlakunya penawaran dengan 

metode negative option.70
 

 
 

Pemberitahuan dalam bentuk tanda terima lebih sulit untuk dideteksi 

khususnya pada industri bidang jasa karena dua alasan. Yang pertama, layanan 

tambahan mungkin saja aktif dengan sendirinya atau bisa saja tidak bisa aktif 
 
 
 

67Ibid. 
68Ibid. hal. 6. 
69Ibid. 
70Ibid 
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dengan sendirinya. Sebagai contoh, polis asuransi yang bertanggungjawab 

mengganti kerugian akibat dari pencurian atau karena kehilangan kartu kredit 

akan menyediakan pemberitahuan kepada nasabah jika asuransi memberikan ganti 

rugi pada saat dia melaporkan pencurian atau kehilangan kartu kredit tersebut. 

Akan tetapi, jika layanan ini mengharuskan nasabah untuk menghubungi pihak 

lain untuk mendukung penuntutan  haknya dibawah polis asuransi (dengan kata 

lain dia harus membawa pihak yang dapat menegaskan bahwa ia berhak atas 

klaim asuransi tersebut), maka sebenarnya dia tidak penah diberikan 

pemberitahuan mengenai layanan tersebut karena layanan tersebut tidak aktif 

dengan  adanya  pencurian  atauu  kehilangan  tersebut  dan  tidak  pernah 

diberitahukan kepada nasabah. Beban berada pada nasabah untuk mengingat dan 

melaksanakannya.71
 

 
 

Yang kedua, tagihan berkala untuk layanan tambahan mungkin tertutupi 

diantara biaya layanan yang lain, yaitu layanan utama dan layanan lain yang 

berhubungan.  Sebagai  contoh  rata-rata  orang  sulit  menguraikan  bentuk  dari 

tagihan telepon (dalam tagihan telepon biasanya diperinci layanan apa saja yang 

dipakai dan berapa biaya yang dikenakan. Biasanya biaya ini diperinci dengan 

detail). Diantara beberapa layanan yang terperinci ada satu baris detail yang 

memuat data biaya layanan tambahan. 
 

Ketika menerima dan melihat tagihan, pembeli mungkin tidak menyadari 

tagihan tersebut terkandung biaya untuk layanan tambahan. Dimana dalam kasus 

ini  tagihan  tersebut  tidak  menyediakan  pemberitahuan  yang  cukup  kepada 

pembeli mengenai layanan yang diterimanya dengan metode negative option. 
 
 
 

2.5 Pembayaran  sebagai  kesepakatan  dalam  penawaran  negative 

option 

Metode negative option adalah bentuk Penawaran dalam perjanjian jual beli. 

Dalam pengaturan mengenai perjanjian jual beli secara umum, perjanjian  terjadi 

pada saat dilahirkannya kesepakatan antara para pihak. Hal ini didasarkan pada 

pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi 
 

71Ibid. 
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antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang 

barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya 

belum dibayar.72
 

Pembayaran merupakan salah satu terjadinya kesepakatan antara produsen 

dan konsumen pada negative option. Produsen dapat dikatakan sebagai pemberi 

penawaran dan konsumen disebut sebagai penerima tawaran. Dalam konteks 

terjadinya  Penawaran  dan  proses  sampai  terjadinya  kesepakatan,  maka 

kesepakatan yang terjadi dalam bentuk Penawaran yang terjadi dalam penawaran 

negative option adalah tergantung daripada bentuk negative option yang 

dipergunakan si pemberi Penawaran. 

Kesepakatan terjadi tergantung pada tipe yang dipergunakan. Apabila tipe 

yang dipergunakan adalah tipe pertama maka, kesepakatan telah terjadi ketika 

penerima  Penawaran,  telah  memberikan  persetujuan  mengenai  adanya 

kesepakatan negative option. Negative option tipe yang pertama bisa ditentukan 

dengan jelas kapan terjadi kesepakatannya. Dalam tipe pertama ini, karena penjual 

telah dengan jelas memberikan opsi serta syarat dan kondisi yang berlaku, maka 

tidak sulit untuk menentukan terjadinya kesepakatan. Dengan menggunakan pasal 

1458 KUHPerdata, kesepakatan dalam metode negative option tipe yang pertama 

adalah pada saat konsumen (pembeli) meng-klik tanda setuju (apabila melakukan 

on-line shop) atau memberikan persetujuan baik Lisan dan tertulis.73
 

Apabila tipe yang dipergunakan adalah tipe yang kedua, kesepakatan terjadi 

pada saat kontrak terhadap primary service telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

Namun dalam beberapa kasus, karena dengan menyepakati primary service, 

konsumen telah dengan otomatis menyepakati kontrak negative option yang 

diberikan penjual. 
 
 
 
 

2.6 Hubungan hukum yang timbul dari Negative option 

Hubungan yang timbul dari adanya Penawaran dari negative option adalah 

hubungan yang berupa hak dan kewajiban bagi masing masing pihak. Terhadap 

pemberi  Penawaran  (produsen)  maka  timbul  kewajiban  untuk  melanjutkan 
 

72 Subekti, op. cit., hal. 2. 
73 Lihat Gambar 4 dan 5 sebagai contoh pada Halaman 42 dan 43 
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pemberian barang atau jasa kepada konsumen. Kewajiban bagi konsumen adalah 

melanjutkan Pembayaran kepada produsen. 

Hak dari produsen adalah menerima Pembayaran sesuai dengan harga yang 

telah ditentukan atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada 

perjanjian sebelumnya. Hak bagi konsumen adalah mendapatkan barang atau jasa 

dan memanfaatkan atau menikmati barang atau jasa tersebut tanpa gangguan dari 

pihak manapun. 

Sebagai akibat dari disepakatinya Penawaran dengan opsi negative option, 

maka antara produsen dan konsumen timbul sebuah perikatan yang harus 

dijalankan oleh kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang telah 

ditentukan.74
 

 
 
 
 

2.7 Penawaran dan pengikatan 
 

Penawaran adalah suatu keinginan yang diajukan oleh orang yang 

menawarkan (offeror) tersebut kepada seseorang yang menjadi tujuan dari 

penawarannya (offeree) untuk suatu hal pokok Penawaran tertentu. Jawaban yang 

diberikan oleh offeree tersebut dapat  berbentuk setuju atau  menolak. Apabila 

setuju maka akan tercapai kesepakatan, sementara bila menolak, maka tidak akan 

ada perikatan yang terjadi antara mereka. J. Beatson dalam bukunya Anson’s Law 

Of Contract menyatakan bahwa 
 
 

“an offer is an intimation, by words or conduct, of 
willingness to enter into a legally binding contract, and which in its 
terms expressly or impliedly indicates that it is to becoming binding 
on the offer or as soon as it has been accepted by an act, 
forbearance, or return promise on the part of the person to whom it 
is addressed”75

 
 
 

Dari pengertian ini Penawaran mensyaratkan adanya suatu keinginan atau 

intensi yang jelas dari offeror untuk kemudian terikat dalam suatu kontrak atas 

penerimaan dari Penawaran tersebut. 
 

74  Michael R. Mattioli, Opting Out: Procedural Fair Use, (Virginia Journal of Law & 
Technology, Spring 2007), hal. 3. 

75 Ricardo Simanjuntak, op. cit., hal. 153. 
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Sebagai suatu bentuk penjabaran dari suatu keinginan, maka Penawaran 

tersebut haruslah dikomunikasikan kepada si penerima Penawaran. Yang dapat 

diekspresikan   baik   secara   Lisan   melalui   pembicaraan   langsung,   ataupun 

Penawaran secara tertulis, atau bahkan hanya  dengan gerakan ataupun tanda- 

tanda,  ataupun  sikap,  atau  bahkan  tidak  melakukan  aktivitas     sama  sekali 

sepanjang  cara-cara  tersebut  dapat  dibuat  menjadi  alat  komunikasi  dalam 

pengajuan Penawaran kepada pihak penerima Penawaran.76
 

 

Hendry R. Cheesemen, memberikan tiga ukuran penting agar suatu 

Penawaran tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Penawaran yang akan 

menciptakan suatu kontrak, yaitu : 

The offeror must objectively intend to bound by the offer 
 

The terms of the offer must be definite or reasonably certain 
 

The offer must be communicated to the offeree 
 

Pada intinya menyatakan bahwa si pemberi Penawaran harus bermaksud 

ingin mengadakan suatu Penawaran, syarat dari Penawaran yang diajukan harus 

jelas  serta  harus  dikomunikasikan  atau  diberitahukan  kepada  penerima 

Penawaran. 

Banyak jenis jenis Penawaran yang dilakukan dalam jual beli. Inti dari 

Penawaran adalah mencapai kesepakatan. Teori Kesepakatan sendiri telah 

dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Terkait dengan metode bagaimana 

suatu Penawaran itu terjadi ada beberapa bentuk. Dibawah ini akan dijelaskan 

bentuk umum terjadinya kesepakatan yang merupakan bentuk kongkrit dari teori 

mengenai kesepakatan. 
 
 
 
 

2.7.1 Lisan dan tertulis 
 

Penawaran dengan Lisan. Penawaran jenis ini adalah Penawaran dengan 

metode positive choice dan dilakukan kebanyakan untuk transaksi yang tidak 

begitu  berat.  Contoh  kecil  dari  penawaran  dengan  lisan  adalah  pada  saat 

berbelanja ke pasar. Penawaran dilakukan oleh pedagang dengan lisan dengan 
 
 
 
 

76 Ibid. hal. 154. 
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memberitahukannya langsung kepada calon pembeli. Apabila harga disepakati, 

maka terjadi jual beli dan terjadi transaksi antara mereka. 

Penawaran dengan bentuk tertulis mensyaratkan adanya suatu surat atau 

form Penawaran yang diajukan oleh pemberi Penawaran kepada penerima 

Penawaran. Sesuai dengan teori teori  kesepakatan yang telah disebutkan diatas, 

Penawaran dengan bentuk tertulis, kesepakatan terjadi dengan berbagai macam 

variasi, apakah ketika si penerima tawaran telah mengirimkan surat balasannya, 

ataukah ketika penerima tawaran melakukan tindakan yang dikehendaki dalam 

perjanjian dan lain-lain. 
 
 

2.7.2 Yes/no option (pilihan ya atau tidak) 
 

Yes/no option adalah salah satu bentuk terjadinya suatu kesepakatan. Dalam 

negative option sebagimana yang telah dikemukakakn diatas, terdapat beberapa 

ciri yag ada dalam setiap Penawaran negative option. Yes/no option ini adalah 

bentuk kongkrit dari metode negative option pada saat ditawarkan. 

Letak yes/no option ini sendiri tergantung dari tipe negative option yang 

dipakai. Apabila dalam tipe pertama maka dapat dilihat bahwa karena penjual 

dengan terang menyatakan ingin mengadakan perjanjian dengan Penawaran dalam 

bentuk negative option, maka yes/no option nya terletak setelah penjual 

menawarkan barang tersebut. Apabila pembeli menyatakan yes/ya, maka terjadi 

kesepakatan. Apabila pembeli menyatakan no, maka tidak terjadi kesepakatan. 

Yes/no option ini sendiri tidak akan berhenti sampai pada kesepakatan yang 

pertama, karena dalam negative option, pembeli akan selalu dikirimkan barang 

atau jasa secara periodik dan dalam setiap pengiriman barang tersebut, selalu ada 

opsi apakah ingin menolak atau menerima barang atau jasa tersebut. 
 
 
 
 

2.7.3 Penawaran negative option di Indonesia dan negara lain 

Pemakaian metode negative option tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. 

Indonesia sebagai Negara yang juga banyak mendapatkan pengaruh dari Amerika 

Serikat dalam bidang ekonomi, ternyata banyak juga memakai metode negative 
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option untuk menjaring para pelanggan. Penggunaan metode negative option ini 

paling banyak digunakan dalam industri jasa dan beberapa industri barang. 

Di Amerika pemakaian negative option tidak hanya semata mata pada 

industry barang saja, tetapi juga merambah industri lain.  Industri telekomunikasi 

seperti yang pernah melibatkan mountain Bell (yang berubah namanya menjadi 

U.S West communication, perusahaan TV kabel yang menjual ENCORE) dan lain 

lain.   Salah satu bentuk dari penggunaan metode negative option tersebut dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.77
 

 

 
 
 
 

Gambar. 2.1 Contoh form awal 
 

gambar ini adalah gambar awal form pembelian onlineshop yang ditampilkan apabila 

mengunjungi situs fantastique cuisine. situs ini menyediakan peralatan dapur dan dapat 

dipesan secara online. 
 

 
 
 
 

77 Gambar diambil dari Negative option report staff of the FTC’sDivision of Enforcement 
Federal Trade Commission January 2009 dengan pengubahan seperlunya tanpa mengurangi atau 
menambah konten. 
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Gambar 2.2 Pembesaran form pertama 
 
 
 

Gambar ini menerangkan sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan 

dapur berupa panci. Primary service dalam Penawaran ini adalah penjualan panci. 

Dalam gambar yang dilingkari dengan garis merah melengkung, adalah 

complementary service yang dilekatkan ke primary service dengan metode 

negative option. Kalimat dalam lingkaran garis merah tersebut menyatakan bahwa 

“shipment include the 30 days free trial membership in the closet gourmet cook’s 

club with automatic renewal  at $ 4,95/month. Disebutkan dalam gambar bahwa 

pengiriman barang termasuk layanan percobaan 30 hari gratis untuk menjadi 

anggota closet gournement cook’s club dengan perpanjangan otomatis dengan 

dikenakan biaya $4,95/bulan. Biaya akan otomatis dipotong melalui kartu kredit 

yang dipakai untuk melakukan pembelian panci tersebut. 

Dijelaskan juga bahwa perpanjangan otomatis tersebut hanya dapat 

dibatalkan atau dihentikan dengan menghentikan layanan oleh pembeli sendiri. 

Jadi apabila tidak dibatalkan, maka pembeli akan dikenakan biaya seperti yang 

disebutkan diatas. 
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Gambar. 2.3 syarat yang harus disetujui oleh pembeli 
 
 
 

Untuk gambar ketiga sebagai lanjutan gambar sebelumnya, dalam form 

pembelian,  terlihat  dengan  jelas  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  disepakati 

apabila hendak membeli panci tersebut. Persyaratannya adalah sebagaimana yang 

dilingkari  dengan  garis   merah  melengkung  dan  diperjelas  dengan  kontak 

disebelah kanan gambar. Tertulis “by clicking “place my order below, you are the 

following : 
 

o Your purchase includes a 30 days free trial membership of 

closet gourmet cook’s club 

o You authorized cook’s gourmet to obtain account information 

from fantastique cuisine and to charge your card $4,95/month 
after the free trial unless you cancel.” 

 
Maksudnya adalah Dengan meng-klik “place my order” pembeli menyetujui 

 
 

- Pembelian termasuk 30 hari free-trial keanggotan di klub memasak 

tersebut 

- Memberikan  izin  kepada  klub  buku  tersebut  untuk  memperoleh 

informasi akun kartu kredit pembeli dari fantastique cuisine (penjual 

panci) dan mengenakan biaya sebesar $4,95/bulan setelah masa free- 

trial habis, kecuali pembeli menghentikan layanan tersebut. 
 

Dari kedua syarat ini dapat kita lihat bahwa pembeli jika ingin membeli 

panci tersebut berarti dia juga secara otomatis mendaftar menjadi anggota klub 

buku  memasak  tersebut.  Seandainya  pembeli  tidak  menginginkan  menjadi 
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anggota klub buku tersebut, maka dia harus menghentikan layanan tersebut 

nantinya. Inilah salah satu keuntungan dari metode negative option. Pembeli yang 

sebelumnya tidak tahu menahu terkait dengan klub buku tersebut, menjadi tahu 

dan menjadi anggota klub buku (sementara) sehingga anggota klub buku tersebut 

bertambah dari setiap adanya pembelian. 
 

 
 
 

Gambar.2.4 pernyataan bahwa pembeli memahami syarat dan ketentuan 
 
 

Gambar  ke  empat  merupakan  sambungan  dari  gambar  ke  tiga  setelah 

pembeli melewati tahap ketiga, maka akan sampai pada form ini. Dalam form ini 

dibuatkan sebuah kalimat pengakuan dari calon pembeli untuk menyetujui syarat 

dan kondisi yang ditentukan pada gambar ketiga. 
 

Apabila pembeli menyetujui, maka pembeli akan meng-klik tombol navigasi 
 

“place   my   order”.   Sementara   apabila   pembeli   menolak   atau   mengubah 
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permintaan,  terdapat  tombol  navigasi  change  order  atau  cancel  order  yang 

terdapat pada bagian bawah lingkaran merah melengkung pada gambar keempat. 
 

 
 
 

Gambar 2.5 pernyataan harga dan kesepakatan pembelian 
 
 

Pada gambar kelima ini dijelaskan mengenai semua informasi terkait dengan 

keanggotaan klub  buku  memasak  tersebut.    Lingkaran  berwarna  merah  yang 

paling atas menunjukkan bahwa status free-trial tidak dikenakan biaya dan untuk 

melihat penjelasan mengenai detail klub tersebut, terdapat tombol  “review club 

detail”. Sementara tombol “place my order”adalah tombol untuk menyepakati 

pesanan  yang  berarti  menerima  tawaran  termasuk  keanggotaan  klub  buku 

tersebut. 
 

Untuk contoh penjualan panci Fantastique Cuisine ini maka dapat 

diklasifikasikan mengenai bentuk negative option seperti apa Penawaran tersebut. 

Metode Penawaran seperti ini termasuk dalam tipe pertama, dimana sebelum 

melakukan  penjualan,  penjual  telah  memberitahu  terlebih  dahulu  syarat  dan 

kondisi yang berlaku. Hal hal apa yang akan terjadi jika pembeli jadi membeli 

barang tersebut, dan hal apa saja yang harus dipatuhi oleh calon pembeli. 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



Universitas Indonesia 

43  

 

 

 
 
 

Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat bagian bagian dari metode negative 

option dalam penjualan barang tersebut. Yang pertama adalah mengenai pre- 

existing relationship. Dalam penjualan ini belum ada hubungan kontraktual antara 

mereka. Namun terdapat kesepakatan yang hendak mereka negosiasikan (ketika 

pembeli membaca dan memikirkan mengenai syarat dan kondisi barang, berarti 

pembeli memiliki intensi untuk membeli barang dan dapat dikatakan sedang 

bernegosiasi dengan penjual melalui dunia maya. 
 

Ketika pembeli meng-klik “place my order” maka terdapat kesepakatan 

diantara mereka. Primary service dalam hal ini adalah penjualan panci tersebut. 

Untuk pembelian panci inilah penjual dan pembeli dan bernegosiasi. 

Complementary service dari penjualan ini adalah layanan menjadi anggota klub 

buku memasak tersebut yang ditawarkan dengan metode negative option. Values 

of complementary and primary services compared dalam hal ini adalah bahwa 

penjual yang menawarkan complementary service tidak mungkin tidak 

menawarkan primary service nya, karena tanpa panci yang digunakan sebagai alat 

masak  tersebut,  fungsi  dari  keanggotaan  klub  memasak  yang  memberikan 

berbagai resep setiap bulannya menjadi tidak berarti. 
 

Notice prior to the offer terlihat jelas dalam contoh ini. Penjual telah dengan 

jelas menyatakan bahwa layanan menjadi anggota klub memasak, akan tetap 

berlanjut dan dikenakan biaya terkecuali pembeli menghentikan layanan tersebut. 
 

Di  Indonesia  sendiri  belum  banyak  yang  mengetahui  atau 

mempermasalahkan mengenai metode jenis ini. Metode negative option biasanya 

dipakai pada industri hiburan. Salah satu bentuknya adalah pada layanan ring 

back tone (nada sambung pribadi) yang biasanya disediakan oleh provider konten 

yang bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi. 
 

Bentuk pre-existing relationship  dalam kasus seperti ini adalah adanya 

kesepakatan antara penyedia jasa telekomunikasi dengan konsumen. Konsumen 

akan memakai layanan penyedia jasa telekomunikasi. Konsumen kemudian akan 

membayar untuk layanan tersebut, baik dengan pra bayar ataupun paska bayar 

(primary service).  Dalam  keadaan  berlangsungnya perikatan  tersebut,  muncul 
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pihak  ketiga  (provider  konten)  yang  memberikan  Penawaran  berupa  hiburan 

seperti RBT (nada sambung pribadi), SMS (layanan pesan singkat)  harian dari 

seorang tokoh, dan sebagainya. Penawaran dilakukan dengan metode negative 

option. 
 

Pihak ketiga dengan penyedia jasa telekomunikasi biasanya adalah 2 subjek 

yang berbeda. Dalam Penawaran tersebut, penyedia konten akan mengirimkan 

pesan  melalui  penyedia  jasa  telekomunikasi  yang  menyatakan  syarat 

berlangganan. Terkait dengan syarat dan ketentuan tersebut, adakalanya sangat 

singkat dan tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada pelanggan. 

Contohnya adalah dalam perkara yang melibatkan Telkomsel dengan David 

Tobing. Pesan yang dikirimkan oleh Telkomsel adalah sesuatu yang 

membingungkan. Bunyi pesan tersebut adalah 
 

“terimakasih telah berlangganan opera mini Rp 10.000/7hari. Syarat dan 

ketentuan berlaku hubungi *363#. Untuk stop ketik OP OFF. Download 

klik http://mini.opera.com “ 
 

Dari     bunyi  pesan  diatas  dapat  dilihat  dengan  jelas,  walaupun  masa 

langganan  hanya  7  hari,  tetapi  disyaratkan  kepada  konsumen  apabila  ingin 

berhenti harus mengetik OP OFF. Masa berlangganan yang hanya 7 hari tersebut 

dan adanya syarat mengetik OP OFF memberikan penjelasan bahwa metode 

negative option diberlakukan dalam Penawaran ini. Dengan mensyaratkan 

pelanggan untuk melakukan seperti yang diminta, maka penyedia jasa menuntut 

adanya tindakan aktif dari pelanggan untuk menghentikan layanan apabila tidak 

membutuhkan lagi. Namun apabila konsumen tidak melakukan tindakan tersebut, 

maka layanan akan secara otomatis. 
 

Contoh lain yang merupakan penawaran dengan metode negative option 

adalah pesan dari nomor 6232665 ke nomor milik penulis yang memakai layanan 

INDOSAT yang berbunyi sebagai berikut : 
 

“ klik untuk melihat foto cindy di facebook, balas ‘STOP” untuk berhenti 

menerima SMS dari facebook” : http://fb.me/1HWkN3nFyo49u67 “ 
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Dua contoh diatas merupakan bentuk penawaran dengan negative option. 

Penjual dalam hal ini membebankan pemutusan hubungan kontraktual kepada 

pembeli.  Kesadaran  pembeli  dalam  hal  ini  adalah  sangat  penting  mengingat 

penjual akan selalu memberikan/mengirimkan barang atau jasa sampai pembeli 

melakukan tindakan sebagaimana yang diminta oleh penjual. 
 

Dengan mengklik tautan yang diberikan dalam pesan singkat tersebut, pada 

saat itulah layanan diaktifkan dan pembeli dianggap sepakat dengan ketentuan 

layanan. Informasi yang diberikan hanya bagaimana untuk menghentikan tanpa 

informasi lain yang cukup terkait dengan biaya dan jangka waktu yang tentu saja 

sangat merugikan pembeli yang terlanjut mengikuti layanan tersebut. 
 
 
 
 

2.7.4 Peraturan mengenai negative option di Amerika serikat 
 
 

Pengaturan mengenai negative option telah ada di amerika sebagai negara 

asal   yang   melakukan   penawaran   dengan   bentuk   seperti   negative   option. 

Pengaturan terkait dengan negative option berbeda-beda di setiap negara bagian. 

Negara bagian Hawai adalah satu-satunya negara bagian yang secara tegas 

menolak diberlakukannya bentuk penawaran jenis ini. Di beberapa Negara bagian 

lain, negative option diperbolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang 

diberlakukan oleh peraturan-peraturan negara bagian yang terkait. 
 

Peraturan federal ternyata juga memberikan batasan penggunaan aturan ini. 

Peraturan federal tidak secara rigid menolak bentuk penawaran ini namun tetap 

memberikan syarat-syarat bagi penjual yang memakainya. Peraturan tersebut 

dikeluarkan oleh badan yang bernama   The Federal Trade Commission (FTC) 

atau komisi perdagangan federal. Hal yang diatur oleh FTC ini adalah 

“prenotification negative option plans” (Title 16, Part 425, U.S. Code of Federal 

Regulations).78
 

 
 

Dalam   aturan   ini   FTC   mensyaratkan   perusahaan   harus   memberikan 
 

informasi kepada konsumen : 
 

78  Clark G. Radatz, Wisconsin legislative reference bureau. Negative option Plan. Juni 
2006. Legislative Brief 06−14, hal. 1. 
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1.  whether there is a minimum purchase obligation; 
 

2.  how and when the consumer can cancel their membership; 
 

3.  how  many  announcements  and  rejection  forms  the  consumer  will 

annually receive; 

4.  and how to reject received merchandise 
 
 

pasal ini dapat diterjemahkan sebagai berikut : 
 

1.  apakah ada kewajiban pembelian minimum 
 

2.  bagaimana dan kapan konsumen dapat membatalkan keanggotaan mereka 
 

3.  berapa banyak formulir  pemberitahuan dan penolakan  yang secara rutin 

akan diterima oleh konsumen 

4.  dan bagaimana untuk menolak barang yang telah diterima 
 
 
 
 

Dari pasal ini dapat dilihat bahwa memang, pengaturan mengenai negative 

option menitikberatkan pada pemberian informasi yang jelas kepada pembeli. 

Informasi yang jelas adalah bagian yang vital karena menyangkut dasar dari 

negative option itu sendiri. Apakah menjadi suatu hubungan kontraktual ataukah 

akan menjadi suatu perbuatan yang merugikan pembeli yang dapat berujung 

menjadi perbuatan melawan hukum. 
 
 
 
 

2.7.5  Inertia selling sebagai perbandingan terhadap negative option 
 
 

Inertia  selling  adalah  suatu  konsep  yang  kurang  lebih  sama  dengan 

negative option. Inertia selling adalah praktek yang menyediakan barang atau jasa 

kepada orang yang tidak memesan barang atau jasa tersebut. Konsumen sering 

diberitahukan hal yang tidak benar bahwa kecuali barang tidak di tolak sama 

sekali, maka akan dimintakan Pembayaran. Pada kenyataannya, diamnya pembeli 

tidak serta merta mengindikasikan bahwa mereka menerima barang atau jasa. 

Pengusaha hanya bisa memintakan Pembayaran ketika konsumen telah dengan 

jelas menyetujui untuk menerima barang atau jasa. Ketika tidak ada penerimaan 

oleh pembeli, setiap penagihan yang dilakukan adalah melanggar hukum. Dalam 
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situasi seperti inertia selling ini, konsumen dilindungi oleh  the Unsolicited Goods 

and Services Act and the Door to Door Sales Act. Terlebih lagi, tindakan apapun 

yang dimaksudkan untuk menipu konsumen terkait dengan hak-hak mereka yang 

diatur dalam 2 aturan tersebut, akan dianggap melanggar Fair Trading Act.79
 

 
Inertia selling ini hampir sama dengan metode negative option. Perbedaannya 

yang mendasar adalah bahwa inertia selling ini tidak mendasarkan perikatan 

tersebut pada suatu primary service atau adanya suatu perikatan pendahuluan 

seperti dalam negative option. Inertia selling langsung memberikan barang atau 

jasa tanpa adanya suatu hubungan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli, 

sehingga jelas inertia selling ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum 

karena dengan sepihak dan tanpa ada dasar telah memberikan sesuatu yang tidak 

diinginkan oleh konsumen. 
 

Penjual biasanya melakukan tindakan inertia selling ini, dengan mengirimkan 

barang kepada konsumen atau usaha lain, bersamaan dengan tagihan, dengan 

harapan bahwa pelanggan/konsumen akan membayar tagihan tersebut atau 

setidaknya  menggunakan  barang  tersebut  agar  dengan  dasar  tersebut,  dapat 

dinyatakan adanya kesepakatan oleh konsumen.80
 

 
 

Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, inertia selling dan 

negative option memiliki kemiripan dimana barang yang diinginkan bisa jadi 

tidak diinginkan oleh konsumen. Namun perlu diperhatikan, bahwa inertia selling 

ini sama atau mirip dengan negative option tipe yang ketiga. Karena pada tipe 

pertama negative option, kesepakatan ada pada pembeli dan penjual dan barang 

tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli. Sedangkan pada 

inertia selling, barang atau jasa tersebut langsung dikirimkan bersamaan dengan 

tagihan kepada pembeli. Terkait dengan jangka waktu penarikan tagihan juga 

terdapat perbedaan karena negative option kadang-kadang adalah sebuah 

penawaran yang berkala dan kontinu. Sementara inertia selling adalah penjualan 

sekali saja. 
 
 
 
 

79 Commerce commission New Zealand. Januari 2010. Hal. 70. 
80 Hugh Collins, The Law Of The Contract, Cambridge university Press hal.120,chapter 7 
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BAB 3 
 
 

NEGATIVE OPTION DALAM HUKUM PERIKATAN INDONESIA 
 
 
 
 
 

3.1 PERBUATAN MELAWAN HUKUM 
 

3.1.1 Perbuatan melawan hukum secara umum 
 

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang 

menyatakan   bahwa  tiap   perbuatan  melanggar   hukum,   yang  membawa 

kerugian pada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pengertian perbuatan 

melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai 

pengaruh ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan 

melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan 

kewajiban  menurut  undang-undang,  dengan  kata  lain  perbuatan  melawan 

hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.81
 

 

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum ditandai dengan 

adanya arrest Lindenbaum vs Cohen tahun 1919 H.R 31 Januari Hoetink No 

110.82    Dalam putusan ini perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, 
 

yaitu tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, melainkan 

juga kaidah kaidah yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat. 

Untuk memperjelas pengertian perbuatan melawan hukum maka penulis 

mengutip juga pengertian perbuatan melawan hukum dalam sistem perdata 

Belanda yang merupakan asal dari KUHPerdata Indonesia. Pengertian 

perbuatan melawan hukum dalam B.W Nederland yaitu 

“melanggar hak hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau 

menurut   hukum   tak   tertulis   tidak   patut   dilakukan   dalam   pergaulam 

masyarakat.”(Buku VI, Titel 3, pasal 6.3.1 ayat 2).83 
 
 

81Rosa  Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2003), Hal. 5. 

82Mariam   Darus   Badrulzaman,   K.U.H.Perdata   Buku   III   Hukum   Perikatan   dan 
Penjelasan, ( Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005), hal. 146. 

83Moch.Chidir Ali et.al., Pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian perdata, 
(Bandung: Penerbit Mandar Madju, 1993), hal. 40. 
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Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata diatur pada pasal 1365 
 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang 

mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan 

perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.84 Mempelajari perbuatan 

melawan hukum adalah berbicara paling tidak sebagian dari KUHPerdata, 

yang  merupakan  hasil  kodifikasi  dari  ketentuan  ketentuan  dalam  bidang 

perdata code civil yang melalui KUHPerdata Belanda menjadi cikal bakal 

KUHPerdata  kita.  Disusun  dengan  maksud  untuk  memberikan  kepastian 

hukum yang lebih besar daripada keadaaan sebelumnya, karena sebelum itu 

ketentuan hukum Perancis sebagian besar masih berupa peraturan tak tertulis 

dan tersebar.85
 

 
Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum perbuatan melawan 

hukum adalah untuk mencapai sebuah tatanan kehidupan keperdataan yang 

jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya atau 

yang lebih dikenal dalam semboyan latinnya yaitu “Juris praecepta sunt haec; 

honeste vrivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”86  Banyak 

kalangan yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tersebut sangat 

luas, hal tersebut dapat dibuktikan dari kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan 

perbuatan melawan hukum dibandingkan gugatan wanprestasi.87
 

 
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  terjemahan  dari  onrechtmatige 

daad  yang merupakan bahasa Belanda. M.A Moegni Djojodirjo menyatakan 

bahwa lebih tepat diterjemahkan menjadi perbuatan melawan hukum daripada 

istilah  perbuatan melanggar hukum. Alasannya  adalah  bahwa pada  istilah 

melawan melekat sifat aktif dan pasif subjek yang melakukan.88 
 
 
 

84     Riduan   Syaharani,   Seluk-Beluk   Dan   Asas-Asas   Hukum   Perdata,   Ed.   Rev, 
(Bandung:Penerbit P.T. Alumni, 2006), hal. 260. 

85J.Satrio, Hukum perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Bagian pertama, 
(Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 146. 

86Munir  Fuady  (c),  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  cet.  2, 
(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 2. 

87Ibid. hal. 1. 
88M.A Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet. Kedua, (Bandung: Penerbit 

Pradnya Paramita, 1982) hal. 13. 
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Perbuatan melawan hukum timbul dari adanya pelanggaran terhadap hak 

subjektif orang lain, undang-undang atau kesusilaan dan kepatutan dalam 

masyarakat. KUHPerdata sendiri menjelaskan asal terjadinya perbuatan 

melawan hukum. Menurut KUHPerdata, perbuatan melawan hukum timbul 

dari adanya perbuatan manusia. Perbuatan ini bisa saja memenuhi salah satu 

syarat seperti yang disebutkan diatas. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan 

melawan hukum ini adalah timbulnya perikatan antara orang yang melakukan 

tindakan terhadap orang yang dilanggar kepentingannya. 
 

Berdasarkan   pasal   1352   KUHPerdata   disebutkan   bahwa   perikatan 

perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang 

saja  atau  dari  undang-undang sebagai  akibat  perbuatan  orang.  Sedangkan 

pasal 1353 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan yang dilahirkan dari 

undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, Terbit dari perbuatan halal 

atau perbuatan yang melanggar hukum. 
 

Dari konteks pasal 1352 KUHPerdata tersebut dapat kita lihat bahwa undang- 

undang membagi perikatan yang lahir dari undang-undang ke dalam : 
 

- Perikatan yang lahir dari undang-undang semata 
 

- Perikatan   yang  lahir   dari   undang-undang  sebagai  akibat   perbuatan 

manusia.89
 

 
Dari golongan yang pertama termasuk di dalamnya peristiwa hukum, 

seperti misalnya kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli 

warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada 

para kreditornya atau keadaan hukum, seperti yang terjadi dalam hal 

diputuskannya pernyataan  pailit,  dan  bahwa  seluruh  harta  kekayaan  yang 

disita (untuk kepentingan umum) akan dipergunakan untuk melunasi seluruh 

kewajibannya kepada para kreditor secara pari passu dan pro rata sesuai 

dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdata. Jadi dalam hal tersebut diatas 

dikehendaki  atau  dilakukan  atau     tidak  suatu  perbuatan  hukum,  karena 

terjadinya suatu peristiwa hukum atau keadaan hukum diatas, maka undang- 
 

89Gunawan  Widjaja,  Perikatan  yang  lahir  dari  Undang-undang,  (Jakarta:  PT.Raja 
Grafindo Persada, 2003) hal. 6. 
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undanng  demi  hukum  melahirkan  kewajiban  dalam  lapangan  dan  harta 

kekayaan bagi pihak-pihak yang terkait.90
 

 
 
 
 

3.1.2 Perkembangan perbuatan melawan hukum 
 

3.1.2.1 melanggar undang-undang saja 
 
 

Pada awalnya perbuatan melawan hukum diartikan hanya sebatas tindakan 

yang melanggar undang undang saja. Alasan dari penggunaan doktrin seperti ini 

adalah karena memang dalam pasal 1365 KUHPerdata sendiri tidak dijelaskan 

pengertian  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  hal  ini  ditafsirkan  bahwa 

perbuatan melawan hukum hanyalah yang terdapat pengaturannya dalam undang- 

undang saja, sehingga perbuatan yang sekalipun merugikan tetapi tidak terdapat 

pengaturannya dalam undang-undang, tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan 

melawan hukum.91
 

 
 

Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai apa yang dinamakan “tindakan melawan hukum”, sehingga timbul 

penafsiran para sarjana dan pihak pengadilan. Pada mulanya seperti yang telah 

disebutkan diatas, orang menafsirkan tindakan melawan hukum secara sempit, 

namun dikemudian hari yang dianut adalah penafsiran yang luas.92
 

 
Penafsiran sempit adalah bahwa tindakan melawan hukum baru ada jika ada 

pelanggaran terhadap hak subjektif prang lain atau tindakan tersebut bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku. yang dimaksud dengan hak subjektif itu 

adalah hak subjektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang, dengan 

mengecualikan semua orang lain. 
 

Perlu diperhatikan kata “yang diberikan oleh undang-undang” yang berarti 

bahwa hak tersebut harus diatur dalam undang-undang. Jadi untuk menggugat 

berdasarkan tindakan melawan hukum orang harus dapat menunjukkan ketentuan 

undang-undang yang menjadi dasar gugatannya. Perbuatan yang tidak 
 
 

90 Ibid. hal 7 
91 Riduan Syaharani., loc., cit., hal. 260 
92J.Satrio, op. cit., hal 148 
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bertentangan    dengan undang-undang diwaktu yang lampau tidak pernah 

merupakan perbuatan melawan hukum, sekalipun sangat bertentangan dengan 

moral maupun tata krama.93
 

 
Kesimpulannya  adalah   bahwa  tindakan   melawan  hukum   harus   berupa 

tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur dalam undang-undang atau 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan dalam undang- 

undang. Dengan kesimpulan ini, maka onrechtmatig sama dengan onwetmatig. 

Karena tidak semua kepentingan diatur dalam undang-undang, maka banyak 

kepentingan orang yang dilanggar, namun tidak dapat dimintakan perlindungan 

berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.94
 

 
 
 
 

3.1.2.2.  Melanggar perbuatan di luar undang-undang 
 
 

Setelah adanya putusan terhadap perkara Lindenbaum Vs Cohen, maka 

dimulailah penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas. Keputusan 

pengadilan terhadap kasus ini dianggap sebagai tonggak dalam sejarah peradilan 

dan   dapat   disamakan   suatu   perubahan   undang-undang.95    Seiring   dengan 

penjajahan Belanda di Indonesia, maka pengertian perbuatan melawan hukum 

secara luas tersebut juga dibawa masuk ke Indonesia. 
 

Perbuatan melawan hukum dibedakan dengan wanprestasi. Asser-Rutten 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara perbuatan melawan hukum 

dan wanprestasi. Akibat-akibat hukum daripada tidak memenuhi perikatan atas 

dasar praktis   diatur tersendiri oleh undang undang. Menurut mereka, maka 

melakukan wanprestasi sebenarnya adalah merupakan pelanggaran atas hak orang 

lain tapi juga adalah gangguan terhadap hak kebendaan. Karenanya dikatakan 

bahwa wanprestasi adalah merupakan species dari genus onrechmtmatige daad. 

Untuk  penuntutan  ganti  rugi  karena  wanprestasi  hanya  diterapkan  ketentuan 

dalam pasal 1243 KUHPerdata dan berikutnya dan tidak dapat diterapkan sama 

sekali pasal 1365 KUHPerdata. Hanya dalam beberapa hal pengecualian sesuatu 
 
 

93Ibid. hal. 149. 
94Ibid. hal. 149-150. 
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perbuatan, yang menimbulkan wanprestasi juga dapat dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum, yang karenanya pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan. 
 

Contoh: A penyewa rumah dengan menunggak uang sewa, karena kesalnya 

memecahkan jendela kaca rumah tersebut.96
 

 
 
 
 

Selain itu, akibat wanprestasi adalah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata 

sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai 

pengganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga yang berwujud uang 

dan akibat dari perbuatan melawan hukum selain pengganti kerugian yang 

berwujud uang dimana pasal 1243-1252 KUHPerdata dapat diterapkan secara 

analogis, juga dapat berwujud pemulihan dalam keadaan semula dan larangan 

untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu tindakan yang bukan berupa uang, 

untuk menghilangkan kerugian yang diderita.97
 

 
 
 
 
 

3.1.3 Unsur unsur perbuatan melawan hukum 
 
 

sesuai   dengan   ketentuan   dalam   pasal   1365   KUHPerdata,  maka   suatu 

perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
 

3.1.3.1. Adanya suatu perbuatan 
 
 

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu perbuatan dari si 

pelakunya.  Perbuatan  dapat  diartikan  baik  secara  aktif  maupun  pasif.  Maka 

tepatlah pendapat dari M.A Moegni Djojodirdjo yang menyatakan bahwa lebih 

tepat apabila dikatakan melawan hukum dan bukan melanggar hukum. Dalam 

kata melawan melekat sifat aktif dan pasif, karena dengan seseorang diam saja 

(pasif) sedang ia mengetahui ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak 

merugikan lain, maka ia telah melawan hukum tanpa menggerakkan badan.98 
 
 
 
 

96Ibid. hal. 165. 
97Rosa Agustina, Op., Cit., hal. 46. 
98 M.A Moegni Djojodirjo, op. cit., hal. 13. 
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3.1.3.2.  Perbuatan tersebut melawan hukum 
 
 

Perbuatan tersebut harus melanggar hukum. Sejak tahun 1919 pengertian 

perbuatan  melawan  hukum  telah  mengalami  perubahan  dari  pengertian  yang 

sempit ke pengertian yang luas sebagaimana telah diutarakan diatas. Tindakan 

yang termasuk perbuatan melawan hukum diantaranya adalah melanggar hak 

subjektif orang lain, melanggar undang-undang, bertentangan dengan kewajiban si 

pelaku, melanggar kesusilaan, melanggar kepatutan dalam masyarakat 
 
 
 
 

3.1.3.3.  Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
 
 

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata , undang-undang dan yurispredensi 

mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam 

melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu perlu diketahui bagaimana cakupan 

dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung 

unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 
 

1.  ada unsur kesengajaan, atau 
 

2.  ada unsur kelalaian 
 
 

selain itu juga tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. dalam hal ini timbul 

beberapa pendapat yang menyatakan bahwa apakah diperlukan penyebutan unsur 

kesalahan disamping unsur melawan hukum. Ada tiga pendapat yang berbeda 

diantaranya yang menyatakan tidak perlu unsur perbuatan melawan hukum karena 

telah terkandung dalam unsur kesalahan, kemudian pendapat yang menyatakan 

sebaliknya bahwa tidak perlu ada unsur kesalahan karena dalam pengertian 

perbuatan  melawan  hukum  secara  luas,  telah  terkandung  unsur  kesalahan, 

sehingga tidak diperlukan lagi penyebutan unsur kesalahan. Kemudian pendapat 

yang ketiga menyatakan bahwa dua unsur tersebut diperlukan karena tidak semua 

perbuatan melawan hukum memiliki kesalahan dalam tindakannya tersebut, atau 

dengan kata lain, di dalam unsur perbuatan melawan hukum, belum tentu 

terkandung unsur kesalahan. 
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3.1.3.4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
 
 

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar suatu perbuatan 

dinyatakan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan kerugian karena 

wanprestasi, yang hanya mengenal kerugian materil, yurisprudensi mengakui 

adanya kerugian imateril, yang juga akan dinilai dengan uang. 
 

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dapat dijawab 

dengan  teori  kausalitas  yang  merupakan  hasil  pemikiran  para  ahli  hukum. 

Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan hubungan kausalitas. 
 

Teori yang pertama adalah teori conditio sine quo non dari Von Buri. Teori ini 

melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu 

akibat menjadi sebab suatu akibat.99 Contoh penerapannya seperti yang diberikan 

oleh M.A Moegni Djojodirdjo:100
 

 
 

A memukul B, yang mendapat luka karenanya pada kulitnya, yang merupakan 

luka  ringan  saja,  luka  mana  pada  umumnya  tidak  akan  mengakibatkan 

matinya B Tapi B membutuhkan pertolongan dokter, untuk mana B berjalan 

kaki menuju rumah dokter. Tapi malang bagi B, karena ditengah perjalanan B 

dilanggar mobil C, yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan matinya 

B seketika. 
 

Menurut ajaran Von Buri, maka perbuatan A dengan pemukulan pada B yang 
menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B, setelah 

menderita luka berat karena dilanggar mobil C.101
 

 
Kemudian muncul teori adequate dari Von Kries yang menyatakan bahwa 

perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah 

perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan 

perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.102 
 
 
 

99Rosa Agustina, op. cit., hal. 91-92. 
100M.A Moegni Djojodirjo, loc. Cit. hal. 84. 
101Ibid hal. 84. 
102Rosa Agustina, loc. Cit. 
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3.1.4 Bentuk bentuk perbuatan melawan hukum 
 
 

Perbuatan melawan hukum memiliki bentuk-bentuk  yang didasarkan pada 

doktrin para ahli yang telah diterima dalam peradilan. Ada beberapa bentuk suatu 

tindakan dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum. bentuk tersebut dapat 

terpenuhi secara alternatif  bukan kumulatif. Ada empat bentuk yang merupakan/ 

termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yaitu : 
 

3.1.4.1.  Melanggar hak subjektif orang lain 
 
 

Hak-hak yang paling penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak 

hak pribadi (persoonlijkheidsrechten) seperti hak atas kebebasan, hak atas 

kehormatan  dan  nama  baik  serta  hak  atas  kekayaan  (vermogensrecht).  Yang 

paling penting dari vermogensrecht tersebut adalah hak-hak kebendaan dan lain- 

lain  hak  absolut.103   Menurut  Meijers,  ciri  dari  hak  subjektif  adalah  suatu 
 

wewenang khusus  yang  diberikan oleh  hukum seseorang untuk  dipergunakan 

untuk kepentingannya.104
 

 
Apabila  seseorang  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hak  subjektif 

orang lain seperti merusak barang orang lain, mengejek serta mencemarkan nama 

baik orang lain, maka orang tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur dari 

perbuatan melawan hukum. 
 
 
 
 

3.1.4.2.  Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 
 
 

kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam hal ini adalah perbuatan 

pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).105 
 
 
 

103Ibid. hal. 36. 
104R.Setiawan,   Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet.5, (Bandung: Penebit Bina Cipta. 

1994), hal. 82. 
105Djuhaendah  Hasan, Istilah  dan  Pengertian  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam 

Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum dalam Rosa Agustina Loc., Cit., 
hal. 54. 
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3.1.4.3. Melanggar kaidah tata susila 
 
 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah nrma moral yang hidup dan diakui oleh 

masyarakat sebagai norma yang hidup dalam masyarakat. 
 

3.1.4.4. Bertentangan dengan asas kepatutan dan ketertiban 
 
 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah 

Zorgvuldigheid juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi jika 

seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar 

pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan 

melawan  hukum  karena  tindakannya  tersebut  bertentangan  dengan  prisnsip 

kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam 

masyarakat   tentunya   tidak   tertulis   tetapi   diakui   oleh   masyarakat   yang 

bersangkutan.106
 

 
 

Perbuatan yang dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah 
 
 

1.  Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang 

layak 

2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya 

terhadap orang lain dimana menurut manusia yang normal, hal 

tersebut harus diperhatikan 
 
 
 
 

3.2  Pengikatan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum 
 
 

Pengikatan sepihak tidak dapat disamakan pengertiannya dengan perikatan 

sepihak karena dalam perikatan sepihak yang dimaksudkan adalah hanya karena 

prestasi yang ditimbulkan atau dijanjikan adalah terhadap salah satu pihak 

sementara  persetujuan  tetap  didapatkan  leh  kedua  belah  pihak.  Contoh  dari 

perikatan sepihak ini sendiri adalah pada perjanjian hibah. Dimana salah satu 
 

106Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Pendekatan  Kontemporer  (Bandung: 
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8-9. 
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pihak memberikan sesuatu yang bersifat sukarela dan pihak lain yang menerima 

pemberian ini tidak dipaksa atau diharuskan memberikan sesuatu kepada pemberi 

sebagai lawan atau kontra prestasi. 
 

Pengikatan sepihak juga tidak sama dengan persetujuan diam-diam. 

Maksudnya disini ialah bahwa dalam sebuah perikatan tersebut, tidak pernah ada 

kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang disepakati oleh para pihak. Perikatan 

terjadi karena salah satu pihak melakukan tindakan yang secara tidak langsung 

menjalankan atau melakukan hal hal yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian 

yang tidak disepakati. Mengenai hal ini, putusan MARI Nomor 2178.K.Pdt.2008 

tanggal 12 September menyatakan bahwa persetujuan secara diam diam adalah 

dibenarkan.107
 

 
 

Dalam putusan ini dapat dilihat bahwa persetujuan dianggap telah diberikan 

oleh  pihak  yang  tidak  bersepakat  apabila  dirinya  melakukan  tindakan  yang 

merujuk  pada  hal  hal  yang  dibutuhkan  untuk  terciptanya  perikatan  dalam 

perjanjian tersebut. Di sisi lain, pengikatan sepihak seperti ini diakui dan dianggap 

sah dan mengikat para pihak karena pihak yang tidak bersepakat dalam 

kenyataannya telah masuk dalam perikatan melalui pelaksanaan hal hal yang 

sekiranya diatur dalam perjanjian. Dalam kasus yang diputus oleh MARI tersebut 

dapat dilihat bahwa tergugat karena tidak memberitahukan kepada penggugat 

mengenai berakhirnya suatu perjanjian, maka penggugat tetap 

memberikan/mengirimkan  barangnya  sesuai  dengan  perjanjian  distributorship 

yang mereka sepakati, walaupun jangka waktu berakhir, namun tergugat masih 

menerima barang tersebut dan bertidak seolah olah masih berlangsung perjanjian, 

maka jelaslah sudah bahwa perikatan tetap terjadi dan tergugat dianggap 

melakukan persetujuan secara diam diam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perikatan secara diam diam dapat dibenarkan sepanjang para pihak walaupun 

tidak  memberikan  kesepakatan,  namun  melakukan  tindakan  selayaknya  ada 

kesepakatan tersebut. 
 
 
 

107putusan MA RI Nomor 2178.K.Pdt.2008. Dalam putusan ini disebutkan bahwa antara 
penggugat  dan  tergugat  masih  terdapat  transaksi  yang  menunjukkan  sebenarnya  dan 
seusungguhnya para tergugat   mengakui dan membenarkan bahwa perjanjian termaksud secara 
diam diam telah disetujui. 
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Pengikatan sepihak dapat dijelaskan dengan contoh dalam bentuk negative 

option. Negative option menimbulkan suatu perikatan yang tidak ada kesepakatan 

sebelumnya diantara para pihak. Kesepakatan ini timbul karena penerimaan secara 

diam diam atau secara terpaksa oleh pihak penerima penawaran kepada pemberi 

penawaran baik yang dinyatakan secara Lisan maupun tertulis. Beberapa tipe dari 

negative option ditawarkan dengan tanpa sepangetahuan dari si penerima 

penawaran atau secara diam diam. 
 

Untuk mengetahui negative option dapat dikatakan merupakan pengikatan 

sepihak, maka perlu dilihat ciri ciri dari negative option tersebut. Beberapa bentuk 

negative option seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dinyatakan secara tegas 

dan jelas kepada konsumen atau pelanggan sehingga pengikatan yang dilakukan 

oleh pemberi penawaran diketahui pula dengan tegas dan jelas oleh si penerima 

penawaran, dan keputusan penerimaan penawaran dibebankan kepada pelanggan. 
 
 
 
 

3.3  Negative option dan kaitannya dengan pengikatan sepihak 
 
 

Untuk melihat apakah suatu negative option  adalah suatu perbuatan yang 

melawan hukum atau tidak maka perlu diperjelas mengenai ciri ciri dari negative 

option  itu sendiri. Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, negative option 

memiliki beberapa variasi akibat dari perkembangan bentuk Penawaran demi 

mendapatkan efisiensi penjualan suatu produk. 
 

Negative option paling sedikit terdapat 3 jenis dan dikelompokkan serta diberi 

nama  sebagai  tipe  pertama,  tipe  kedua  dan  tipe  ketiga.  Karakteristik  masing 

masing  tipe  terdapat  perbedaan  dan  persamaan.  Persamaan  nya  pada  intinya 

adalah sama sama memegang prinsip bahwa apabila konsumen tidak bereaksi atas 

Penawaran yang ditawarkan, maka dianggap sebagai persetujuan untuk masuk 

dalam transaksi. 
 

Sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan 

kartu  kredit.  Primary  service  sebenarnya  adalah  terkait  dengan  Pembayaran 

berkala dan debet yang dilakukan oleh pelanggan. Ketika menyepakati layanan 
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utama tersebut, konsumen sekaligus menandatangani kesepakatan negative option 

terkait dengan layanan tambahan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit kartu 

kredit.  Mengapa pembeli  bisa  sadar  bisa  tidak,  adalah  karena  Penawaran itu 

sendiri berada pada saat berlangsungnya primary service sehingga konsumen bisa 

saja menduga jika biaya yang dikeluarkan  olehnya adalah untuk biaya terhadap 

layanan utama tersebut. Untuk mengetahui ciri ciri negative option tipe pertama, 

kedua dan ketiga maka akan dijelaskan sebagai berikut 
 
 
 
 
 

3.3.1 Bentuk pengikatan pada tipe pertama 
 
 

Pada negative option tipe pertama, ciri yang pertama adalah, dasar dari 

hubungan antara penjual dan pembeli adalah yaitu rencana untuk membuat 

Penawaran negative option. Maksudnya adalah, bahwa penjual menawarkan 

kepada calon pembeli, apakah calon pembeli mau atau tidak masuk dalam 

perikatan  yang  nantinya  penjual  akan  menerapkan  metode  negative  option  . 

Dalam tipe pertama ini, pembeli sadar sepenuhnya dan mendapatkan penjelasan 

dari penjual sebelum memasuki Penawaran dengan metode negative option . 
 

Ciri yang kedua adalah Dasar dari hubungan negative option dalam tipe 

pertama adalah perjanjian kesediaan dua belah pihak untuk  menggunakan metode 

negative option. Perlu dibedakan antara dasar hubungan utama dengan dasar 

hubungan negative option. Dasar hubungan utama dalam hal ini adalah apa yang 

dimaksud dengan Pre-existing relationship, sementara dasar dari hubungan 

negative option adalah primary relationship. 
 

Ciri yang ketiga tipe pertama adalah penentuan kapan terjadinya 

penerimaan penawaran oleh pembeli, dalam tipe pertama, maka penerimaan 

(acceptance) terjadi pada saat pembeli tidak bereaksi (diam) sesuai dengan 

Penawaran yang diajukan. Contoh nya adalah: 
 

Apabila Toko Buku A menyatakan kepada membuat pengumuman 

dan memberitahukan kepada seluruh pelanggan tokonya, bahwa toko akan 

membuat Penawaran dengan metode negative option berupa pengiriman 
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buku secara berkala setiap akhir bulan kepada semua anggotanya. Maka 

ketika pelanggannya diam (tidak bereaksi) maka pada waktu yang telah 

ditentukan (akhir bulan) dalam Penawaran, pelanggan dianggap menerima. 

Pelanggan yang menolak dengan memberikan konfirmasi tidak akan 

dikirimi buku dan tidak dikenakan biaya. 
 

Ciri yang keempat dari tipe pertama adalah seberapa besar kesadaran 

pembeli bahwa ia sedang atau akan ditawari dengan bentuk negative option 

tersebut. Sesuai dengan syarat yang pertama, maka tampak jelas apabila dalam 

tipe pertama ini, kesadaran pembeli adalah sangat tinggi. Hal ini disebabkan 

sebelum masuk ke dalam Penawaran, penjual telah memberitahukan kepada 

pembeli bahwa mereka akan melakukan Penawaran dengan metode negative 

option. Tidak ada alasan yang cukup kuat bagi pembeli untuk menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui mereka terikat dengan Penawaran dengan metode 

negative option. 
 

Pemberitahuan awal atau prenotification yang diberikan kepada pembeli 

biasanya adalah terpisah. Maksudnya adalah bahwa sebelum menjalankan 

penawaran tersebut, penjual memberikan notifikasi terlebih dahulu yang 

menyebabkan  kesadaran  pembeli  bahwa  ia  sedang  ditawari  dengan  bentuk 

negative option adalah sangat tinggi. 
 

Ciri  yang  keenam  dari  bentuk  pertama  ini  adalah  jadwal  penawaran 

dengan negative option dari penjual adalah sering dan berkala sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam kontrak. 
 
 
 
 

3.3.2   Bentuk pengikatan pada tipe kedua 
 
 

Untuk terbentuk negative option tipe yang kedua terdapat beberapa 

persamaan ciri dengan yang pertama. Persamaan tersebut terdapat  pada kapan 

dinyatakan terjadi penerimaan oleh pembeli. Dasar dari hubungan utama antara 

penjual dan pembeli adalah adanya perikatan dengan metode positive option 

(positive choice) yang masih berlangsung. Dasar dari negative option nya sendiri 
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adalah adanya Penawaran yang melekat pada hubungan utama yang didasarkan 

pada positive choice. Sementara kesadaran pembeli dalam menyadari mereka 

sedang ditawarkan dengan metode negative option berubah ubah. Terkadang 

pembeli mengetahui terkadang tidak. 
 

penentuan kapan terjadinya penerimaan penawaran oleh pembeli, dalam 

tipe kedua sama dengan tipe pertama, yaitu) terjadi pada saat pembeli tidak 

bereaksi (diam) sesuai dengan Penawaran yang diajukan. 
 

Ciri yang selanjutnya adalah awareness (kesadaran atau ketelitian) dari 

pembeli  bahwa  ia  sedang  ditawari  suatu  penawaran  dengan  bentuk  negative 

option adalah berubah-ubah, karena di dalam bentuk penawaran bentuk/tipe kedua 

ini adalah tidak hanya sekali namun berulang ulang sama dengan tipe yang 

pertama. 
 

Pemberitahuan awal atau prenotification yang diberikan kepada pembeli 

biasanya adalah terpisah atau bisa juga disatukan (ditempel) bersama dengan 

korespondensi lainnya. Maksudnya adalah terkadang, pemberitahuan di awal 

dilakukan dengan pemberitahuan terkait dengan primary service. Hal inilah yang 

menyebabkan kesadaran pembeli akan adanya penawaran dengan negative option 

kadang tidak ada karena pemberitahuan tersebut disatukan dengan pemberitahuan 

terhadap layanan utama.108
 

 
 

Ciri yang berikutnya adalah dapat dilihat dari jadwal penawaran dengan 

negative option yang diberikan oleh penjual, yaitu berubah-ubah, tergantung 

daripada kontrak. 
 
 
 

3.3.3 Bentuk pengikatan pada tipe ketiga 
 
 

Pada bentuk ketiga ini Dasar dari hubungan utama antara penjual dan 

pembeli adalah adanya perikatan dengan metode positive option (positive choice) 

yang masih berlangsung. Dasar dari negative option nya sendiri adalah adanya 
 
 
 

108  Clark G. Radatz, Negative options Plans. Legislative Reference Bureau. (Wisconsin, 
2006), hal. 1. 
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Penawaran yang melekat pada hubungan utama yang didasarkan pada positive 

choice. Sehingga tipe ketiga ini memiliki kesamaan dengan tipe yang kedua. 
 

Sementara kapan terjadinya penerimaan oleh pembeli adalah hal yang 

paling kontroversial dalam tipe ketiga ini. Karena penerimaan terjadi ketika 

diamnya pembeli ditafsirkan sebagai penerimaan oleh pembeli, bahkan apabila 

pembeli sendiri sebenarnya tidak menggunakan atau mendafaatkan manfaat dari 

barang atau jasa yang ditawarkan. 
 

Tipe ketiga ini adalah tipe yang paling banyak diprotes oleh pembeli, 

karena disamping pemberitahuan mengenai adanya penawaran dengan negative 

option sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada dari penjual, apabila pembeli 

tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban, maka secara otomatis mereka 

dianggap menerima.109
 

 
Dalam hal ini perlu dijelaskan dalam sistem common law telah dijelaskan 

sebelumnya kapan dinyatakan penerimaan terjadi walaupun penerima penawaran 

hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan jawaban terhadap penawaran yang 

diberikan. 
 

Sesuai dengan doktrin penerimaan dalam sistem common law, maka 

walaupun penerima penawaran hanya diam dan tidak melakukan tindakan, tetapi 

dalam situasi dan kondisi tertentu dianggap menerima penawaran yaitu sesuai 

dengan  doktrin  common  law,   ketika  offeree   (penerima  penawaran)  gagal 

menjawab  penawaran  ,  diam  atau  tidak  bereaksi  nya  penerima  penawaran 

dianggap sebagai penerimaan hanya dalam situasi:110
 

 

a.   Ketika  penerima  penawaran  mengambil  keuntungan  atau  kenikmatan 

barang yang ditawarkan 
 
 
 
 
 
 

109 Thomas A Cohn. Negative options  : A Report By The Staff of The FTC’S Division 
Of Enforcement Federal Trade Commission . Practising Law Institute. . FTC. Januari 2009. Hal 
15. 

110 Avery Katz.  The Strategic Structure Of Offer And Acceptance: Game Theory And The 
Law Of Contract Formation. Michigan Law Review. November, 1990. Hal 17-18. 
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b.  ketika pemberi penawaran telah menyatakan atau memberikan penerima 

penawaran alasan untuk mengerti bahwa persetujuan mungkin akan di 

nyatakan Dengan diam atau tanpa melakukan tindakan sedangkan diam 

atau tidak melakukan tindakan nya si penerima penawaran dimaksudkan 

untuk menerima penawaran 

Lebih detail lagi dijelaskan oleh Mark T. Spriggs yaitu : 
 

a.   Pembeli  mendapatkan/  menerima  keuntungan/kenikmatan  yang  secara 

tidak langsung menerima penawaran 

b.  Pembeli mengambil atau menahan/memiliki (barang) 
 

c.   Kesepakatan  sebelumnya  mengindikasikan  bahwa  diam  (silence)  atau 

tidak melakukan tindakan (inaction) berarti menerima 

d.  Penjual menyatakan bahwa menerima dianggap terjadi ketika pembeli 
diam atau tidak bertindak, dan pembeli dalam keadaan tetap diam dan 

pasif, bermaksud untuk menerima penawaran. 111
 

Poin a dinyatakan penerimaan dianggap terjadi ketika penerima penawaran 

mendapatkan keuntungan atau kenikmatan dari barang yang ditawarkan. Sebagai 

contoh dapat dikemukakan apabila si penjual menawarkan sebuah buku kepada 

calon pembeli. Walaupun pembeli tidak menanggapi buku tersebut, namun ia 

membaca buku tersebut dan tidak memberikan jawaban kepada penjual untuk 

menolak atau menerima buku tersebut. Dalam hal ini calon pembeli sudah 

dianggap memeberikan kesepakatan nya (assent magnifested) kepada penjual 

karena dirinya telah membaca buku tersebut, karena memang tujuan dari 

ditawarkannya buku tersebut kepada penjual adalah agar pembeli dapat membaca 

buku tersebut. 

Hal ini sama dengan poin 1 dan 2 yang telah diungkapkan oleh Mark T. 

Spriggs dimana Dua kondisi yang pertama, menitikberatkan pada penerimaan 

keuntungan atau kenikmatan tanpa penerimaan dengan jelas. Contohnya adalah 

pembeli sadar bahwa sebuah pertukaran telah terjadi dan memiliki tanggungjawab 

untuk memberitahukan pertukaran kepada penjual. 
 
 
 
 

111  Mark T.Spriggs and John R. Nevin. Negative optionselling plans : current forms 
versus existing regulations. American Marketing Association. Journal Of Public Policy and 
marketing Vol.15 No 2 (Fall,1996) . Hal 227 
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Salah satu contoh mengenai hal ini dalam hukum Amerika adalah   kasus 

Hobbs v. Massasoit Whip Company (1893) ketika Hakim Holmes memberikan 

putusannya terhadap perkara ini. Penggugat, sebagai pengusaha penyamak kulit, 

telah mengirimkan kulit hasil samakan kepada tergugat. Yang mana tergugat tidak 

pernah  secara  tegas  memesan.  Tergugat  sebelumnya  telah  membayar  juga 

terhadap barang yang tak dipesan dari penggugat, tetapi untuk kali ini, tergugat 

menyimpan barang yang dikirimkan tetapi ,menolak untuk membayar. 

Mempertimbangkan  tindakan  dari  tergugat,  Hakim  Holmes  menyatakan 
bahwa  “tindakan mana yang mengundang penafsiran untuk dikatakan menerima 

penawaran atau pengakuan, adalah suatu bentuk penerimaan penawaran.112
 

Kondisi yang ketiga dan keempat menilai dari keabsahan penerimaan secara 

diam-diam dengan menganalisa dasar dari hubungan dalam tindakan para pihak 

sebelumnya atau bunyi kontrak sebelumnya. Dalam situasi yang ketiga, penjual 

mengetahui bahwa menerima atau mengembalikan barang pada waktu yang 

lampau dan berpendapat bahwa pembeli juga akan melakukan hal yang sama pada 

penawaran  yang  sekarang.  Sebagai  hasilnya,  Pembayaran  selanjutnya  untuk 

produk yang ditawarkan dengan negative option diasumsikan diterima 

Dalam situasi yang keempat, penjual dengan tegas menyatakan dalam 

penawaran kepada pembeli bahwa diamnya pembeli akan dianggap   menerima 

dan dianggap apabila dalam setiap penawaran pembeli selalu diam, akan dianggap 

menerima. Kuncinya adalah tetap pada kesadaran dari pembeli. 113
 

Apakah suatu bentuk penawaran negative option dapat dikatakan perbuatan 
 

melawan hukum? Untuk menjawab hal ini perlu dikemukakan mengenai asal 

muasal pembedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Rutten 

menyatakan bahwa secara hakiki tidak ada perbedaan antara wanprestasi dengan 

perbuatan  melawan  hukum.  Seseorang  yang  melanggar  suatu  perjanjian  juga 

dapat dikatakan melanggar hukum serta hak subjektif orang lain (lawannya dalam 

perjanjian)  karena  sesuai  dengan  pasal  1338  KUHPerdata  yang  menyatakan 

bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Alasan 
 
 
 
 

112Michael R. Mattioli. Opting Out: Procedural Fair Use. Virginia Journal of Law & 
Technology. Spring 2007. Hal. 3. 

113Mark T.Spriggs and John R. Nevin. Op. cit., hal. 231. 
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pembedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah untuk 

membedakan antara asal terjadinya kedua hal tersebut diatas. 

Wanprestasi didasarkan pada kontrak dan penuntutannya didasarkan pada 

pelanggaran terhadap kontrak. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika tidak ada 

perikatan diantara para pihak yang terjadi karena perjanjian. Gugatan wanprestasi 

mengakibatkan orang yang telah melakukan wanprestasi harus memenuhi 

kewajibannya, atau mengembalikan posisi pihak yang menjadi korban kepada 

kedudukan semula. Sementara dalam perbuatan melawan hukum, pihak yang 

melakukan/melanggar hak orang lain tersebut memberikan ganti rugi kepada 

korban. Yang dilanggar dalam wanprestasi adalah perjanjian sementara dalam 

perbuatan melawan hukum, yang dilanggar adalah hukum baik yang tertulis 

maupun tidak. 

Perbuatan memelawan hukum dalam hal ini telah mengalami pengertian yang 

luas setelah pada tahun 1919 Hogeraad Belanda memberikan putusan terhadap 

sebuah perkara yang menjadi titik awal perkembangan pengertian perbuatan 

melawan hukum yang kemudian dibawa ke Indonesia oleh pemerintah Hindia 

Belanda. 

Perbedaan sistem hukum antara amerika dengan Indonesia menyebabkan 

pembahasan mengenai negative option  tergantung dari sistem hukum masing 

masing. Arah pembahasan karya tulis ini adalah untuk menentukan apakah suatu 

negative option ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau termasuk 

ke dalam hubungan kontraktual di Indonesia sebagaimana negative option 

merupakan tort dalam sistem amerika. Perbuatan melawan hukum di Indonesia 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan tort di Amerika, sehingga perbuatan 

melawan hukum di Indonesia belum tentu dapat dikatakan tort dalam hukum 

Amerika dan sebaliknya. Agar mengetahui apakah negative option adalah 

perbuatan melawan hukum atau tidak, maka perlu dianalisa berdasarkan unsur- 

unsur dari perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. 
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3.4 Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan 
 

negative option 
 

Perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan maka unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum sendiri dapat disebutkan adanya perbuatan, perbuatan 

tersebut   melawan   hukum   (bertentangan  dengan   hak   subjektif  orang  lain, 

melanggar kewajiban si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan) 

adanya kerugian pada korban, serta ada hubungan kausalitas antara perbuatan 

dengan kerugian yang ditimbulkan. 

Pertama  tama  yang  perlu  dianalisa  adalah  unsur  unsur  dari  perbuatan 

melawan hukum 
 
 

3.4.1 Unsur adanya perbuatan 
 

Negative option adalah bentuk atau metode atau cara penawaran. Penawaran 

dilakukan oleh pemberi penawaran, penjual atau produsen kepada penerima 

penawaran atau pembeli atau konsumen. Dalam penawaran ini ada tindakan aktif 

dari pemberi penawaran yang ditujukan kepada penerima penawaran. Tindakan 

ini dilakukan atas dasar adanya suatu hubungan kontraktual antara mereka 

sebelumnya yaitu primary services. Dengan adanya tindakan ini, maka unsur 

perbuatan melawan hukum yang pertama dapat dikatakan dipenuhi oleh suatu 

metode negative option ini. 
 
 
 
 

3.4.2 Unsur perbuatan melawan hukum 
 

Unsur perbuatan melawan hukum ini sendiri terdapat empat kualifikasi yang 

salah satunya harus terpenuhi oleh si pemberi penawaran tersebut agar dapat 

dikatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. 
 
 

3.4.2.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 
 

Penawaran yang dilakukan pemberi penawaran adalah berdasarkan adanya 

suatu hubungan kontraktual sebelumnya atau berdasarkan hubungan kontraktual 

yang sedang dijalankan. Apakah hal tersebut bertentangan dengan kewajiban 

hukum si pelaku adalah belum bisa ditentukan pada bagian ini, karena ketika 
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terjadi penawaran, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum 

si pelaku. Penawaran adalah sah dilakukan. Yang menjadi permasalahan adalah 

bagaimanakah kondisi penawaran yang diberikan dan pada situasi apakah 

penawaran tersebut dilakukan. 

Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  BAB  2  mengenai  tipe  dari  negative 

option , maka tipe pertama telah jelas diberitahukan sebelumnya kepada penerima 

penawaran bahwa pemberi penawaran akan melakukan penawaran dengan metode 

negative option. Pembeli/konsumen dalam hal ini diberitahukan dengan sangat 

jelas dan tidak tersembunyi. Persyaratan diberikan dengan jelas melalui informasi 

yang cukup. Sehingga tidak ada penipuan ataupun pemaksaan dalam tipe yang 

pertama ini. 

Tipe yang kedua adalah lebih samar dari tipe yang pertama. Tipe yang kedua 

masih memberikan informasi kepada konsumen atau pembeli dengan informasi 

yang kurang atau terkadang tersamar. Kesadaran pembeli dapat dikatakan masih 

ada karena masih adanya informasi mengenai bentuk penawaran ini, walaupun 

informasi yang diberikan kadang sangat berbelit-belit dan tidak secara eksplisit 

menyatakan bahwa mereka sedang mengadakan penawaran dengan metode 

negative option tersebut. Walaupun masih ada informasi yang diberikan namun 

berdasarkan UU Perlindungan konsumen republik Indonesia yang menyatakan 

bahwa, penjual harus memberikan informasi yang jelas, maka pada tipe yang 

kedua ini dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 

Pada tipe yang ketiga, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada pembeli 

atau konsumen karena penawaran dilakukan bersamaan dengan primary service 

atau  pada  saat  berlangsungnya  proses  perpindahan  barang/jasa  dari  penjual 

kepada pembeli, sehingga pembeli tidak menyadari ada barang/ jasa baru yang 

mereka pakai, karena mereka tidak diberitahu dan tidak menyadari adanya barang 

baru/jasa baru tersebut. Contohnya adalah perusahaan TV berbayar ENCORE 

sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya. 

Tipe yang ketiga ini jelas sekali bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pelaku berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU perlindungan 
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Konsumen pada pasal 7 ayat b. 114  Selain itu juga sebagai dasar dari adanya jual 

beli tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal ini, karena yang 

ditawarkan si penjual otomatis diterima si pembeli karena 

ketidaktahuan/ketidaksadarannya. 
 
 
 
 

3.4.2.2. Melanggar hak subjektif orang lain 
 

Saat penawaran dilakukan dengan tipe yang pertama, maka semua informasi 

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah lengkap dan diberitahukan 

sebelum dilakukan transaksi jual beli barang atau jasa diantara mereka. Oleh 

karena itu, semua bergantung kepada pembeli untuk menerima atau tidak. Akibat 

dari diterima penawaran yang menggunakan metode negative option sudah dapat 

diperkirakan karena telah diberitahukan dengan jelas. 

Beban untuk mengambil keputusan ada pada pembeli, sehingga apabila 

pembeli menyatakan setuju, maka penjual tidak dapat dipersalahkan apabila 

kemudian pengiriman barang atau jasa dilakukan secara terus menerus walaupun 

suatu saat nanti pembeli merasa tidak membutuhkan lagi tetapi tetap dikirimi 

barang atau jasa, karena telah diperjanjikan sebelumnya bahwa untuk berhenti 

berlangganan, maka si pembeli yang harus mengkonfirmasikan kepada si penjual. 

Sehingga pada tipe pertama ini, tidak ada penggaran terhadap hak subjektif 

pembeli yang dilakukan oleh penjual. 

Pada tipe yang kedua dan ketiga sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. 

Karena tidak lengkap atau tidak adanya informasi yang sampai kepada pembeli, 

dan selanjutnya penjual menarik keuntungan dari penawaran tersebut, maka tentu 

saja pembeli dalam hal ini dilanggar haknya. Dalam sebuah penawaran penjualan 

barang atau jasa yang seperti  layanan RBT atau layanan hiburan yang sering 

disediakan oleh penyedia jasa layanan telekomunikasi hal ini sangat sering terjadi. 

Contoh kasus yang merupakan penawaran dengan metode negative option dengan 
 
 
 
 

114Pasal ini menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah untuk memberikan 
informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 
memberikan penjelasan dan penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan. Dari pasal ini jelas bahwa 
informasi adalah bagian penting dalam setiap tindakan baik penawaran atau pada saat terjadi jual 
beli. Pembeli harus mendapatkan informasi yang jelas dan tegas dari penjual. 
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tipe kedua ini adalah pesan dari nomor 6232665 ke nomor milik penulis yang 

memakai layanan INDOSAT yang berbunyi sebagai berikut : 
 

“ klik untuk melihat foto cindy di facebook, balas ‘STOP” untuk berhenti 

menerima SMS dari facebook” : http://fb.me/1HWkN3nFyo49u67 “ 
 

Dalam hal ini informasi tidak jelas dan lengkap dengan hanya dengan hanya 

memberitahukan bagaimana cara untuk menghentikan layanan, sementara syarat 

dan biaya lainnya tidak diberitahukan. Apabila pembeli yang tidak menyadari 

akan hal ini, kemudian mengklik link yang diberikan tersebut, maka penyedia 

konten bisa bertindak bebas dengan menetapkan syarat dan ketentuan serta biaya 

yang ditentukannya sendiri karena pada saat penawaran, tidak pernah diberikan 

informasi yang jelas mengenai hal tersebut. 
 

Tipe yang ketiga adalah tipe yang sama sekali tidak memberikan informasi 

kepada pelanggan atau pembeli. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipe 

kedua dan ketiga juga memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan melawan hukum 

yaitu melanggar hak subjektif orang lain. 
 
 
 
 

3.4.2.3. Bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan 

dengan kepatutan 
 

Untuk kualifikasi yang ketiga tidak ada hal yang dilanggar oleh metode 

penawaran negative option. Untuk kualifikasi yang keempat, bahwa penawaran 

dengan metode negative option melanggar kepatutan dan nilai nilai dalam 

masyarakat.   Bentuk penawaran dengan tanpa memberikan pemberitahuan yang 

cukup apakah sudah dapat dikatakan sudah dapat dilihat dari tindakan seperti apa 

yang dianggap tidak patut dalam kehidupan bermsyarakat. Yang pertama adalah 

apakah tindakan penawaran tersebut sangat merugikan orang lain tanpa 

kepentingan yang layak. Negative option dipergunakan agar penjual mendapatkan 

efisiensi penawaran sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak terlalu 

banyak. Keuntungan bagi pembeli juga ada jika negative option tersebut diterima 

pembeli.  Penawaran  dengan  metode  ini  tentu  saja  dilihat  dari  rugi  tidaknya 
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pembeli, bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh pembeli, jika pembeli 

mendapatkan keuntungan dan kenikmatan maka tentu saja hal tersebut tidak dapat 

dikatakan merugikan pembeli. Terkait dengan kepentingan yang layak, dalam 

negative option, tentu saja ada kepentingan dari penjual yang memberikan 

penawaran. 
 

Tipe pertama merupakan contoh yang memperlihatkan bahwa penjual 

memberikan penawaran karena memiliki kepentingan yang layak yaitu menjual 

barang atau produknya. Tipe kedua, walaupun pemberitahuan sangat kurang, 

namun penawaran tersebut masih berkaitan dengan primary services dari si 

penjual, sehingga masih ada kaitan antara barang atau jasa yang ditawarkan 

terlebih dahulu dengan barang atau jasa yang ditawarkan dengan negative option. 
 

Pada tipe yang ketiga, penjual memberikan penawaran kepada pembeli 

terhadap suatu barang atau jasa pada saat berjalannya pelaksanaan primary service 

namun tidak dapat dikatakan pembeli memiliki kesadaran terhadap adanya 

penawaran tersebut. Apakah penjual masih memiliki kepentingan yang layak atau 

tidak, terlihat dari bagaimana informasi mengenai penawaran tidak sampai kepada 

pembeli. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tipe yang ketiga dapat 

dikatakan tidak patut dan tentu saja merugikan orang lain. 
 

3.4.3  Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
 
 

Kesalahan merupakan unsur yang harus terbukti untuk dapat dikatakan 

seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan dapat dibagi dua 

yaitu adanya unsur kesengajaan atau kelalaian serta tidak ada dasar pembenar atau 

pemaaf dalam tindakan yang dilakukannya. 
 

pada negative option penawaran dilakukan oleh penjual. Hal ini dilakukan 

dengan sifat yang aktif dalam artian penjual yang memulai inisiatif menawarkan 

barang atau jasa kepada pembeli dengan metode negative option. Sehingga bisa 

disimpulkan tindakan penjual yang menawarkan barang atau jasa tersebut 

merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Unsur 

kelalaian tidak mungkin dapat terpenuhi karena tidak mungkin penjual melakukan 
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kelalaian  yang  mengakibatkan  penjual  menawarkan  dengan  metode  negative 

option. 
 

Terkait dengan alasan pembenar dan pemaaf,   dengan penawaran sendiri 

dilakukan dengan sengaja, maka sangat kecil kemungkinannya bahwa penjual 

memiliki dasar pemaaf seperti terpaksa menjual dengan metode negative option 

atau penjual berada dibawah pengampuan pada saat memeberikan penawaran. 

Dasar pembenar juga tidak dapat ditemukan apabila melakukan tindakan negative 

option. Ada atau tidak ada dasar pembenar sangat ditentukan oleh bentuk negative 

option yang dilakukan oleh penjual. 
 

Tipe pertama dimana penjual memberikan penawaran diawal sebelum 

diadakannya jual  beli,  maka  hal  tersebut  sah  secara  hukum  Indonesia  sesuai 

dengan KUHPerdata pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata. Untuk tipe yang 

kedua dan ketiga tidak ada dasar hukum yang membenarkan seorang penjual 

untuk   tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon 

pembelinya. Justru hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang yang 

berlaku dalam hukum Indonesia yaitu undang-undang perlindungan konsumen. 
 
 
 
 

3.4.4  Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
 
 

Untuk  menentukan  hubungan  antara  kerugian  korban  dengan  perbuatan 

pelaku yang memberikan penawaran dengan metode negative option, perlu 

dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatan, unsur perbuatan melawan hukum dan 

unsur kesalahan. Setelah hal tersebut bisa dibuktikan, maka apakah ada kerugian 

pada pembeli dan kerugian tersebut adalah akibat dari tindakan penawaran dengan 

metode negative option, tinggal melihat bentuk negative option manakah yang 

dipakai oleh penjual dalam memberikan penawaran. Tipe pertama adalah tipe 

yang tidak mungkin memenuhi unsur ini karena sangat jelas, sebelum terjadi 

perikatan diantara penjual dan pembeli telah terlebih dahulu diberikan penjelasan 

dan informasi yang lengkap kepada pembeli. 
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Tipe yang kedua dan ketiga, apabila tiga unsur yang pertama disebutkan 

diatas telah bisa dibuktikan, maka dapat dengan jelas dapat dilihat bahwa akibat 

perbuatan dari si penjual yang memberikan penawaran dengan informasi yang 

tidak jelas kepada pembeli akan merugikan pembeli apabila pembeli harus 

mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dan pembeli juga tidak menginginkan 

barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Tentu saja ini bisa disimpulkan bahwa 

perbuatan tersebut merupakan sebab dari timbulnya kerugian pada pembeli. 
 
 
 

3.5 Pembahasan mengenai negative option dengan perjanjian 
 

Untuk  dapat  dikatakan  wanprestasi,  maka  perlu  ada  sebuah  perikatan. 

Perikatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perikatan yang terjadi karena 

perjanjian, dan bukan karena undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata 

menyebutkan, Dalam perjanjian harus dipenuhi empat syarat yaitu dua syarat 

subjektif dan dua syarat objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. 

Syarat tersebut adalah : 
 
 

3.5.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
 

Ada atau tidaknya kata sepakat dalam penawaran dengan metode negative 

option tergantung dari tipe yang digunakan. Tipe pertama adalah tipe yang 

memungkinkan adanya kesepakatan secara tegas (eksplisit). Hal terjadi karena 

metode negative option dilakukan pada saat penawaran dilakukan, bukan pada 

saat pelayanan dilakukan. 

Tipe  yang  kedua  dan  ketiga  tidak  memungkinkan  terjadinya  kesepakatan 

secara tegas atau eksplisit, namun dimungkinkan kesepakatan dari pihak pembeli 

secara  tidak  langsung.  Penerimaan  secara  tidak  langsung  dapat  dilihat  dari 

tindakan pembeli yang dimaksudkan untuk menerima penawaran 
 
 

3.5.2  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
 

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan adalah sangat penting. 

Dalam setiap perikatan yang terjadi karena perjanjian tentu saja syarat ini 

terpenuhi. Negative option dalam hal ini sama saja dengan perjanjian lainnya 

bahwa  yang  melakukan  perjanjian  haruslah  orang  yang  cakap  dan  mampu 
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mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Tidak  berada  dibawah  pengampuan 

atau tidak sehat rohani. Akibat yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya unsur 

ini juga sama yaitu dapat dibatalkannya suatu perjanjian. 
 
 

3.5.3  Suatu hal tertentu 
 

Suatu hal tertentu dalam negative option dapat terpenuhi karena memang ada 

sesuatu yang ditawarkan yaitu barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang 

atau setidak-tidaknya dapat ditentukan besar/jumlah nya. Barang atau jasa ini lah 

yang sedang ditawarkan penjual kepada pembeli dengan metode negative option. 

Barang atau jasa inilah yang menentukan apakah suatu perikatan yang terjadi 

karena negative option masuk ke dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian 

atau perikatan yang terjadi karena undang-undang dengan adanya perbuatan 

manusia yang melawan hukum. Baik dalam tipe yang pertama sampai tipe yang 

ketiga, unsur mengenai suatu hal tertentu adalah terpenuhi, karena justru adanya 

suatu hal tertentu tersebutlah terjadi penawaran. 
 
 

3.5.4  Suatu sebab yang halal 
 

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah tidak bertentangan hukum dengan 

ataupun ketertiban umum.   Negative option apakah dapat dikatakan tidak 

bertentangan dengan hukum apabila hal-hal yang diperjanjikan ddalam perjanjian 

adalah bukan hal yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hukum 

perikatan yang bersifat terbuka dan melengkapi, tidak secara rigid memaksa para 

pihak untuk mengikuti semua aturan yang ada dalam buku III tentang perikatan. 

Perjanjian dapat menyimpangi aturan dalam buku III tersebut asalkan tidak 

bertentangan dengan asas-asas dan pengaturan umum dalam perjanjian. 

Terkait dengan hal tersebut, tidak dilarang juga apabila terjadi jual beli yang 

diakibatkan  oleh  penawaran  dengan  negative  option.  Tergantung  pada 

kesepakatan para pihak. Tipe pertama menjadi contoh bagaimana suatu perikatan 

dapat disepakati oleh para pihak walaupun para pihak sebelum terjadi perikatan 

sudah memberikan syarat dan kondisi tertentu. 

Syarat yang diberikan dalam tipe pertama adalah tegas dan jelas. Sehingga 

pembeli mengetahui dan bisa bersikap untuk memilih dan menolak. Jual beli bisa 
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terjadi apabila pembeli telah menyepakati penawaran. Dalam hal ini sebabnya 

tentu saja adalah halal, karena memenuhi unsur perjanjian dan ada kesukarelaan 

dalam memenuhi kesepakatan. Pembeli tidak dalam paksaan atau penipuan atau 

kekhilafan dalam memberikan persetujuannya karena telah diberikan secara tegas 

dan jelas oleh penjual mengenai informasinya. 

Tipe yang kedua dan ketiga sangat tergantung pada pembeli mengenai arah 

perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian antara para pihak dalam tipe kedua 

dan ketiga adalah didasarkan pada suatu sebab yang halal. Dalam melakukan 

ataua melaksanakan isi perjanjian, tiba tiba atau tanpa sepengetahuan pihak 

pembeli, pihak penjual datang dan memberikan penawaran baru yang terikat atau 

berdiri sendiri kepada pembeli. Penawaran ini masih ada kaitannya dengan 

pelaksanaan perjanjian di awal.   Sehingga pembeli lalai dalam memberikan 

kesepakatan atau persetujuannnya terhadap barang tersebut. Sesuai dengan prinsip 

negative  option,  yaitu  diam  berarti  menerima,  maka  apabila  pembeli  lalai, 

dianggap menerima. 

Kondisi ini hanya dapat diurai dengan melihat seberapa besar kepentingan 

pembeli dan apakah pembeli memang menggunakan barang tersebut atau 

menikmati faedah suatu barang tersebut. Apabila ini terjadi maka sangat mungkin 

untuk ditafsirkan bahwa pembeli menerima penawaran tersebut. Apabila terjadi 

seperti  ini,  maka  terdapat  suatu  sebab  yang  halal  antara  mereka.  Walaupun 

pembeli tidak memberitahukan secara eksplisit. 

Negative option pada dasarnya adalah suatu bentuk penawaran yang apabila 

dilakukan  penerimaan  akan  mengakibatkan  timbulnya  perikatan  yang  terjadi 

karena perjanjian terlepas dari tipe yang mana yang dilakukan oleh penjual dalam 

melakukan penawaran dengan metode negative option . 

Walaupun complementary service nya bertentangan dengan hukum, namun 

complementary service ini adalah didasarkan pada primary service yang bercausa 

halal.  Sehingga perlu  diperhatikan  apa  yang  dinamakan  wanprestasi  tersebut, 

yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa 

yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang 

diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh  dilakukan.  Negative  option  dibangun  dengan  landasan  suatu  kontrak. 
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Negative option dapat dikatakan Pelanggaran terhadap kontrak, karena dalam 

kontrak awal tentunya telah disepakati apa-apa saja yang menjadi hak dan 

kewajiban masing-masing. Para pihak tentu saja tidak memperjanjikan bahwa 

dikemudian hari penjual akan datang dan memberikan penawaran baru dengan 

negative option. Karena tidak diperjanjikan sebelumnya dalam primary service, 

maka negative option dapat dikatakan perbuatan yang melanggar kontrak di awal, 

karena penjual melakukan sesuatu yang tidak ada dalam perjanjian. 

Apabila dalam perjanjian tidak diatur mengenai hal-hal apa saja yang tidak 

boleh  dilakukan,  maka  penawaran  dengan  negative  option  tetaplah  sebuah 

kontrak. 

Perikatan yang terjadi dimana tidak diperjanjikan dalam kontrak mengenai 

apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan, maka apabila penjual memberikan 

penawaran dengan negative option, maka untuk menentukan apakah negative 

option  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi  adalah  harus 

dilihat apakah penawaran tersebut telah diterima oleh pembeli dan apakah barang 

atau jasa yang ditawarkan tersebut sudah dipergunakan selayaknya oleh pembeli 

atau sudah melakukan tindakan yang menunjukkan intensi untuk menerima 

penawaran. Apabila pembeli dalam tipe yang pertama, apabila tidak dijawab oleh 

pembeli   maka   tergantung   daripada   syarat   yang   diberikan   oleh   penjual. 

 
 

Gambar 3.1 Pernyataan bahwa pembeli memahami syarat dan ketentuan 
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pembeli  tidak  mengklik  “place  my  order”,  maka  tidak  ada  perbuatan 

melawan hukum diatas, karena penjual meminta persetujuan terlebih dahulu 

sebelum melakukan transaksi,  sehingga apabila   pembeli merasa cocok dengan 

persyaratan yang diberikan, maka tinggal mengklik tombol “place my order”. Jika 

hal ini dilakukan terjadi hubungan kontraktual diantara mereka. 

Pada tipe yang pertama dan kedua, tidak dapat dikatakan bahwa penjual telah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya telah ada informasi 

yang diberikan kepada pembeli 

Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  maka  tipe  ketiga  bisa  dikatakan 

melakukan perbuatan melawan hukum. 

Contohnya adalah perusahaan televisi berbayar ENCORE115 apabila 
 

perusahaan tersebut berada di Indonesia, maka dapat dikatakan melakukan 

perbuatan melawan hukum karena pertama mereka melakukan penawaran yang 

sangat samar. Mereka memberikan layanan televisi berbayar (primary service), 

kemudian secara otomatis mereka menambahkan satu saluran siaran yang tidak 

diminta oleh pembeli. Terhadap saluran tambahan ini, banyak pembeli yang tidak 

sadar, atau bahkan sama sekali tidak menyadari ada siaran tambahan tersebut. 

Dengan demikian tidak ada informasi yang jelas diberikan oleh penjual. 

Ketidaklengkapan informasi tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum 

Indonesia. 

kedua pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya negative 

option adalah sangat menarik dan unik karena bisa dikatakan memenuhi unsur 

perbuatan melawan hukum dan terpenuhi pula unsur hubungan kontraktual yang 

terkait dengan wanprestasi. 

Pada dasarnya terdapat persamaan antara negative option sebagai perbuatan 

melawan hukum atau perikatan kontraktual dengan memperhatikan : 

1.  Informasi yang diberikan kepada pihak yang menerima penawaran 
 

2.  Tindakan pihak yang menerima penawaran dalam menyikapi penawaran 
 

3.  Kapan terjadinya kesepakatan antar para pihak 
 
 
 
 

115Francis  A.  Longstaff,  Are  Negative  option  Prices  Possible?  The  Callable  U.S. 
Treasury-Bond Puzzle, The Journal of Business, Vol. 65, No. 4 (Oct., 1992), Published by: The 
University of Chicago Press. Ohio State University. Hal. 571. 
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Kemudian perlu dipertanyakan, kedalam manakah metode negative option 
 

termasuk, perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. 
 

Dari  unsur-unsur  negative  option  sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa 
 

negative option pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. 
 

Negative option pada tipe pertama tidak dapat dikatakan perbuatan melawan 

hukum karena sebenarnya dari awal pembeli telah meyepakati aturan yang 

diberikan oleh penjual. Pada tipe yang kedua dan ketiga apakah hal tersebut 

merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak tergantung pada intensi pembeli 

ketika melihat barang tersebut. 

Sebenarnya perbuatan menawarkan dengan diam diam dan tanpa informasi 

yang  jelas  adalah  bentuk  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  dan  dapat 

dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum tertulis. Di Indonesia sendiri 

telah ada peraturan demikian. 

Apabila  pembeli  kemudian  tidak  melakukan  apa-apa,  sehingga  penjual 

tinggal menunggu lalai nya si pembeli adalah bertentangan dengan syarat kontrak. 

Penipuan dan pemaksaan merupakan salah satu syarat subjektif yang tidak boleh 

dilakukan karena harus ada kecakapan antara para pihak. 

Dengan tidak diketahui oleh pembeli akan penawaran tersebut, maka dapat 

dikatakan terjadi penipuan dalam hal ini, maka hubungan yang terjadi antara 

mereka dapat dibatalkan bukan batal demi hukum. 

Dari pembahasan diatas, maka negative option bisa memenuhi semua unsur 

yang  terdapat  baik  dalam  wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum. 

Metode penawaran dengan negative option akan menghasilkan perikatan yang 

lahir dari perjanjian apabila digunakan penawaran negative option dengan tipe 

yang pertama. Untuk tipe yang kedua dan ketiga, maka negative option tetap 

dapat menjadi suatu perikatan yang yang timbul dari adanya perjanjian. Hal ini 

terjadi apabila pembeli tetap menerima penawaran tersebut dengan baik atau 

pembeli mendapatkan/menikmati atau menguasai barang atau jasa  yang 

ditawarkan baik melalui tindakan yang secara langsung ataupun tidak langsung 

mengindikasikan bahwa pembeli memang menyetujui/menerima penawaran 

tersebut. Untuk hal ini perlu dikemukakan sekali lagi mengenai kapan terjadinya 

kesepakatan. 
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Dalam penerimaan secara diam-diam atau melalui tindakan dari si pembeli 

ini maka dapat dipakai teori kapan terjadinya kesepakatan yaitu teori kehendak. 

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak 

penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. Dalam hal ini, baik si 

penawar maupun si penerima   menyatakan kehendak untuk mengikatkan diri 

terhadap sebuah Penawaran yang diberikan oleh si penawar. Pernyataan ini dapat 

dinyatakan secara lisan ataupun tertulis. Selain itu, pernyataan dengan teori 

kehendak ini dapat dilihat dari tindakan fisik yang dilakukan oleh penerima yang 

menjadi syarat penerimaan. Dengan adanya tindakan dari pembeli yang 

memanfaatkan atau memakai barang atau jasa yang diberikan, maka terjadi 

kesepakatan diantara mereka walaupun pada awalnya ditawarkan dengan metode 

negative option. Sehingga terjadi perikatan diantara mereka yang terjadi karena 

kesepakatan sebagai salah satu unsur perjanjian. 

Terkait  dengan  tindakan  diam  diam  yang  mengindikasikan adanya 

penerimaan dari pembeli dapat dilihat pada beberapa putusan MARI yang menjadi 

yurisprudensi   diantaranya   yurisprudensi   Mahkamah   Agung   RI   No.2178 

K/Pdt/2008 : yang pada intinya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat 

masih tetap terjadi transaksi yang   menunjukkan bahwa sebenarnya dan 

sesungguhnya pata tergugat mengakui dan membenarkan bahwa perjanjian 

termaksud secara diam-diam telah disetujui.   Bahwa sesuai dengan fakta 

persidangan terbukti tidak ada pemberitahuan dari tergugat I bahwa perjanjian 

distributorship tidak akan dilanjutkan setelah tanggal 31 Desember 2003. Lagi 

pula terbukti bahwa hubungan dagang antara penggugat dan tergugat I terus 

berlanjut selama 9 bulan. 

Dari yurisprudensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak ada 

persetujuan secara eksplisit bahkan apabila perjanjian sudah selesai sebelumnya, 

yang berarti tidak ada lagi perikatan diantara penggugat dan tergugat, namun 

karena salah satu pihak melakukan tindakan yang mana pihak lawan mengakui 

tindakan tersebut dan melakukan tindakan yang mengindikasikan pihaknya 

menyetujui tindakan tersebut, maka terdapat persetujuan diantara mereka yaitu 

persetujuan diam-diam. 
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Negative option yang pertama tidak dapat dikatakan perbuatan melawan 

hukum  karena  menjadi  jelas  bahwa  penawaran  dilakukan  sebelum  adanya 

perikatan   diantara   penjual   dan   pembeli.   Sehingga   jelas   apabila   pembeli 

menyetujui terjadilah perikatan diantara mereka karena adanya perjanjian karena 

adanya persetukuan dari pembeli. 

Apakah suatu perbuatan yang berkaitan atau didasarkan pada sebuah 

perjanjian  dapat  dilakukan  gugatan  karena  perbuatan melawan  hukum?  Hoge 

Raad Belanda dalam hal ini telah berulang kali menyatakan peraturan peraturan 

mengenai perbuatan melawan hukum seperti yang diberikan dalam pasal pasal 

yang mengatur mengenai perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal 

wanprestasi, yaitu karena akibat dari yang terakhir ini dikenakan pengaturan 

khusus tetapi itu, manakala wanprestasi juga tanpa perjanjian dapat dianggap 

sebagai perbuatan melawan hukum.116
 

 

Vollmar memberikan suatu contoh yaitu orang yang menyewa suatu rumah, 

dimana dia harus bertindak sebagai bapak rumah yang baik, apabila karena 

salahnya/dosanya, melakukan pengerusakan dengan sengaja terhadap benda yang 

disewanya, dalam hal demikian dia melakukan wanprestasi, tetapi iapun 

bertanggungjawab atas dasar pasal 1401 (KUHPerdata Belanda), oleh karena 

kelakuannya juga  terlepas  dari  kewajibannya  yant  timbul  dari  kontrak, harus 

dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum terhadap pemiliknya.117
 

 

Dari pengertian yang diberikan Vollmar tersebut dapat dilihat adanya kaitan 

antara  suatu  hubungan  perikatan  yang  terjadi  karena  perjanjian  dapat  juga 

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam contoh dijelaskan bahwa 

terlepas dari kewajibannya yang diatur dalam kontrak, maka pelaku yang telah 

wanprestasi dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. 

Negative option sebagai metode penawaran yang nantinya akan berakibat 

terjadinya suatu perikatan. Perikatan yang terjadi karena negative option ini 

tergantung dari bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pembeli terhadap 

penawaran.   Penerimaan   akan   mengakibatkan   perikatan   yang   berdasarkan 

perjanjian. Penolakan akan berakibat pada pelanggaran terhadap hak subjektif dari 
 
 

116H.V.A Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta, 
Jilid II. Ed. 1 Cet.2, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 195. 

117Ibid. 
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pembeli  dan  merupakan   suatu  perbuatan  yang  bertentangan   dengan   undang- 
 

undang yang ada di Indonesia. 
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BAB 4 
 
 

ANALISIS PENERAPAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

TERKAIT DENGAN METODE PENAWARAN NEGATIVE OPTION 
 
 
 
 

4.1 Latar belakang kasus 
 

Perkara dengan nomor 485/Pdt.G/2011/Pn. Jaksel adalah perkara 

antara David Tobing yang bersengketa dengan Telkomsel terkait dengan 

layanan opera mini. Perkara ini adalah kasus dalam bidang perdata yang 

menjadi bahan pembahasan penulis terkait dengan penawaran dengan 

metode negative option yang ada di di Indonesia. Telkomsel adalah sebuah 

anak perusahaan PT.Telkom yang bergerak di bidang pelayanan jasa 

telekomunikasi dengan menyediakan simcard (kartu SIM) kepada 

pelanggan yang dapat dipergunakan oleh pelanggan dengan menggunakan 

telepon seluler (Handphone). 

Perkembangan penggunaan internet ikut berdampak kepada 

Telkomsel. Semakin banyak pelanggan Telkomsel yang membutuhkan 

layanan internet disamping layanan telekomunikasi seperti telepon dan 

pesan singkat. Menyikapi hal ini, Telkomsel pun telah meluncurkan 

berbagai  layanan  untuk  memudahkan  pelanggan  mengakses  internet 

dengan menggunakan layanan mereka. 

Opera mini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh 

Telkomsel kepada pelanggan. Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama 

Telkomsel dengan pihak ketiga yang merupakan pihak diluar hubungan 

awal antara Telkomsel dan Penggugat. Opera mini merupakan salah satu 

aplikasi peramban/ pengakses internet melalui perangkat telepon seluler. 

Kasus ini merupakan salah satu kasus yang melibatkan David 

Tobing(selanjutnya disebut sebagai penggugat) dengan Perusahaan 

Telkomsel  (selanjutnya  disebut  sebagai  Tergugat).  Penggugat  selaku 

pelanggan layanan tergugat telah berlangganan layanan telekomunikasi 
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yang diberikan tergugat   kurang lebih 9 tahun.118  Selama berlangganan 

jasa tergugat, Penggugat memakai sistem pasca bayar (Pembayaran 

dilakukan setiap akhir bulan dengan jadwal penagihan berkala). 
 

Pada hari Sabu, tanggal 16 Juli 2011, Pukui 23.33 WIB. Penggugat 

telah Menerima SMS (Short Message Service) dari Telkomsel yang berisi: 

“Terimakasih anda berlangganan Opera Mini Rp l0.000 Syarat/ketentuan 

herlaku hub *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Download klik 

http:// mini.opera.com“. Bulan Agustus 2011, Telkomsel mengirimkan 

informasi biaya tagihan penggunaan karluHALO yang digunakan oleh 

Penggugat untuk periode Pembayaran tanggal 10 Agustus 2011 s/d 20 

Agustus 2011. Dalam tagihan tersebut Penggugat diharuskan membayar 

pemakaian aplikasi opera mini sebesar Rp.10.000. kemudian pada bulan 

September 2011. Telkomsel mengirimkan informasi biaya tagihan 

penggunaan kartuHALO yang digunakan oleh Penggugat untuk periode 

Pembayaran tanggal 10 September 2011 s/d 20 September 2011. 

pada  hari   Sabu,  tanggal  10  September  2011.  Pukul  00.06. 

Penggugat masih menerima SMS (Short Message Service) dari 

Telkomsel yang berisi: 

"Layanan Opera Mini anda telah diperpanjang. Nikmati GRATIS 
internet untuk pemakaian Opera mini selama 7 hari Untuk stop 

ketik OP OFF ke 3636 Bantuan bubungi *363#"119
 

dengan diterimanya SMS tersebut. Telkomsel kembali mengenakan biaya 

Rpl0.000.- (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Penggugat. Informasi melalui 

situs   resmi   Telkomsel   (   http://www.Telkomsel.com/operamini/value- 

added-services/2681-Opera-Mini.htmI) menyatakan sebagai berikut : 
 
 

SYARAT DAN KETENTUAN 
 
 
 
 
 

118Berdasarkan gugatan David Tobing tertanggal  12 September 2011, tentang kedudukan 
penggugat. Penggugat adalah Pelanggan jasa layanan komunikasi telepon seluler kartuHALO 
dengan nomor pelanggan +62 812 9899989 yang merupakan fasilitas berlangganan milik Tergugat 
dengan status pelanggan Pasca Bayar sejak tahun 2002. 
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1.  Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan KartuHALO. SImPATI, dan 
 

Kartu AS. 
 

2.  Layanan ini hanya berlaku untuk aplikasi Opera Mini resmi yang dapat 

diunduh di http://mini.opera.com 

3.  Untuk mendapatkan akses unlimited pelanggan waiib membeli paket vang 

tersedia. 

4.  Masa aktif paket berlangganan akan diperpanjang secara otomatis dan 

akan dikenakan tarif yang sesuai. 

5.  Layanan ini tidak berlaku pada saat international roaming. 
 
 
 

Permasalahan dalam hal ini adalah bahwa Penggugat menyatakan bahwa 

dirinya tidak pernah meminta diaktifkan aplikasi opera mini. tergugat dalam 

jawabannya menyatakan bahwa mereka menerima request (permintaan) dari 

Penggugat sehingga mereka mengaktifkan layanan Telkomsel. Terlepas dari 

jawaban Telkomsel dan bantahan dari Penggugat, maka perlu dianalisis terkait 

dengan penawaran yang telah dilakukan oleh Telkomsel kepada Penggugat. 

Dari pengakuan tergugat diperoleh keterangan bahwa pada awalnya 

penggugat  mengaktifkan  aplikasi  layanan  harian  blackberry  harian  yaitu 

*363#. Permintaan ini merupakan kode untuk mengaktifkan berbagai layanan 

yang dilayani oleh tergugat. Apabila seseorang melakukan pemanggilan ke 

nomor ini, maka sistem tergugat akan secara otomatis akan memberikan 

jawaban berupa enam (6)kategori layanan. Blackberry harian ada pada kode 

nomor 2 sementara aplikasi opera mini ada pada kode 4. Pada awalnya 

penggugat  mengaktifkan  kode  nomor  2     sebagaimana  diakui  baik  oleh 

tergugat dan penggugat. Setelah aktif, tergugat masih menerima permintaan 

yang sama, sehingga sistem tergugat menganggap bahwa hal tersebut adalah 

permintaan untuk mengaktifkan aplikasi opera mini. 

Terkait dengan bunyi pesan singkat yang dikirimkan oleh tergugat, perlu 

diketahui  bahwa  yang  yang  dimaksud  dengan     “Terimakasih  anda 

berlangganan Opera Mini Rp l0.000 Syarat/ketentuan herlaku hub *363#. 

Untuk stop ketik OP OFF ke 3636…” adalah bahwa aplikasi telah diaktifkan 

dan telah dikenakan biaya. Sementara lanjutan pesan singkat tersebut yaitu 
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“Download klik http:// mini.opera.com“ adalah bahwa apabila penggugat 

belum di install aplikasi opera mini, penggugat dapat mengunduhnya di tautan 

link tersebut. 
 
 
 
 

4.2 Analisa Kasus 
 
 

Penawaran yang diberikan oleh Telkomsel adalah bersama dengan pihak 

ketiga yaitu penyedia aplikasi layanan opera mini. Telkomsel adalah peneydia 

jasa telekomunikasi dan internet nya saja. Walaupun demikian Telkomsel 

jugalah yang menghubungkan opera mini dengan pelanggan termasuk 

Penggugat.    Hubungan hukum yang terjadi antara Telkomsel dengan 

Penggugat didasarkan pada hubungan kontraktual dimana Penggugat adalah 

pelanggan Telkomsel sementara Telkomsel adalah penyedia jasa layanan 

telekomunikasi. 
 

Hubungan kontraktual terjadi karena di dalam berlangganan layanan 

telekomunikasi yang disediakan Telkomsel terdapat sebuah perjanjian antara 

Telkomsel dengan Penggugat terkait dengan syarat dan ketentuan untuk 

berlangganan dengan Telkomsel. Penggugat. Syarat tersebut antara lain 

pemakaian sistem pasca bayar dimana tagihan akan dilayangkan setiap jangka 

waktu tertentu dan pelanggan berkewajiban membayarnya dengan cara yang 

telah ditetapkan oleh Telkomsel. 
 

Hubungan awal antara Penggugat dengan Telkomsel adalah berdasarkan 

perjanjian. Kesepakatan diperoleh sebelumnya ketika Penggugat, mulai 

memakai kartu HaLO yang dijual oleh Telkomsel. Penjualan kartu SIM 

merupakan penjualan secara tidak langsung dimana Telkomsel tidak menjual 

kartu tersebut secara langsung kepada pelanggan. Pelanggan 

mendapatkan/membeli  kartu  SIM  tersebut  dari  tempat  penjualan  resmi 

ataupun tidak. Oleh karena itu, penyedia layanan telekomunikasi melampirkan 

syarat dan ketentuan mengenai layanan mereka pada kertas yang berada pada 

kartu  SIM  tersebut.  Kesepakatan  terjadi  ketika  pelanggan  mengaktifkan 

nomor tersebut. 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



86 

Universitas Indonesia 

 

 

 

 
 
 

Dalam mengaktifkan nomor kartu SIM tersebut, pelanggan biasanya akan 

diperintahkan untuk mendaftar dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada 

petunjuk pemakaian yang ada dalam kertas kartu SIM. Dengan menelepon 

atau menghubungi pihak penyedia layanan agar nomornya diaktifkan, maka 

pelanggan menyetutujui syarat dan kondisi yang diberikan. Inilah kebanyakan 

proses terjadinya kesepakatan dalam penjualan kartu SIM oleh penyedia jasa 

layanan. 
 

Hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan pihak yang ketiga yaitu 

penyedia layanan Opera mini adalah ketika Telkomsel menghubungkan kedua 

belah pihak dimana penggugat menerima barang berupa aplikasi opera mini 

sementara pihak opera mini memberikan barang melalui perantaraan dari 

telkomsel. 
 

Perikatan  yang  terjadi  antara  telkomsel  dengan     opera  mini  adalah 

perikatan yang terjadi karena perjanjian. Pihak opera mini mengadakan 

perjanjian  kerjasama  dengan  telkomsel,  dimana  telkomsel  menyalurkan 

aplikasi milik perusahaan opera mini. 
 

Penawaran yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah ketika 

penggugat mengetik sms permintaan tersebut sebanyak dua kali, sehingga 

sistem  tergugat  mengartikan  permintaan  penggugat  tersebut  sebagai 

permintaan untuk mengaktifkan aplikasi opera mini. Ketika sistem tergugat 

menerima permintaan yang diajukan lewat sms tersebut, maka secara otomatis 

sistem tergugat akan mengirimkan kepada penggugat aplikasi yang di 

request/diminta.   Permasalahannya adalah apakah bentuk penawaran seperti 

ini termasuk kedalam bentuk penawaran negative option. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, suatu penawaran memiliki beberapa syarat untuk 

disebut negative option. 
 

Pertama perlu diperhatikan bahwa terdapat fakta penggugat memiliki 

hubungan dengan tergugat terkait dengan pelayanan jasa. Kemudian dalam 

hubungan ini bisa disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara mereka 
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adalah karena adanya perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing. 
 

Terkait dengan masuknya aplikasi opera mini tersebut, adalah hal yang 

berbeda yang tidak terdapat dalam perjanjian sebelumnya. Opera mini tersebut 

datang  ke  telepon  genggam  penggugat  setelah  penggugat  sedang 

melaksanakan perjanjian dengan tergugat. 
 

pada saat penggugat meminta aplikasi untuk diaktifkan , maka pada saat 

itu   terjadi   kesepakatam   diantara   mereka.   Pengiriman   aplikasi   kepada 

penggugat  hanyalah  sebuah  bentuk  penyerahan  barang  yang  dinamakan 

sebagai levering.    Proses penerimaan barang tersebut mengakibatkan 

munculnya perikatan diantara mereka. 
 

Dalam karya tulis ini tidak terlalu fokus pada masalah terjadinya hubungan 

antara  tergugat  dan  penggugat  (bagaimana  aplikasi  opera  mini  masuk  ke 

ponsel penggugat), tetapi akan lebih melihat hubungan yang terjadi diantara 

mereka setelah adanya perikatan diantara mereka tersebut (hubungan yang 

bersifat  on-going/kontinuitas  terkait  dengan  terjadinya  hubungan 

berlangganan opera mini ini. 
 

Sewaktu penggugat menerima pesan singkat yang menyatakan bahwa 

penggugat telah berlangganan, maka tergugat sebenarnya telah memberikan 

informasi karena telah jelas dalam pesan singkat tersebut, telah diberitahukan 

cara cara untuk menonaktifkan aplikasi tersebut. 
 

Yang kedua adalah fakta bahwa tergugat melakukan penarikan biaya 

pemakaian aplikasi kepada penggugat selama 9 kali. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penggugat mengetahui dan dianggap setuju karena selama 

9  kali penarikan tersebut, penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan. 

Pada saat diawal-awal penarikan biaya, penggugat beberapa kali menanyakan 

kepada tergugat melalui nomor layanan pelanggan milik tergugat untuk 

menanyakan kenapa dirinya dikenakan biaya terhadap aplikasi yang tidak 

dipakai  dan  tidak  diinginkan.  Tergugat  menyatakan  melalui  jawabannya 

bahwa penggugat bisa saja menonaktifkan aplikasi dengan tata cara yang telah 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



88 

Universitas Indonesia 

 

 

 

 
 
 

ditentukan dan dapat meminta uangnya yang telah terpotong tersebut. Pada 

kenyataannya, penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut. 
 

Penawaran yang dilakukan oleh tergugat dapat dikategorikan ke dalam 

penawaran dengan tipe negative option. Karakterisitik yang pertama adalah 

apakah ada Pre-existing relationship. Dalam hal ini, penggugat telah memiliki 

syarat ini dimana telah terjadi suatu  hubungan sebelumnya diantara mereka 

karena penggugat telah memiliki hubungan dengan tergugat sebelum 

penawaran ini dimulai yaitu berupa perikatan yang terjadi karena perjanjian 

pelayanan jasa telekomunikasi dari tergugat kepada penggugat dengan 

pembayaran pasca bayar. 
 

Perjanjian ini adalah Primary service diantara mereka karena perjanjian 

inilah yang mengakibatkan adanya perikatan diantara mereka dan inilah dasar 

dari tergugat menawarkan aplikasi opera mini kepada penggugat. Tidak 

mungkin tergugat menyediakan/menawarkan/mengrimkan layanan ini apabila 

penggugat tidak memiliki hubungan dengan tergugat. Secara tegas dapat 

dikatakan, aplikasi opera mini dapat sampai kepada tangan penggugat karena 

penggugat berlangganan layanan telkomsel bukan indosat atau operator seluler 

yang lain (hal ini dinamakan Values of complementary and primary services 

compared. Complementary service  dalam  hal  ini  adalah  layanan  /aplikasi 

opera mini itu sendiri. 
 

Notice prior to the offer atau pemberitahuan terlebih dahulu terhadap 

penawaran. Hal ini terdapat dalam bunyi pesan singkat yang diberikan oleh 

tergugat kepada penggugat pada saat mengaktifkan layanan. Pada setiap kali 

dilakukan perpanjangan otomatis layanan tersebut, maka pengguta mendapatkan 

Notice upon receipt atau pemberitahuan dalam tanda terima. Pemberitahuan ini 

didapatkan dalam bentuk pesan singkat dimana diingatkan lagi kepada penggugat 

bahwa dirinya dapat  menonaktifkan layanan tersebut apabila penggugat 

melakukan perintah yang diberikan oleh tergugat. 
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya hubungan dari 

penggugat   dengan   tergugat   adalah   perikatan   yang   terjadi   karena   adanya 
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perjanjian.   Bentuk   negative   option   yang   dilakukan   oleh   tergugat   kepada 

penggugat dapat dikaji dengan memperhatikan karakteristik tipe yang pertama, 

kedua dan ketiga. 
 

Penawaran dalam tipe pertama disyaratkan bahwa negative option itu sendiri 

ditawarkan apabila sebelum memulai perjanjian, secara terang dan jelas penjual 

telah menyatakan kepada pembeli bahwa penjual akan menerapakan metode 

negative option dan memberitahukan syarat dan ketentuan yang berlaku apabila 

pembeli menyetujui hal tersebut. 
 

Dalam tipa pertama ini telah disyaratkan adanya informasi yang jelas dan 

lengkap dari penjual kepada pembeli sebelum dicapainya kesepakatan. Apabila 

tidak ada kesepakatan, maka tidak ada hubungan hukum diantara mereka. Kasus 

ini tidak menggunakan tipe yang pertama karena jelas sama sekali tergugat tidak 

secara aktif melakukan penawaran kepada penguggat. Tergugat hanya bersifat 

pasif dimana tergugat hanya menunggu penggugat untuk meminta layanan opera 

mini diaktifkan. 
 

Bunyi pesan singkat yang diberikan oleh tergugat pada saat mengaktfkan 

layanan juga tidak secara jelas memberitahukan layanan seperti apa yang 

diberlakukan. Kalimat yang menyatakan ”untuk berhenti ketik OP OFF .. ” adalah 

pernyataan  bahwa  tergugat  menerapkan  bentuk  penawaran  dengan  negative 

option. Pemberitahuan ini kurang jelas, karena tidak semua orang mengerti akan 

konsekuensi dari syarat seperti ini. 
 

Terkait dengan tipe negative option yang ketiga. Sebenarnya sama dengan 

tipe yang kedua. Namun penawaran ini tidak dapat digolongkan ke dalam tipe 

ketiga. Hal ini disebabkan karena pada tipe yang ketiga tedapat ciri khas yaitu 

tidak adanya pemberitahuan secara tegas dan sama sekali tidak ada pemberitahuan 

kepada konsumen. 
 

Pemberitahuan jelas ada dalam kasus ini walaupun tidak lengkap dan 

cenderung samar. oleh karena itu, maka lebih tepat dikatakan bahwa bentuk 

penawaran yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat adalah bentuk negative 

option tipe kedua. 
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Dari   pembahasan   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   penawaran   yang 

diberikan kepada penggugat adalah termasuk ke dalam penawaran dengan metode 

negative option tipe yang kedua. 
 

4.3 Analisa kasus terkait dengan perikatan 
 

4.3.1 Perikatan  yang  terjadi  karena  perbuatan  melawan 

hukum 
 

Dalam kasus ini penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar perbuatan 

melawan hukum. Menurut penggugat, tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dimana tergugat telah melanggar hak subjektif dari penggugat 

karena melakukan penawaran dan pengikatan sepihak. pengikatan sepihak yang 

dimaksudkan oleh penggugat adalah pada saat aplikasi opera mini tersebut masuk 

ke dalam telepon genggam milik penggugat. 
 

Penggugat mendalilkan bahwa karena tidak adanya persetujuan dari 

penggugat, maka tergugat telah dengan bertindak sendiri dan tanpa persetujuan 

dari penggugat memasukkan barang yang tidak pernah dipesan atau diinginkan 

oleh penggugat kepada tergugat dalam perjanjian sebelumnya. Selain itu, terkait 

dengan perbuatan tergugat yang melakukan pembebanan biaya atas aplikasi yang 

tidak pernah di minta tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian 

materil sebesar Rp. 90.000,00. Kerugian ini memang ditimbulkan karena biaya 

yang dibebankan oleh tergugat dalam setiap akhir periode berlangganan yang 

telah ditetapkan terkait dengan layanan tersebut. 
 

Kerugian yang diderita oleh penggugat memang karena adanya perbuatan 

penarikan oleh tergugat terkait dengan pengaktifan aplikasi. Untuk membahas 

apakah  perbuatan  dari  tergugat  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  maka 

dalam analisis ini akan dikaitkan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan 

teori yang berkenaan dengan negative option. 
 

Unsur yang pertama dari perbuatan melawan hukum adalah adanya 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang dianggap melakukan perbuatan 

melawan hukum. Pada kasus ini jelas memang ada tindakan dari tergugat kepada 

penggugat dimana tergugat memberikan/mengaktifkan aplikasi opera mini kepada 
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penggugat. Dengan demikian dapat dikatakan memang terdapat perbuatan yang 

menjadi penghubung antara penggugat dan tergugat. 
 

Unsur   yang  kedua   dari   perbuatan  melawan   hukum   adalah   bahwa 

perbuatan  tersebut  melawan  hukum.  Penggugat  dalam  dalil  nya  menyatakan 

bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang 

lain. Selain itu, tergugat juga telah melanggar peraturan menteri komunikasi dan 

informatika  Republik  Indonesia  10/PER/M.KOMIFNFO/3/2007  dimana  pada 

Pasal 1 ayat 4 dan 5 peraturan ini yang dimaksud dengan: 
 

Ayat 4 : 
 

Fitur  adalah  fasilitas  layanan  tambahan  yang  diberikan  oleh  Penyelenggara 
 

Telekomunikasi; 

Ayat 5: 

Fitur berbayar adalah fasilitas layanan tambahan dikenakan biaya yang diberikan 

oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan. 

Penggugat ingin menyatakan karena tergugat melanggar peraturan yang 

merupakan peraturan tertulis yang merupakan peraturan perundang-undangan 

mengakibatkan tergugat sekaligus melanggar hak subjektif penggugat sebagai 

pelanggan  jasa  telekomunikasi  tergugat.  Penggugat  dalam  gugatannya 

menekankan dalam ayat 5 bahwa fasilitas berbayar harus dengan persetujuan dari 

pelanggan. 

Persetujuan sebagaimana telah dibahas dalam bab II terdiri dari beberapa 

macam dan dapat diartikan dari berbagai aspek yang terkait dengan perjanjian. 

Terdapat  beberapa  persetujuan  baik  yang  bisa  dilihat  dari  tindakan  yang 

dilakukan, pengakuan secara tegas maupun diam-diam oleh para pihak. 

Apakah tergugat memang melakukan suatu tindakan yang merupakan 

perbuatan melawan hukum, maka perbuatan memberikan aplikasi tersebut harus 

ditinjau dari negative option. 

Sebagaimana telah disimpulkan terlebih dahulu, bahwa perikatan yang 

terjadi antara penggugat dan tergugat (dalam complementary service) adalah 

merupakan penawaran negative option. negative option yang sangat mirip dengan 

hal ini adalah negative option tipe kedua. Tipe kedua dalam pembahasan teori 
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dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, tetapi dapat juga termasuk ke dalam 

hubungan kontraktual. 

Bentuk penawaran ini akan jatuh menjadi perbuatan melawan hukum jika 

memang  tidak  ada  informasi  dan  penawaran  diberikan  oleh  tergugat  dan 

penggugat tidak memberikan respon apa-apa. 

Kembali ke fakta yang sama-sama diakui oleh penggugat dan tergugat. 

Bahwa penggugat mengaktifkan layanan blackberry harian dan telah diaktifkan 

oleh tergugat. Kemudian datang lagi pesan singkat dari tergugat dengan format 

yang sama. Perlu diketahui bahwa penggugat menggirimkan kode *363#. Apabila 

kode ini dikirimkan maka akan terdapat beberapa pilihan termasuk layanan 

blackberry harian dan layanan opera mini. Karena  layanan blackberry hariannya 

sudah aktif, maka sistem tergugat membaca permintaan kedua tersebut sebagai 

permintaan layanan pera mini sehingga diaktifkan. Pada saat pengaktifan ini 

dimulai, tergugat langsung memberikan pesan konfirmasi kepada penggugat yang 

menyatakan bahwa penggugat telah resmi berlangganan dan memberikan syarat 

untuk berhenti berlangganan. Sampai pada tahap ini, memang terjadi perbuatan 

tergugat yang karena kelalaian sistemnya telah mengaktifkan layanan yang tidak 

diminta  atau  dipesan  oleh  penggugat.  Sampai  pada  tahap  ini  semua  unsur 

perbuatan melawan hukum telah ada pada tergugat kecuali unsur kerugian. Unsur 

kerugian  belum  terjadi  karena  penggugat  memakai  sistem  Pembayaran  pasca 

bayar. Dimana penggugat akan menikmati terlebih dahulu layanan baru kemudian 

diakhir periode Pembayaran tertentu dilakukan penagihan. 

Sesaat setelah melakukan pengaktifan, tergugat telah memberitahukan 

kepada penggugat bagaimana menonaktifkan layanan tersebut, sementara 

penggugat yang sudah mengetahui akan hal tersebut tidak melakukan apa-apa. 

Terlebih penggugat sampai empat (4) kali menelepon layanan pelanggan tergugat 

dan telah diberitahukan kepada penggugat terkait dengan penonaktifan tersebut. 

Tetapi  pada  akhirnya penggugat tidak  mau melakukan apa-apa karena 

beranggapan  dirinya tidak pernah memesan, seharusnya tidak perlu repot-repot 

untuk melakukan perintah dari tergugat. Seharusnya tergugatlah yang harus 

bertindak aktif. 
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Pada akhir periode dan telah jatuh tempo, maka penggugat menerima 

tagihan yang didalamnya terdapat tagihan atas layanan opera mini. Penggugat 

tetap melakukan Pembayaran walaupun tidak memakai layanan tersebut. 

Kemudian datang lagi pesan singkat dari tergugat yang menyatakan bahwa 

layanan  opera  mini  telah  diperpanjang  dan  memberitahukan  hal  yang  sama 

dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk hal ini, kembali penggugat 

melakukan Pembayaran. Hal ini berlanjut tersu menerus sampai terjadi Sembilan 

kali Pembayaran yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. 

Hal yang menarik dalam hal ini adalah pada saat penggugat melakukan 

tindakan menanggapi aplikasi yang masuk ke dalam ponsel nya. Periode pertama 

adalah ketika aplikasi tersebut masuk dan ada pemberitahuan dari tergugat. Dalam 

hal ini belum terdapat suatu tindakan dari tergugat yang menyebabkan kerugian 

kepada penggugat, karena biaya pemakaian aplikasi belum ditarik. Pada saat ini, 

yang dilakukan oleh penggugat adalah tidak melakukan apa-apa. Dalam negative 

option, hal ini bisa diartikan sebagai bentuk penerimaan terhadap apa yang 

ditawarkan oleh tergugat. 

Kemudian pada saat penggugat melakukan Pembayaran yang pertama 

sampai  yang  kesembilan.  Pada  periode  waktu  ini,  Pembayaran  merupakan 

tindakan dari penggugat untuk menanggapi penawaran yang diberikan tergugat. 

Periode ini dapat diartikan bahwa penggugat telah setuju dengan penawaran yang 

dilakukan oleh tergugat. Maka dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat karena penggugat dapat diartikan 

menyetujui secara diam-diam terkait dengan penawaran tersebut. 

Sebenarnya tedapat hal  yang unik dalam kasus ini. Kelalaian tergugat 

dalam   membaca   permintaan   aplikasi   yang  diminta   oleh   penggugat   dapat 

dikatakan tidaklah termasuk dalam perikatan yang terjadi sebelumnya. Hal ini 

dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sampai pada saat tergugat 

mengirimkan tagihan pertamanya kepada penggugat. Apabila pada saat itu 

penggugat tidak melakukan Pembayaran, maka penggugat dapat menyatakan ini 

adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa 

penggugat tidak menginginkan aplikasi tersebut, kemudian tergugat mengirimkan 

tagihan kepada penggugat. Pada penggalan waktu ini, maka seharusnya tergugat 
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dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Walaupun demikian, 

karena  akhirnya  penggugat  melakukan  Pembayaran,  maka  perbuatan  tergugat 

yang  secara  sepihak  tersebut,  diakhiri  oleh  penggugat  dengan  menerjunkan 

dirinya untuk masuk ke perikatan yang dibuat oleh tergugat. 

Dari pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak 

melakukan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  penawaran  dengan  negative 

option tipe kedua ini. Walaupun penggugat tidak menikmati atau memperoleh 

manfaat dari aplikasi ini karena memang penggugat tidak pernah meminta aplikasi 

tersebut, tetapi penggugat melakukan tindakan yang dapat diartikan menerima 

penawaran yang diberikan oleh tergugat tersebut. 

Penawaran dengan tipe negative option tipe kedua ini seharusnya menjadi 

perbuatan melawan hukum apabila penggugat tidak mau membayar biaya tagihan 

dari tergugat. Apabila penggugat menolak melakukan Pembayaran maka tergugat 

telah melakukan  suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara 

sepihak sehingga melanggar hak subjektif penggugat. Pelanggaran hak subjektif 

ini  adalah  pada  saat  tergugat  memasukkan  aplikasi  opera  mini  ke  ponsel 

penggugat tanpa persetujuan penggugat dan mengenakan biaya terhadap 

penggugat. Masuknya aplikasi opera mini ini juga karena kelalaian tergugat 

sendiri. Kerugian yang timbul sebenarnya adalah pada saat penggugat diminta 

untuk membayar aplikasi yang tidak pernah dia pakai. Ketika Pembayaran 

dilakukan penggugat, maka penggugat telah masuk dalam perikatan yang 

dilakukan oleh tergugat. 

Setelah melakukan Pembayaran pertama kali, berdasarkan fakta yang ada 

dalam persidangan, bahwa penggugat telah beberapa kali menelepon tergugat 

terkait dengan pembebanan tersebut. Dimana pada akhirnya penggugat 

mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Penggugat telah mendapatkan 

informasi yang cukup terkait dengan hal tersebut, tetapi penggugat tetap tidak 

melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu penggugat tidak dapat menyatakan 

bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dirinya 

karena dirinya telah menyetujui hal tersebut. 

kemudian apakah tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan 

hukum karena negative option sangat memanfaatkan kelemahan pihak lawan agar 
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terjebak dan akhirnya masuk ke dalam perikatan yang sengaja diciptakan oleh 

penjual tersebut?.   Penjual pada dasarnya tidak melakukan jebakan kepada 

pembeli. Hanya pada negative option tipe tertentu saja penjual benar-benar 

melakukan perbuatan melawan hukum. Tipe yang dimaksud adalah tipe yang 

ketiga 
 

Pada kasus ini, yag dipakai adalah tipe yang kedua dimana walaupun 

penawaran tersebut pada dasarnya bisa dikenakan perbuatan melawan hukum, 

namun dengan adanya informasi yang jelas dan hal ini diketahui penggugat, 

ditambah Pembayaran yang dilakukan penggugat terhadap penawaran yang 

diberikan tersebut, maka   tidak ada suatu perbuatan tergugat yang dapat 

digolongkan ke dalam perbuatan yang melawan hukum. 

Terkait dengan kerugian penggugat yang tidak menggunakan aplikasi 

tersebut, namun harus tetap membayar, penggugat dengan sadar melakukan 

Pembayaran  walaupun  sudah  mengetahui  informasi  yang  cukup  jelas  dari 

tergugat. Tergugat berhak menarik biaya tersebut karena penggugat tidak 

menghentikan aplikasi tersebut. 
 
 

4.3.2 Perikatan yang terjadi karena hubungan kontraktual 

Apabila dilihat dari hubungan kontraktual, maka penawaran dengan negative 

option ini adalah didasarkan pada primary service antara penggugat dengan 

tergugat.   Primary   service   sebagaimana   telah   diutarakan   diatas   adalah 

penggugat sebagai pelanggan jasa tergugat. Posisi negative option ini adalah 

pada  saat  tergugat  memberikan/memasukkan aplikasi  opera  mini  tersebut. 

Complementary service ini adalah akibat dari adanya primary service. Karena 

dasarnya adalah perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian diawal, maka 

hal yang dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian adalah akibat adanya 

kontrak. Maka dapat disimpulkan penawaran yang dimasukkan oleh tergugat 

ke penggugat adalah didasarkan pada kontrak. Kontrak tersebut sah atau tidak 

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dapat dicermati satu per satu. 

Yang pertama adalah kecakapan para pihak. Para pihak sebagai subjek 

hukum yang dapat melaksanakan perbuatan hukum dan mengerti serta dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini terlihat  pada saat penggugat 
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mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri Jakarta selatan dan dapat 

diproses. 

Yang kedua adalah kesepakatan. Apakah terdapat kesepakatan dalam 

hubungan ini atau tidak telah terjawab. Pada awalnya tidak ada kesepakatan 

antara para pihak mengenai perikatan yang terjadi karena masuknya aplikasi 

ini. Penggugat sama sekali tidak sepakat dengan tergugat . kesepakatan 

akhirnya tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dengan penggugat melakukan 

tindakan yang menunjukkan kesepakatan. Terlepas dari maksud penggugat 

adalah tidak pernah setuju, tetapi secara perdata, tindakan Pembayaran dapat 

diartikan sebagai tindakan menerima penawaran. 

Pada saat penggugat pertama kali membayar untuk aplikasi ini, maka 

terjadilah  kesepakatan  diantara  mereka.  Walaupun  penggugat  sebenarnya 

tidak  pernah  menyatakan  sepakat  dan  memang  sama  sekali  tidak 

menginginkan adanya perikatan tersebut, tetapi penggugat tetap melakukan 

Pembayaran. Hal inilah yang mengubah suatu perbuatan yang melanggar hak 

subjektif penggugat tersebut menjadi sebuah kesepakatan. 

Hal ini dapat dimengerti karena tergugat adalah sebuah perusahaan yang 

memiliki standar tertentu terkait dengan pelanggan. Tergugat tidak mungkin 

mengenali semua pelanggan sehingga mengetahui semua hal terkait dengan 

pelanggan termasuk penggugat. Disamping itu, penggugat telah diberitahukan 

informasi yang cukup sebagaimana terekam dalam pembicaraan antara 

penggugat dengan karyawan tergugat dimana telah dijelaskan secara terperinci 

dan sangat jelas diberitahukan oleh tergugat terkait dengan hak dan kewajiban 

dari penggugat. 

Yang ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu. Dalam perikatan yang 

terjadi ini, terdapat suatu hal tertentu yang diperjanjikan yaitu sebuah aplikasi 

opera mini dengan sistem pelayanan jasa untuk dapat melakukan aktifitas 

berinternet oleh tergugat kepada penguggat. Hal ini telah disinggung pada 

awal pembahasan. 

Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Apakah merupakan suatu 

yang halal yang mereka perjanjikan juga dapat disimpulkan. Jual beli aplikasi 

adalah hal yang lumrah dalam bisnis pelayanan jasa, terlebih lagi tergugat 
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langsung berhubungan dengan pihak ketiga sebagai pemilik sah(pemegang 

hak cipta dan pengembang )atas aplikasi tersebut. Dengan demikian empat 

unsur untuk dapat dikatakan lahirnya suatu perikatan yang terjadi karena 

perjanjian dapat dikatakan telah terpenuhi 

Perikatan dimulai ketika terjadinya kesepakatan. Demikianlah bunyi 

KUHPerdata yang menjadi dasar dari perjanjian. Pada kasus ini, kesepakatan 

lahir justru lahir tidak pada saat diberikannya penawaran, tetapi justru ketika 

tergugat menagih biaya kepada penggugat. 

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan tergugat yang 

memberikan penawaran dengan metode negative option adalah tidak 

merupakan perbuatan melawan hukum setelah penggugat melakukan 

Pembayaran. Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum pada 

saat  memberikan tagihan kepada penggugat atas  pembebanan biaya  opera 

mini  tersebut.  Setelah  penggugat  memberikan  Pembayaran  tersebut,  maka 

yang ada adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi sejak 

penggugat  melakukan   Pembayaran   sebagai   suatu   tindakan   yang   dapat 

diartikan sebagai tanda kesepakatan terhadap penawaran yang diajukan oleh 

tergugat. 

Kemudian apakah suatu hubungan kontraktual yang terjadi akibat tindakan 

penawaran seperti negative option ini yang didasarkan pada hubungan 

kontraktual (perjanjian) dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan 

hukum atau dapatkah dinyatakan sebagai tindakan yang merupakan perbuatan 

melawan hukum. 
 

Yahya harahap menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum lahir akibat 

perbuatan  orang  yang  merupkan  perbuatan  melanggar  hukum  atau 

onrechmatig (unlawful).120dengan demikian, apabila suatu perbuatan melawan 

hukum tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yang mengikatkan dirinya 

dengan pihak lain dalam sebuah perjanjian, maka tidaklah tepat jika hal 

tersebut dikatakan wanprestasi, sebab wanprestasi pada hakikatnya merupakan 

kelalaian  dalam  menjalankan  hal  yang  merupakan  kewajibannya  (prestasi 
 
 

120Yahya Harahap (a), Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, penyitaan, 
pembuktian dan putusan pengadilan, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 454. 
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sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdata). Hal ini lebih lanjut didukung oleh 

Suharnoko, S.H., MLI., melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa telah 

terjadi perkembangan dalam praktek putusan pengadilan dimana terjadi 

pergeserean teori. Teori yang dimaksud adalah bahwa KUHPerdata yang 

membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan 

kontraktual antara penggugat dan tergugat dan gugatan perbuatan melawan 

hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. 

Namun teori tersebut telah berkembang menjadi sebuah kesimpulan bahwa 

adanya   hubungan   kontraktual   antara   penggugat   dan   tergugat   tidak 

mengghalangi diajukannya perbuatan melawan hukum.121
 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya hubungan 

kontraktual harus digugat dengan wanprestasi, karena apabila salah satu pihak 

( dalam hal ini tergugat yang melakukan penjualan aplikasi opera mini kepada 

penggugat)melakukan suatu perbuatan yang tidak diatur dan tidak merupakan 

bagian dalam perjanjian, maka sebenarnya tidak ada perbuatan yang dapat 

dikatakan telah dilanggat oleh tergugat. Sehingga tidak ada wanprestasi dalam 

hal ini. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum. 
 

Tindakan yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum ini kemudian 

harus memenuhi syarat syarat suatu tindakan yang dapat dikatakan perbuatan 

melawan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun pada 

dasarnya ada hubungan kontraktual diantara para pihak, maka penggugat tetap 

dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat (hanya 

pada saat penggugat belum membayar untuk aplikasi tersebut dan belum 

mendapatkan informasi). 
 

Suatu  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  suatu  kontrak  atau  klausula 

haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah 

satu pihak. Sehingga apabila dibiarkan maka akan sangat menyentuh rasa 

keadilan  dalam  masyarakat.  Doktrin  ini  disebut  sebagai  doktrin  keadilan 
 
 
 
 

121 Suharnoko, op, cit., hal. 136. 
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(unsconscionability).122 Doktrin ini dapat diterapkan dalam kasus ini, karena 

dalam klausula yang diberikan oleh tergugat, penggugat tidak memiliki opsi 

yang menguntungkan atau seimbang, karena tergugat meminta tindakan aktif 

penggugat apabila ingin mengakhiri kontrak. 
 

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta 

pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah bahwa gugatan yang 

diajukan oleh penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini 

tampak   dalam   dalam   pertimbangan   putusan   yang   menyatakan   bahwa 

walaupun tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa penggugat 

mencampurkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan 

wanprestasi, namun majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat 

adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sudah jelas 

disebutkan dalam gugatan penggugat. 
 

Majelsi hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan 

gugatan pengguat tidak dapat diterima bukan karena penggugat 

mencampuradukkan gugatannya, melainkan karena alasan lain yang tidak 

berkaitan dengan jenis gugatan yang di ajukan (perbuatan melawan hukum 

atau wanprestasi) 
 

Hal   yang  perlu   dibahas   dalam   putusan   ini   adalah   majelis   hakim 

berpendapat bahwa gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan huukum. 

Apabila  dicermati  dengan  menggunakan  analisa  yang  telah  penulis 

kemukakan sebelum nya, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sama 

sekali tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, walaupun telah memasuki 

tahap pembuktian, namun karena eksepsi dari tergugat diterima oleh majelis 

hakim yang memeriksa maka, mengenai pembuktian perkaranyat tidak 

dilakukan pertimbangan. Oleh karena itu maka menurut analisa serta beberapa 

teori tentang negative option  yang telah penulis pakai dalam analisis, maka 

penulis  berpendapat  bahwa  apabila  kasus  tersebut  masuk  ke  dalam  tahap 

pertimbangan pembuktian, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang 
 
 

122  Munir Fuady, Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis, Buku II, (bandung: 
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 81. 
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dilakukan oleh tergugat dalam hal ini, karena perbuatan melawan hukum yang 

pada awalnya mereka lakukan telah hilang karena adanya penerimaan atau 

acceptance dari penggugat. 
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BAB 5 
 

PENUTUP 
 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Sesuai dengan pembahasan dalam karya tulis ini, maka dalam Bab terakhir 

ini, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap karya tulis ini sesuai dengan 

pokok permasalahan dan pembahasan kasus. Kesimpulan ini didasarkan pada 

analisis berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan oleh penulis, buku, serta 

bahan bahan lain yang menunjang analisis. Berikut ini adalah poin poin 

kesimpulan yang diperoleh: 
 

1.   Seorang produsen dikatakan melakukan pengikatan atau penawaran 

dengan metode Negative option apabila seorang penjual memberikan 

penawaran yang mensyaratkan baik secara tertulis maupun tidak, 

bahwa produsen tersebut akan memberikan penawaran dan 

mengirimkan barang atau jasa kepada pembeli/pelanggan secara terus 

menerus sampai pembeli atau pelanggan menyatakan secara tegas 

bahwa dirinya tidak menginginkan barang atau jasa tersebut. Diamnya 

pembeli atau pelanggan dalam menghadapi penawaran yang diberikan 

diartikan sebagai penerimaan terhadap penawaran. 

2.    Negative option adalah salah satu bentuk penawaran barang/jasa yang 

tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga termasuk dalam perikatan 

tak bernama. Negative option terdiri dari empat bagian yang 

diklasifikasikan sebagai tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga dan tipe 

keempat. Tipe keempat merupakan perkembangan dari tipe yang 

pertama. Negative option adalah merupakan bentuk perikatan apabila 

dikaji sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. 

Semua tipe negative option mengakibatkan perikatan baik itu 

hubungan kontraktual maupun perikatan yang terjadi karena undang- 

undang. 
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3.    Negative option dapat menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan 

menjadi suatu hubungan kontraktual tergantung dari terpenuhi atau 

tidaknya syarat-syarat terkait dengan sahnya suatu perjanjian. Syarat 

yang sangat penting untuk berjalannya suatu Negative option adalah 

adanya informasi yang jelas dan tegas dari penjual kepada pembeli. 

Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pengikatan akibat penawaran 

dengan metode Negative option tersebut adalah merupakan perbuatan 

melawan hukum. Yang menjadi perbuatan melawan hukum adalah 

Negative option tipe kedua dan tipe ketiga. Namun tipe kedua dan 

ketiga ini akan menjadi hubungan kontraktual apabila pembeli 

melakukan suatu tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai penerimaan 

terhadap penawaran yang diberikan. 
 
 
 
 

5.2 Saran 
 
 

Berangkat dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diangkat 

sesuai dengan karya tulis ini adalah: 
 

1.  Perlu sosialisasi bagi masyarakat mengenai dampak dari Negative 

option  yang  membawa  mereka  ke  dalam  suatu  perikatan  yang 

nantinya jenis perikatan ini tergantung dari tindakan yang mereka 

lakukan dalam menanggapi penawaran dengan metode Negative 

option. Pembeli  harus  berhati-hati dalam  setiap  pembelian  barang 

yang mengisyaratkan adanya hubungan  lebih lanjut terhadap penjual 

mengenai barang yang dibeli. 

2.  Perlu   adanya   pengaturan   khusus   di   Indonesia   terkait   dengan 

pemberian informasi yang jelas terhadap setiap penawaran yang 

diberikan oleh penjual kepada pembeli, agar menyatakan penawaran 

dengan jelas dan tegas serta tidak mengandung makna yang 

membingungkan terkait dengan penawaran yang diberikan. Walaupun 

terkait dengan pemberian informasi yang jelas telah diatur dalam 

undang-undang perlindungan konsumen, tetapi diperlukan pengaturan 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



103 

Universitas Indonesia 

 

 

 

 
 
 

yang secara spesifik mengenai penawaran dengan Negative option, 

karena perkembangan penawaran ini yang cukup pesat di Indonesia. 
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.l:1brta. 12 Sc:ptember 20 II 
 
 

Kepada  Yan g Tc r h o rm llt. 
K ETliA PENGADI LA N NEG ER I .J AKA RTA SELATA:\ 
.Jal<'ln Ampcra Ra·n . o. 133 
J a ka rta Se l ata n 

 
 

Pe rih a l: G u gatan Perb uat <lll Me la w an H u kum 
THM!  n L t.FT:..,.. l:.-\:t   :.:ii<EP r·;T!;t AAN 

Deuga u h onnat,  PENGAOt! 1 r i· t.GEr:i    J'\ICt>,R I;. 81:L.nT;:.ru 
Ul BAWAH DAF:r.\R fiiC. 48$wrh. t; I'Jb/1.1;-Jj•t. JKT S.l 

lr:tlJGGAL  /3  & vnW J..6j(- 
S:wa  vanu:  bertanda t nmwn eli   bnwah ini.  Dav id   l\11.    L. Toli 
,. \li,okat. bcralamat di .lan (l. Rukun Tetnngga I 0. R tkun . 
Palmcriam. Kecamatan \latr 1111an. 

 
 

Dengan ini mengajukan Guga tan Perbuatan Melawan Hukum t erhc-1dap: 
 
 

J>T TELEKOMllNT KAST SELULER ("TELKOMSE L"). beralamnt di Wi smn Vluliu 
Lt.  Mezza nine. Jnlan Jenderal Gatot Subroto. .01omor  -l2 . .Ia kana  12710. selu njum:1 
disebut scbagai "Tt• rgu gat". 

 

 
Adapun dasar mcngajukan g.ugman ini diurail-:an s bagai 

 
 

 
 

 
I.   8ah\\·a Pt?nggugm adnlah Pelanggan jasa ln·a nan komuniknsi telepon seluler kanuH...JU > 

clengrm nomor  pe langgan -r6:2  81:2 9899989 ynng meru pakan fasili tas berlangganan milik 
Tergugat dengan status pelanggan Pasca Bayar  sej<'lk tahun 200:2: 

 

 
8ah\\a  sej<1k   tahun :2009. Pcnggugat juga  berlangganan fasilitas la:.·annn  Bla<:kberr 
Un l  im i ted dnri Tergug<H d im n n n dcngn n layannn tc rscbu t  Pen gguga t  dapat m ngguna an 
berbngai laynnan Bladbcrrsepuasnn. 

 
 

II. TETAG 
 
 

3 .        13ah''a   tergugat  Illl'rupakun   badan usaha yang n1elakukan  pen) elenggaraan layanan 
tclekomun ik nsi el i  wi l ayah h u kum Rcpubl i k l ndon .:sia scsuai  ck nga n  pasal I     <'lngkn ( 1   2) 
Und<'!ng-Unclang  omor 

 

 
.. Penyelengguru  lt!lekomwlikwi wlu!uh  keghtWil penyeclimm dlllt pdo.\Willll 

I<'Iek01111111 k misel1 i11gg<1 me1111111gki11k an 1erseIe11ggwm(I·a I<'leko11111nik 
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.V07 Vas Opera  \lob Opera  10 K I Rp. I0.000.00 
JOI07 U Va" Opera  lob Upcr:t Ill 1-. Rp. I  O.!HHl.OO 

 

I 

III.  TERGUGAT  MELAKUKAN PEA 
PERP.-\:\JA\'GA\' FASILITAS L.\ \'AA.!'\ T.-\\IBAHA!\ OPERA  .vJJNI 
KEPADA PE!\GGL'GAT SECAR A SEPIH.-\K DA\' TA\'PA HAl 

 
-L  Bnhwa pnda hari Sabtu t nng.gal  16 Juli 20 II. Pukul JJJ. 

SMS (Short \lfessagc Scr vic) 
 
 

·-rerimakusih undu  herlungganun Ot>eru .\Jini  Rt>.  I fJ.(}(){)  -lwri.  s,·unlf  /..eh'nlltcm 
her/uku    huh 363 Cmuk  \lop   ke1ik OP OFF   ke  3(>3(> 
llllp  mini Ofh'ru. col// 

D()\1'11/oucl klik 

 
 

5. Bah\\'a  pada  bulan  t\g.ustus 20 II. Te rg.uga t     mengirimknn inlormasi  hiaya  tagihan 
pt.!ng.gunaan  kartu/1. J L< >     ·a 
tanggal I0 Agusn10 
biayn untuk fasilitaOpera ivlini sebagai berikut: 

....-------...--- ------.,..- - -   
Tangga l I Lokasi Pcrca kapnu  No mo r Tujtt<.l ll Dnrasi 

r---- ---;--- 
1 6/07/2011 Yns Opera Mob  Opem 10 K  I 

I Biaya .=) 
I Rp. I0.000.00 l 

I 
 
 
 

6.  Bnhwn pada bu1:1n  Sept('mber 20 II. rl..'rgugnt   meng.irimka n  informnsi biay<l  tagi han 
pcnggunra n kunuH -ILO   yang digtuwkan oleh  Penggug.at tnHuk periode pembayaran 
tanggal  I0 September 20 II s 1d  20 Seplc:mber  20 II. yn ng un tara  l ain  bcrisi   rincir n 
penggunaan biaya untuk lasilitas Opera Mini sebagai  berikut: 

 
 

Tanggal  Lo k a si Pe rcakapat:_j_!\o m o r Tuj u an  D urasi Riayn 
6108120 ll      Vas Op ra                      Opera lOK                                   Rp. I0.000.00 
I J/08/20 II   VaOpera Mob         Opera I0 K                                      Rp. I0.000.00 
20/08120 I I   I VaOpern 1'vlob               Up ra   o r,                       Rp.  I0.000.00 
708 011     \ .I'-  Opera \lob              Up ..·ra I0 K                               Rp. I0.000.00 
J 09 20 II     \ 'as Op ra                      ( >pnn I0 "-                               Rp. IO.OOU.OU 

 
 
7. Ba hwa pada hari Sabtu  tanggal  I 0 Sept ember  20 II. Pukul 00.06. Penggugat masi h 

mencrimn SMS (Short Mc:ssage Service) dnri Tergugat yang berisi: 
 

··Lr mnan                                                                                                 J ns· i111eme1   11111uk 
J>I.!IIWkuicm OperCI.\!ini ,l.!fumu - !Juri  { ·muk .\IUf> kt.!IIA  ( )[> ( JFF lit!  3t)3() Bcmlucm 
huhungi  *363= ·· 

 
 

Bah\\a  dengan   dit ..·rimana SyfS   ter..;d,ut. Tt'rgug<tl kemh:tli mt'ng.·twbn  hi nya 
Rp I 0.000.- ( sepu lu h  rt hu Rupiah) kc•pada P .·nggug/11 
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Pa l\et Ope ra l\1in i Tarif Ke  \\ord "( 'Tlll 
Ha rian 
vlingguan 

Rp. 2000   ha ri 
I Rp. I 0.000 , 7 hari 

I 1'-etik OP I kirim ke 3636 
K tik 

"'363:: 
"'363:: 

Bulman 
   Rp. 30.000   30 hmi Kcti"- OPJO kirim ke 3636 .. 363= 
 

8. Bnhwa  berdasarkan  inrormasi  yang  tcrdapat  dalam  \\cbsite  Tergugat  lkngan   alamat 
http:  ''"".tel"-omsl'lxl)l11 sen ices 1,1, nn:ln-l(l\ oritc -l 71 -0pcra<d' i ni.html  menjdaskan 
ba h wa fasili tas Op...:ra  tvl ini d il nkuknn sccara pakct yang sl.'lanjurnyn dijnbarkan scbag.a i 
bcrikut: 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
9.   Bnlm·a Tergugat telnh mclnku"-an penawaran dnn p!..!ngikatan sepiha"- dan tnnpa ha"- atas 

penggunaan l t!:'> ilitas Opt.:ra lini                  <  >pera  \lini   \·lingguan  tkngan  dikcrwkan 
tagihan  Rp1 0.000,00  (SL'pLd uh  ribu  Rupi:1h) dan  diperp<tnjang seca rn otomatis  tanpa 
sepengetahuan dan lk'rsctujuan Penggugat: 

 

 
1 \'.  PERBCATA'lELA\\ A:'\ Hl'KL., l TERGl GAT 

 
 

1 0. Balm·a scbagaimann bcrlnku dnlam Yurisprudcnsi scjak Putusan Hoge Rooc//1.)/1.) ..Jrre\1 
31 Januari  1919. tnl.!ngcnni  Pcrbuatnn  fd 
1365  KUII Pcrdata dun masih  bcrlnku  hingg.a saat  ini.  mala   Pcrbuatnn   Mcla wan 
Hulwm merupakan perh uiltan tichtk sa ja  m clan gga r  unthmg- u ndang ncgant , tetapi 
juga   termas uk   pada  asas   kes u silaan, l\cpat utan   dan    perhuatan ·ang  m cl an gga r 
undan g-und a n g yang  hl•rla lw,  mclanggar  hal, orang  lain Y•llt g bcrlaku, m cla n ggnr 
bak   ora n g  l a in  yaug dijam in  o l eh  hukum  :lt;IIJ  herte n tanga n  drngan  l\e\\ ajihan 
hulwm  si   pc m buat   atau   bcrtc ntangnn   dcngn n  ktsuila an,   dan   JH•r huat a n  yang 
bertentnn gu n dcngan  sikap  ya n g baik dalam  bt•rma syarnk.u un t ul.: m cm pcrha ti kan 
kepcntinga n o ran g lain : 

 
II .  Bahwa Tergugu t   t LI· ah mt.:lakukan Prbu<ttan  t-. klmnm   Hukum sebnguim:ma kcten tuan 

pasa l  13o5 !(l I ll PL·rdatn ya ng hc.:risi: 
 

 
··nap  perbuutc/11 melunggur l111kum. ·'ung lll<'lllht/\1 t1  kerugiun kepC!clu  H' orcmg    loin. 
/Jit!l!'£!iihkclll  orO/It!  yu11g  kurena  ,,J!ulnn a  lllt'llt'rhitkclll  kerugiw1 1111    lll<'llg!.!cllllikcm 

kerugiun tent'hlll .. 
 
 
A.  TERGUGAT   TELA H   MELAKl1 K..\   PERBllATA \IELAWAN    Hl'J<lfyJ 

OE NGA N      MELANGGAR     HAK    Sl.IBYEKTIF     PENGGUGAT     SEBAGA I 
PELA:'<lGGA 

 
11. Bah\·,a  Tergug:ll  tclah  melnkuk.m suatu  rangk:lian  perbunwn  bcrupa  mt.?mbuat 

pemm·arnn. pt'ngi h.Jt<111   St?pihak penggunaan  rai  j(,)..;   Iaa nan  tam bahan  Opera  :VI ini 
lingguan. 
mau  penagihan   nt.1-..    pcnggunaan   lnsilitas  ter-..ebut. tanpa   adana  per..,ctujuan d;1ri 
Penggugat se b;t g<t i     pd; ngg"1 
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13. Balm·a tcrkair dengan persetujuan pelanggan diarur dalam Pasal I  butir (-0 dan butir (5) 

Pera turan Mente ri Ko munikasi dan lnl'o rma tika Republik lnclonesia Nomor: 
I 0/PER/ivf.KOMr  "F0/3/ 007 
ya n g men yata ka n: 

 
 

J>asc!l 1 
··Dulam permuran ini yang dimak.\ud dengan: 
.f)  Fitur  ada/all  .ktsilitus   lu.1·anwl    wmhahan  yung  diht'rilwn  oleh  Pl!nyelcnggum 

Telekomuniku.\i : 
5) Fino· herho_mr udaluh  fwilitas lu_1'0!7on tamhahan dikenokan hiuya yang dihaikun 

o/eh penyelen!!gam 1elekomrmikusi ntns persetujunu  pelanggnn... 
 
 

1   4.  Bahwa berdasarkan i nlormasi yang terdapnt dalnm website Telkomsel clengan alamnt 
llllp:'' "\\W.tdkl)m.;;cl.com 1 operamini \·aluc-nddcd-sen iccs/2681-0pera-.\1in i .httnl. 
dijelnska n bnh,,·a: 

 
 

SYARAT DAN KETE"!TllAI\ 
I . Layanan ini dapa t  dinikmati oleh pelanggan KanuHALO. SimPATI. dan :Kartu AS. 
2. Layanan in i  han)a  berlaku untuk aplikasi Operu f\lini resmi  yang dapat diunduh di 

http: 11m.op..·. nu:um. 
3. U nruk  rncndaparkan  akscs  unlimitccl pelan ggan  \nljib  mcmbeli  pal.:et  vang 

tcrsedia. 
4. Masa  nktif  pnket  berl angganan  akan  dipcrpanjnng  scca ra  otom mis  dan  akan 

dikenakan tarifyang sesuai. 
5. Layanan ini ticl nk be rl a ku padn sam i nternarionalt\)nm i ng. 

 
 

Dnl am Syarat cl a n   Kere n tt wn tersebut  d ijelasknn bnhwn ··umuk   mem!UJ)arkun akses 
unlimited   pe!rmgga11  wajib membeli [Jakel ra11g  tersedia".  Dalam hal ini. Pcnggugal 
tidak pernah mel ak ukan pembelian tcrhadap paket Opera tvlini u <JIIO. 

 

 
15.  Ba h wa  Pen gguga t     tida k    dapnt  menggu naka n   rasili trts   layana n   Opera  Min i        karenn 

perangl--nt tclepon seluler BlackbetTmilik Penggugat tidal-- didukung dengan perangkat 
lunak dalam bentuk Ope r;.1 Mi ni. Hal ini dikarenakan Pengguga t  ticlak pernah menguncluh 
atau melakukan pembelian layanan h,ilitas Paket Opera ).lini dalam benruk apapun: 

 
 

1 6.  Balm·a  Pengguga t   tidak memerlukan fasilitas Ill) anan  tambahan bcrupa Paket Opera 
\tli n i    o  quo  d ikarcnakan Pcnggugar klah  mcnggunakn n  !rsi li tas  l aya na n   Blackberry 
Unl imited yang eli   dalamn ·a 
layanan Opera Mini: 

 

 
17.  Bahwa dengan  menggunakan i:-1silitns  laynna n Blac kberry U nlimited, Pengguga t    sucla h 

dnpat  menggunakan  layanan  BI3M. r:acebook. Twitter.  BrO\Ysing.  Push  Ema i l   dan 
berbagni layanan Blackberr:-'  lain sepuasnya. seh ingga  Peng.g.ugar  ticlak memerlukan 
lbsi litas layannn Paket Opera tvli ni \ l inggunn j/1- 
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I 8.    Ball\\ a  d ngnn                     Pt!nggugm rida"  p mah   mt!ngajukan p rmi           umuk 
bcrlangganan fasilitas la ·a1Uln 
Ielah mclakukan pcnawaran dan pcngikawn sccarn scpilwk dan ranpa hak: 

 
 

B. TERGllG AT TELA H \ I E LA:\GGAR KEWA.JI BAN Hl'Kl'J\ I N YA 
 
 

I 9.  Balm a  Tcrgugnt juga  tc:lah   membuat synra1-sa rat :111g    memaksn Penggug,ll yni ru 
dengan mcnca111umknn kalimat "umuA \lop kerik ( JJ> ( J/- F /..e 3o3o": 

 
 

:20.  13ahwa sehan1sn·n  Peng.gugat ridnk dibebanknn  untuk  m ngiriml-.an S\IS   berupa 
permintaan menolak atau berhenri berlanggnnan karenn r ngguga 
t i da k mengh endak i   l 1s 

 
 

:21.  13ahwa mcncantumkan  "ket·ajihun"  bagi Peng.gugnl untuk mcngi rimk<1n /memba las SMS 
agar  mennlak  mau  berhcm i     berlangganan ,iuga sring  dilnkukan  Tergugat  kepada 
Pelanggun lain )aitll dengan m nggunakan        "unrl·g" dan "nf{': 

 

 
Bah\\ a knta-k<tl:t "llllreg·· dan "c f(' 
pcna\\ar;-tn yang dih·nal deng;-tn metod ·· 
yang  mnna  pclanggan  yang  diw\\'arkan  scbuah  p nawaran   L)kh produscn harus 
mcmb rikan 
apabila tidnk ada kontinnnsi terscbut. maka pelnnggnn diang.gap rncncrima pcnawnrnn 
tersebut secnrn scpihnk oleh prod usen): 

 

 
).  13all\\n metode penm,·nran dengnn ··.\'eguti\'1!  ( Jprion"  adnlnh bentuk pcrbuarnn meln\\an 

hukum yang mcl nnggar hak subyektif Penggugnr sebagn i   Pelanggnn: 
 

 
:2-1. Ball\\a Tcrgugnt meLtnggar ke\\ajiban hukumna 

(3)     Ptra t umn    iVI tn teri      Komunikn-.i   Dnn    lnt'urnwtikd    Repuhlik    lndnn .:sia 
t\omor:    I 0/PER!rvi.K.OMI?\FO 3 ' 007    tent.111g     Penggunaan   Fitur   Bcrhaar     .Jasa 
Telekomunikasi ynng menyataknn: 

 

 
"f 3J  fen.t·t!lenggclru reh•kvmunika'i  Jl'ttjib terlebilt t!allll lu ment!apatka n versetujuan 

tenufi·, cfctn uwu  clt!11!!.W1 hn'llll<lll Jh' \'CIII  ,·ingkur rSJwrt .\/es.\ugt: 
Sal'ice S.\/S). duri pt!lunggun umuk menguk1i/kunjir ur herhc1_1 ar. " 

 
 

5. Bah\\'a l'r 
wmbahnn  d:m  pcrnbcbanan  scpihnk  k .:pada  Pcnggug.u  !>Cbagni    pdnngg.m  jnsn 
tckkomunikasi ata::.  biaya pcnggunaan t.t!>ilita.,  Ia,man t,unb,than tanpa p mb ritnhunn 
dan persellljunn dari Penggugat terlcbih dnhulu;fJ- 
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 -------4 

fir. 

\ '.  TJ.\'DAKA.\' TERG l' GAT TELAH  :\IE.\'YEBABKA.\'  K E Rl' (;JA.\'  BAGJ 
PE.\'GGl'GAT 

 
 

6. Bnlm·a  akibm  p :rbuawn  melawan  hukum  ang dilakukan oleh  T rgugat 
yang   rdah   diurnikan  di   atus.  Penggugat   t  lah  m :ndcrit:1  kerugian  ma11.:ril scbcsnr 
Rp90.000.- (sembilan puluh  ribu  Rupi:lh) yang akan diuraikan sebagai bc;rikut: 

 

 
Pe riode per  pakct = seminggu (7 hari)  Biaya per pt:ri o d e 

1 6'07/2011- :23 07/2011  Rp I0.000.00 
23 '07 '2011  - 3()107 2011  Rp 1 0.000.00 
30107/201 1 6/0X 2011  Rp I0.000.00 
6 10R120 I I - I 1'OS /20 I 1 

i------- -- ------ 
1 3/08/20 I 1 - 20/0St 20 I I 

r----------- 
20 r08120 I 1 - 2 7 '08 201 I 
27,08 2011-3 09   Oil 

Rp I0.000.00 
Rp I0.000.00 

Rp I0.000.00  I 
Rp I0.000.00  I 

3109120 I I - I0 '09120 I I Rp I0.000.00 

I0 09 '20I 1 - 1 7 09 20 1 1 Rp I0.000.00 

I JllMLAH  Rp90.000,00 
 
 

27.   Rahwa   kcruginn    Pcnt!gu at    tersehut   aknn   tc::rus    bertnmbah    sehngai   nkihnt    dari 
perpanjangan  l l'-ilita 
okh Tergugnt.  sl..'hingga meng 1kihatl--an 
jumlahnyn tidnk kurang dari Rp. I0.000.00 ( -; puluh 

 
 

28.   Balm·a perbumnn md:man hukum  yang dilakukan Tergugat  apabila uiteru:-.kan dan tidak 
dilarang dengan    segera   akan    menimbull--an    1--c.·rugian    kcpada    Pc::nggugat  scna 
ketidakpastian  hukum   dalam   layanan   tdckomunikasi.  SL'hingga   haruslnh  dihcntikan 

dcngan segcrn mdalui putusan pro·,isi: 
 

 
29. Bahwa   olch  karcna  Gugaran  Pcnggugar  didaa kcpada  bukti-bukti yang  akurm. 
 dcngan bcrpcdoman kcpada kct nrunn m maka Pcnggugnt nw lwn  kcpadn 

Pcng.luilnn  '\ g .Ti   .l.lk.lrl.l   s .·latan  men.Hal--an pUillSJll   dalam   pcrL1ra   ini   dap:ll 
dijn1ankan   terlchih  dahulu   \\<llnupun   ada  'crzet.  l':mding. kn a"i   ( 111/l'oerhu"r   hij 

 
\'OUI'/'OOcf). 

 
 

13crdasarkan hal-hal ang Ielah diuraiknn di ntns. r nggugnt 
Pcngadilnn   ege 
mcmberikan putusan dengnn amar putusnn sebagai hL•rikut: 

 
 

DALA .\l  PROVI S I 
 
 

:\Jcnghukum Tcrgugat  untlll \ m cn gh cntik n n fa.!oo il irn...  la yn nnn tamhahnn Opera  :\lini  yn ng 
dihcbankan kcpada  Ptngp:11gat scca ra  cp 
at'" fllsi li tll s h1ya """ tam bn h an  Opcrll I 
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DALA M POKOK  PERKA R A 
 
 

1.  Mengnhulkan gu gata n Pen gg u ga t un t u k se luruhna; 
 
 

2.  \len yatakan Te rg ugat tel a h rn el a k ukan  Perbu a ta n \I<.'I awan  llukum ; 
 
 

3.   Menyata lum  pcr hu ata n Tcrgugat yan g m cnawarkan , mengikat  secara  sepih a l<, dan 
m el alwkan pc r panj <tn gan  fasilita    l ayan a n tamba han  Ope ra :\Iini  scrara otomatis 
scrta  m claku kan  penagih a n dari  tanggal 16 .Juli 201 1 sa mpa i  d en ga n I 0 Septembe r 
2011 batal  d emi hul•um  dan  tidak  m cn gika t scca ra hu lwm; 

 
 

-L Menghukum  Te rgu gn t   untuk    tidak   m elalwl•an  pr nawaran ,  pen gikatan   s t·cara 
sepiha l<   dan   per p <lnjan gan   o tomatis   fasilita ·  l ayanan    ta mha h an   dalam   btntul< 
a papu n tanpa  pc rse tujuan  Pcl an ggan ; 

 

 
5.  :Vlenghukum   Tcrg ugat   un tuk    tidak    mcl a lwkau    pcuawa ran    fasilitas    la y anan 

tam bahan   d cngnn   m c tod c   "Negati ve  Opti on"   y an g   m c mhcbanlwn   pclanggan 
mclalmka n ko ntirmasi untuk  m cn ol ak ata u bcrhcnti  hcrlan gganan ; 

 
 
6.     :\len ghul\ um Tc rg u gat  un t ul• m emh ay nr ga nti 1\ e ru g ian  matc ril 1\ epa d a Pe n ggu gat 

se besa r Rp90.000,00 (se m b ilan pul u h rihu  Rupia h); 
 

 
7.      \Ien ghulwm  Tcrg u ga t untul\  m e m hnar gnnt i  k erugi:1n  i m a t <• ril k epada  Pen ggu g:lt 

sebesar  R plO.OOO,OO (sc puluh  rihu  Ru pit1h); 
 
 
8. J 

handing, kasasi d a n upa ya hulmm  l a inn ya ( ult vorbam· hij voormd); 
 
 

9.  l\Jen ghulwm  Tcrg u gat untuk  m cmb1·ar scl uruh  bin ya perl\ara. 
 
 
 

A ta u  apabi la Majelis Hnkim pnd n  Pt::ngacl il n n Negeri   J aka rt a Selatan h .! rpenda pn t   la in. mo h on 
putusan ya ng seaclil-acliln ya (ex aequo et bono). 

 
 

H o rm at Sa y<1, 
 
 
 
 
 
 
 
 

David 1. L. To bin g, S.H., ;\ l.K n. 
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Kepada Yth.: 
 

Majelis Hakim Dalam Perkara 
 

No. 485/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel 
 

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 

Jalan Ampera Raya No. 133 
 

Jakarta Selatan 
 
 
 
 
 

Kami yang bertanda Iangan di bawah ini Ignatius Andy, S.H., Santi Purnamasari,  S.H., Harvardy  M. 

Iqbal, S.H., M.H. dan Rando Purba, S.H., para Advokat dari kantor hukum IGNATIUS ANDY LAW OFFICES, 

yang beralamat di Equity Tower 11 floor, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190, dalam hal 
ini bertindak untuk dan alas nama: 

 
 
 

PT  TELEKOMUNIKASI  SELULAR,   suatu  perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  negara 
 

Republik Indonesia, yang beralamat di Wisma Mulia Lt. Mezzanine  -19 JJ. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 
 

12710 (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat") berdasarkan SuralKuasa Khusus tangga/ 12 Oktober 
 

2011 (suralkuasa asli Ielah disampaikan kepada Majelis Hakim). 
 
 
 

Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh David M.L. Tobing, 

S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "Penggugat"),  yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

dalam perkara No. 485/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal12 September 2011. 
 
 
 

Tergugat secara tegas menolak  seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara 

tegas dalam Jawaban ini. Jawaban Tergugat secara Jengkap adalah sebagai berikuy 
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A. DALAM EKSEPSI 

 
 

 
 
 

1.   Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena 

Penggugat menggabungkan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("gugatan PMH") dan 

gugatan  wanprestasi  dalam  perkara  ini.  Hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan  karena  Penggugat 

melanggar tertib hukum acara yang berlaku. 
 
 

2.  Penggugat  dalam  posita  dan  petitum  gugatannya  mendalilkan  bahwa  gugatan  aquo  adalah 

gugatan PMH, sebagai berikut: 

 
Butir 11 halaman 3 gugatan: 

 
 
 

"bahwa Tergugat telah me/akukan Perbuatan Me/awan Hukum sebagaimana ketentuan 
pasa/1365 KUH Perdata..." 

 
Butir 2 Petitum guqatan: 

 
"Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;" 

 

 
 

3. Namun demikian, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perkara aquo pada 

dasarnya timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai pelanggan (melalui 

pendaftaran) dan Tergugat sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi. Dengan demikian, 

gugatan Penggugat timbul berdasarkan suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai 

operator. 
 
 

4. Penggugat juga mengakui bahwa perkara aquo timbul dari hubungan keperdataan berdasarkan 

perjanjian yang kami kutip sebagai berikut: 
 
 

Butir 1 halaman 1 gugatan: 
 
 

"Bahwa Penggugat adalah Pelanggan jasa /ayanan komunikasi telepon selu/er 
kartuHALO dengan nomor pelanggan +62 812 9899989 yang merupakan fasilitas 
berlangganan milik Tergugat dengan status pelanggan Pasca Bayar sejak tahun 2002f 
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Butir 2 halaman 1 gugatan: 

 
"Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat juga berlangganan fasilitas layanan Blackberry 
Unlimited dari Tergugat dimana dengan layanan tersebut Penggugat dapat menggunakan 
berbagai layanan Blackberry sepuasnya." 

 
 

Gugatan yang didasarkan pada perjanjian adalah qugatan wanprestasi dan bukan gugatan PMH. 
 

 
 

5. Dengan demikian, Penggugat telah mencampuradukan gugatan PMH dan gugatan wanprestasi 

dalam perkara aquo. 
 
 

6. Yurisprudensi   Tetap   Mahkamah   Agung   secara   konsisten ·   melarang   penggabungan  atau 

mencampuradukan gugatan PMH dan gugatan wanprestasi ini, antara lain sebagai berikut: 
 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April1986: 
 

 
 

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji  tidak 
dapat dibenarkan da/am tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." 

 

 
 

7.  Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat telah melanggar tertib hukum acara 

karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat. 
 

 
 
 

 
 

1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan 

Penqgugat adalah kabur (obscuur libel). Hal ini karena: (i) dalil-dalil Penggugat dalam Posita 

maupun Petitum gugatan saling bertentangan; dan (ii) alasan dan dasar hukum gugatan Penggugat 

adalah salah. 
 

 
GUGATAN  PENGGUGAT  ADALAH 0BSCUUR LIBEL  KARENA  DALIL-DALIL PENGGUGAT  DALAM  POSITA 

MAUPUN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN 

 
 

2. Penggugat dalam halaman  1 gugatan menyebutkan bahwa Penggugat bertindak hanya untuk 

mewakili kepentingan diri sendiri dalam mengajukan gugatan aquo. Hal ini kami kutip sebagai 

berikutf 
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"Saya yang bertanda tangan di bawah ini, David  M.L. Tobing,  S.H., M.Kn.,  Pekerjaan 
Advokat,..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat." 

 
 

3.  Namun demikian, Penggugat dalam Petitum gugatan secara kontradiktif juga mendalilkan  seolah- 
 

olah mewakili pelanggan Tergugat lainnya dalam mengajukan gugatan ini, sebagai berikut: 
 
 

Butir 4 Petitum gugatan: 
 
 

"Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penawaran, pengikatan secara sepihak dan 
perpanjangan otomatis fasi/itas layanan tambahan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan 
petanggan;" 

 
 

Butir 5 Petitum gugatan: 
 
 

"Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penawaran fasilitas /ayanan tambahan 
dengan metode "Negative Option" yang membebankan pelanggan  me/akukan konfirmasi 
untuk menolak atau berhenti berlangganan;" 

 
 

4.   Lebih Ianjut, Penggugat dalam butir 14 halaman 4 gugatannya secara tegas mengakui keberlakuan 

syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Opera Mini. Dalam syarat dan ketentuan  tersebut telah 

diatur bahwa masa aktif paket berlangganan Opera Mini akan diperpanjang  secara otomatis tanpa · 

memerlukan persetujuan dari pelangqan yang kami kutip sebagai berikut: 

 
"SYARAT DAN KETENTUAN 

 
4. Masa aktif paket berlangganan akan diperpanjang secara otomatis dan akan dikenakan 
larif yang sesuai." 

 
 

5.  Namun  demikian,  Penggugat  dalam  posita  dan  petitum  gugatannya  justru  mendalilkan  bahwa 

perpanjangan paket Opera Mini seolah-olah harus berdasarkan penqetahuan dan persetujuan 

Penggugat. Hal ini kami kutip antara lain sebagai berikut: 

 
Butir 12 halaman 3 gugatan: 

 
 

"Bahwa Tergugat Ielah me/akukan suatu rangkaian perbuatan berupa membual penawaran, 
pengikatan sepihak penggunaan fasililas  /ayanan lambahan Opera Mini Mingguan, 
memperpanjang secara otomatis  waklu langganan serta melakukan penarikan alau 
penagihan alas penggunaan fasililas tersebut, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat 
sebagai pe/anggan;" 

 
 

Butir  4 Petitum  gugatan: 
 
 

"Menghukum Tergugal unluk tidak me/akukan penawaran, pengikalan secara sepihak dan 
perpanjangan otomatis  fasi/ilas layanan lambahan dalam benluk apapun tanpa 
persetujuan pelanggan;'f 
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6. Yurisprudensi Mahkamali Agung secara konsislen lidak  menerima gugalan  yang mengandung 

dalil-dalil yang saling bertenlangan baik dalam posila maupun pelilumnya,  anlara lain sebagai 

berikut: 
 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 720 K/Pdt/1997 tanggal9 Maret 1999: 
 

 
 

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung o/eh positum/ dalil-dali/ 
gugatannya yang diuraikan secara je/as, sehingga akan nampak adanya hubungan 
yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum 
dengan petitum, tidak ada atau tidak jetas, maka menjadikan gugatan tersebut ada/ah kabur 
sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus 
dinyatakan "tidak dapat diterima." 

 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1075 K/sip/1980 tanggal8 Desember 1982: 
 

 
 

'Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan 
posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima." 

 
 

7. Berdasarkan dasar hukum, analisa dan penjelasan di alas lerbukli bahwa gugalan Penggugalyang 

berisi pelilum dan posila yang saling bertenlangan sudah sepalulnya lidak dapaldilerima. 
 
 

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH 0BSCUUR LIBEL KARENA DASAR HUKUM GUGATAN ADALAH SALAH 
 
 
 

8.  Penggugaldalam posila gugalannya mendalilkan bahwa Tergugalmelakukan perbualan melawan 

hukum (quod non) alas dasar Peraluran Menleri Komunikasi dan lnformalika Republik Indonesia 

Nomor  10/PER/M.KOMINF0/3/2007 lenlang  Penggunaan Filur  Berbayar Jasa Telekomunikasi 

("PM No. 10/2007"). Namun demikian, dasar hukum Penggugaldalam perkara ini salah. 
 
 

9. PM No. 10/2007 lidak relevan dengan perkara aquo  karena peraluran lersebul secara spesifik 

berkailan dengan jasa leleponi dasar, bukan dalam konleks pengaklifan aplikasi lambahan seperti 

Opera Mini. Dengan demikian, dasar hukum gugalan Penggugal adalah salah dan lidak relevan 

dalam perkara aquo. 
 
 

10.  Berdasarkan seluruh penjelasan di alas, lerbukli bahwa gugalan Penggugaladalah kabur (obscuur 

libel).   Karena  ilu,  Majelis  Hakim  Yang  Terhormal  sudah  sepalulnya  menyalakan  gugalan 

Penggugallidak dapaldilerimal 
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1.  Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormallidak  menerima gugalan Penggugalkarena gugalan 

lersebul kurang pihak. Penggugal dalam gugalannya lidak  mengikulsertakan  pihak-pihak yang 

seharusnya dilibalkan yang mempunyai kailan langsung dengan luduhan-luduhan yang diajukan 

oleh Penggugat. 
 
 

2.  Penggugal dalam gugalan aqua  pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan  jaringan  dan 

jasa lelekomunikasi.   Dengan   demikian,   Penggugal   seharusnya   melibalkan    Kemenlerian 

Komunikasi dan  lnformalika  ("Menkominfo")  dan  Badan  Regulasi  Telekomunikasi  Indonesia 

("BRTI") sebagai pihak dalam perkara ini. 
 
 

3.  Hal di  alas  didasarkan pada Peraluran  Menleri  Komunikasi  Dan lnformalika  Nomor 
 

25/P/M.Kominfo/11/2005  lenlang   Perubahan  Pertama  Alas  Kepulusan  Menleri  Perhubungan 

Nomor Km. 31 Tahun 2003 lenlang Penelapan BRTI ("PM No. 25/2005") yang kami kulip sebagai 

berikut: 
 
 

Pasal 4 PM No. 25/2005: 
 
 

"Menteri  mempunyai  kewenangan   pembinaan  telekamunikasi   meliputi  fungsi  penetapan 
kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian." 

 
 

Pasal 5 PM No. 25/2005: 
 
 

"Untuk penyelenggaraan jaringan telekamunikasi dan penyelenggaraan jasa telekamunikasi, 
Menteri melimpahkan  fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada BRTI." 

 
 

4.  Berdasarkan kelenluan di alas lerbukli bahwa BRTI merupakan pihak yang mempunyai wewenang 

unluk  melakukan  pengawasan  di  bidang  penyelenggaraan  jaringan  dan  jasa  lelekomunikasi 

dengan bertanggung  jawab kepada  Menkominfo. Artinya, Menkominfo  dan  BRTI bertanggung 

jawab alas seliap benluk penyelenggaraan jaringan dan jasa lelekomunikasi yang dilakukan oleh 

Para Penyelenggara lelekomunikasi, lermasuk Tergugat. 
 
 

5. Dengan demikian, Penggugalseharusnya melibalkan Menkominfo dan BRTI sebagai pihak dalam 

perkara aqua. Namun demikian, Penggugallidak mengikulsertakan Menkominfo dan BRTI sebagaf 
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pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang 

pihak. 
 
 

6.  Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum acara 

sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini konsisten dengan 

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: 
 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal29 Desember 1998 menyatakan: 
 

 
 

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai sa/ah 
satu pihak da/am Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak di/akukan, maka Gugatan  tersebut 
mengandung cacat hukum "Piurium Litis Consorsium." 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 151.K/Sip/Sip tanggal13 Mei 1975 menyatakan: 
 

 
 

"Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang Jain. Karena 
Gugatan ini tidak /engkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para 
Penggugat harus/ah dinyatakan tidak dapat diterima..." 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan: 
 
 

"Gugatan dinyatakan tidak  dapat  diterima,  karena terdapat kesa/ahan formil mengenai 
pihak  yang  harus  digugat,  tetapi  be/urn digugat  sehingga  Gugatannya  tidak 
sempurna/tidak  /engkap..." 

 
 

7.   Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah 

kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima 

gugatan Penggugat. 
 
 
 
 

B.  DALAM POKOK PERKARA 
 
 

 
 

 
1.  Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat karena faktanya 

Penggugat Ieiah menyepakati aktifasi dan perpanjangan aktifasi layanan Opera Mini di telepon 

selular Penggugat. Hal ini karena Penggugat tidak pernah menghentikan (deaktifasi) sendiri atay 
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meminta penqhentian layanan Opera Mini kepada Tergugat. Berikut ini kami uraikan terlebih dahulu 
Jatar belakang aktifasi layanan Opera Mini tersebut. 

 
 
 

LATAR BELAKANG AKTIFASI PAKET OPERA MINI Dl TELEPON SELULAR PENGGUGAT 
 
 
 

2.  Pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 11.40.51 Penggugat mengirimkan permintaan  aktifasi paket 

Unlimited  Blackberry  Rooming  (UBR) melalui nomor akses *266# kepada Tergugat (permintaan 

pertama). Pengaktifan Paket UBR bertujuan agar Penggugat dapat menikmati akses Blackberry 

dengan tarif yang terjangkau ketika berada di luar negeri. 
 
 

3.  Sistem  komputer Tergugat mengaktifasi paket UBR tersebut dan mengirimkan  pemberitahuan 

aktifasi ke telepon selular Penggugat pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 11.41.34. Pemberitahuan 
tersebut kami kutip sebagai berikut: 

 
 

"Paket Unlimited 88 Roaming 1hari sudah aktif, berlaku di SingTel, Chn Unicom,  d/1 (lihat 
list Negara & opr di *266#) s!d 16107/2011 puku/23:59 W/8" 

 

 
 

4. Meskipun permintaan Penggugat telah diaktifasi, namun pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 23.33.04 

sistem komputer Tergugat menerima kembali permintaan aktifasi paket UBR melalui nomor akses 

*266# (permintaan kedua). Karena paket UBR atas permintaan Penggugat yang pertama masih 
 

aktif, sistem komputer Tergugat membaca permintaan yang kedua sebaqai permintaan aktifasi 

Opera Mini. Sehingga sistem komputer Tergugat mengaktifasi aplikasi paket Opera Mini (sebagai 

catatan, paket Opera Mini merupakan aplikasi perambah {browser) internet yang digunakan untuk 
mengakses layanan internet). 

 
 
 

5.  Kami mahan perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa setelah aktifasi paket Opera Mini, 

sistem  Tergugat  langsung mengirimkan pemberitahuan melalui short  message  service  (SMS), 
sebagai berikut: 

 
 

"Terimakasih anda berlangganan  Opera Mini Rp 10.000/lhari. Syaratlketentuan berlaku hub 
*363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Download klik http://mini.opera.com." 

 
 

6.   Berdasarkan   pemberitahuan   di   atas,   Penggugat   dapat   dengan   mudah   dan   sederhana 

menghentikan sendiri layanan Opera Mini apabila tidak menghendaki layanan tersebut, yaitu 

dengan mengetik OP OFF dan mengirimkan ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya apapun. 

Namun demikian, Penggugat tidak menghentikan layanan tersebut.f 
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7.  Lebih  lanjut,  Penggugat telah menghubungi layanan  pelanggan (customer  service)  Tergugat 

sebanyak 4 (empat) kali untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Opera Mini. 

Pihak Customer  Service  secara jelas telah memberikan informasi cara menghentikan layanan 

tersebut kepada Penggugat, namun demikian, Penggugat tidak menghentikan sendiri dan tidak 

meminta pembatalan aplikasi Opera Mini kepada Tergugat. 
 
 

8. Penyelesaian  suatu   permasalahan  antara   Penggugat  (sebagai  konsumen)  dan  Tergugat 

(perusahaan penyedia jasa telekomunikasi) dapat dianalogikan dalam hal seorang konsumen yang 

memesan Koran Kompas secara online kepada agen sebanyak 2 (dua) kali. Sistem agen tersebut 

membaca kedua permintaan konsumen sebagai permintaan Koran Tempo dan Koran Kompas. 

Dalam hal ini Penggugat dapat secara langsung meminta pembatalan pengiriman Koran Tempo. 

Konsumen ini tidak perlu mengajukan gugatan seolah-olah agen Koran melakukan perbuatan 

melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo. 
 
 

9. Lebih  lanjut,  perpanjangan  layanan  paket  Opera  Mini  berlangsung  secara  otomatis  tanpa 

memerlukan aktifasi ulang dari pelanggan. Hal ini telah diatur dalam syarat dan ketentuan 

berlangganan paket Opera Mini yang kami kutip sebagai berikut: 

 
" 
4. Masa aktif paket berlangganan akan diperpanjang secara otomatis dan akan dikenakan 
tarif yang sesuai." 

 
 

10. Dalam  setiap  perpanjangan,  Tergugat  juga   selalu  mengirimkan  kepada  Penggugat  SMS 

pemberitahuan perpanjangan berikut informasi mengenai cara menghentikan layanan tersebut, 

sebagai berikut: 
 

"Layanan OperaMini anda Ielah diperpanjang. Nikmati GRATIS internet untuk pemakaian 
OperaMini selama 7 hari. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Bantuan hubungi *363#" 

 
 

11. Dengan demikian, Penggugat dapat dengan mudah menghentikan sendiri layanan tersebut dengan 

mengetik OP OFF dan mengirim ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya apapun. Namun 

demikian, Penggugat tidak menghentikan layanan Opera Mini. 
 
 

12.  Tindakan Penggugat yang tidak menghentikan sendiri dan juga tidak meminta pembatalan aplikasi 

Opera Mini kepada Tergugat merupakan bentuk persetujuan diam-diam alas aktifasi dan 

perpanjangan aktifasi paket Opera Mini. Artinya, Penggugat secara diam-diam telah menyetujui 

aktifasi tersebut/ 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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13. Kesepakatan   diam-diam   merupakan   perjanjian   yang   memenuhi   syarat-syaral   perjanjian 

berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdala sehingga memiliki kekualan hukum yang sah dan mengikal 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini konsisten dengan Yurisprudensi Tetap 

Mahkamah Agung anlara lain sebagai berikut: 
 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 2178 K/Pdt/2008: 
 

 
 

" ...antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi transaksi yang menunjukkan bahwa 
sebenarnya dan sesungguhnya para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa 
perjanjian termaksud secara diam-cliam Ielah disetujui ..." 

 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 2178 K/Pdt/2008 tanggal12 September 2009: 
 

 
 

"Bahwa  sesuai  dengan  fakta  dipersidangan  terbukti  tidak  ada  pemberitahuan   dari 
Tergugat  I bahwa perjanjian Distributorship  tidak akan dilanjutkan  setelah tangga/ 31 
Desember  2003.  Lagi  pula  terbukti  bahwa  hubungan  dagang  antara  Penggugat  dan 
Tergugat I terus berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sete/ah lewat Desember 2003;" 

 
 

14. Berdasarkan kedua yurisprudensi di alas dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat yang tidak. 

menghenlikan  sendiri  dan  lidak  meminta  pembatalan  pakel  Opera  Mini  kepada  Tergugal 

merupakan bentuk perselujuan diam-diam dari Penggugat. Sehingga hal ini merupakan perjanjian 

yang sah dan mengikat diantara Penggugat dan Tergugat. 
 
 

15. Berdasarkan seluruh penjelasan di alas maka dalil-dalil gugalan Penggugat merupakan dalil yang 

salah dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugal sudah sepatulnya ditolak 

oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. 
 

 
 
 

 
 

1.  Kami mahan Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugalan Penggugalkarena PenggugalIelah 

melanggar azas itikad baik yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat. 
 

 
2. Ahli hukum J. Satrio, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari 

Perjanjian; Buku II, berpendapalbahwa seliap orang alau subjek hukum wajib memperhalikan azas 

itikad baik. Secara objeklif azas itikad baik dikaitkan dengan konleks kepatulan dimana seliap 

subjek hukum wajib menaati prinsip kepalulan alau kepanlasan yang berlaku di masyarakat.f 
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3.  Berdasarkan pendapalahli hukum di alas, Penggugaldalam perkara aquo melanggar azas ilikad 

baik karena: (i) Penggugal secara sengaja dan lidak palul membiarkan dan lidak menghenlikan 

aplikasi Opera Mini sedangkan Penggugaldapaldengan sangalmudah menghenlikan sendiri alau 

meminla Tergugal unluk langsung menghenlikan layanan tersebul; (ii) Penggugal mengajukan 

gugalan aquo lanpa  lerlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui musyawarah; dan (iii) 

Penggugal  secara  lidak  palul  menolak  berdamai  dengan  Tergugal  pada  saat  mediasi  di 

pengadilan. 
 
 

4. Kami mohon perhalian Majelis Hakim Yang Terhormal bahwa penyelesaian sualu permasa/ahan 

anlara Penggugal(sebagai konsumen) dan Tergugal (perusahaan penyedia jasa lelekomunikasi) 

seharusnya dapal diselesaikan melalui musyawarah lanoa  melalui forum litigasi!senqkela. Jika 

seorang pelanggan menganggap bahwa barang yang dikirim lidak sesuai dengan sertifikasi barang 

yang dipesan maka pelanggan cukup meminla perusahaan pengirim barang unluk menukar atau 

membala/kan pengiriman barang lersebut. Cukup dengan melode sederhana ini dan lidak ada 

perbualan melawan hukum dalam konleks ini. 
 
 

5. Penggugaljuga lidak menunjukkan ilikad baik karena menolak unluk berdamai di lingkalmediasi.. 
 

Bahkan, dalam sidang pertama perkara ini pada langgal 20 Oklober 2011, Penggugalsecara legas 

meminla Majelis Hakim unluk melanjulkan perkara ini langsung ke persidangan lanpa prosedur 

mediasi. Penggugalsejak awal lelah berkomilmen unluk menolak berdamai dengan Tergugat. 
 
 

6. Pasal 4 ayal(2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 lentang Kekuasaan Kehakiman menyalakan: 
 

 
 

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi sega/a hambatan dan 
rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." 

 
 

7.  Berdasarkan kelenluan di alas dapaldisimpulkan bahwa sislem peradilan wajib diupayakan agar 

berjalan sederhana, cepal dan dengan biaya ringan. Tergugal pada dasarnya bersedia unluk 

secara musyawarah dan mufakat. Namun demikian, Penggugalmenolak untuk melakukan mediasi 

dengan Tergugat. Hal ini jelas bertenlanqan dengan azas peradilan yang sederhana, cepal dan 

biaya ringan. 
 
 

8.  Berdasarkan se/uruh penjelasan di alas lerbukli bahwa Penggugallelah melanggar azas ilikad baik 

da/am perkara aquo. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormalsudah sepalutnya menolak 

gugatan Penggugal/ 
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1.  Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat karena Tergugat dalam 

menjalankan usahanya telah menerapkan mekanisme kebijakan yang baik untuk mencegah 

kerugian pelanggan. 
 
 

2. Jika ada keluhan pelanggan, maka Tergugat menanggapinya dengan serius dan segera melakukan 

klarifikasi kepada pelanggan bersangkutan dan pihak lain yang terkait. Tergugat juga menyediakan 

akses layanan call center 24 jam sepanjang hari secara gratis dengan akses 111 untuk pelanggan 

kartuHALO dan 116 (simPATI dan Kartu As) serta 128 khusus pelanggan korporat. 
 
 

3. Dalam  menjalankan aktivitas usahanya Tergugat  selalu menerapkan kode  etik  dan  menjaga 

kerahasiaan informasi pelanggan. Pijakan terhadap koridor hukum yang berlaku dan tidak 

memberikan toleransi alas terjadinya kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran 

aturan juga menjadi landasan bisnis Tergugat yang kini dipercaya lebih dari 104 juta pelanggan. 
 
 

4.  Tergugat bahkan secara berturut-turut telah mendapat berbagai penghargaan sebagai perusahaan 

telekomunikasi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang paling tinggi. 
 
 

5. Berdasarkan penjelasan di alas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan 
 

Penggugat. 
 
 
 
 

 
 
 

1.  Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat karena Tergugat sama 

sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun dalam perkara aquo. 
 
 

2. Tidak ada tindakan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan 

Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Hoge Raad dalam Arrest 31 Januari 1919 karena: (i) Tergugat tidak melanggar hak 

subjektif Penggugat; dan (ii) Tergugat tidak melanggar kewajiban hukum apapun dalam perkara inif 
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UNSUR·UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI 

 

 
 

3.  Pasal1365  KUH Perdala menyalakan: 
 
 

"Tiap  perbuatan   melanggar   hukum,  yang   membawa  kerugian   kepada   orang   Jain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti 
kerugian tersebut." 

 
 

4. Berdasarkan kelenluan di alas, sualu lindakan dapal dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum (onrechtmatige daad) apabila memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut: 

a.    Adanya perbuatan melawan hukum 
 

b.   Perbuatan melawan hukum lersebut dilakukan oleh Tergugal 

c.   Menimbulkan kerugian kepada orang lain 

d.    Adanya hubungan sebab akibat anlara perbualan dan kerugian 
 

 
 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di alas bersifat kumulalif sehingga Penggugat wajib 

membuktikan lerpenuhinya seliap dan semua unsur di alas di dalam gugatannya. Apabila salah 

satu  unsur  tidak lerpenuhi  maka  tuduhan tenlang  perbuatan  melawan  hukum  adalah  TIDAK. 
TERBUKTI. 

 
 
 

5.   Jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dilerapkan alau diuji pada perkara ini maka 

jelas terlihat bahwa TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 
 
 

a.   Unsur Pertama: Adanya Perbuatan Melawan Hukum 
 

Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum apapun dalam perkara aquo. 

Penggugat menuduh seolah-olah Tergugat melanggar PM No. 10/2007 dengan mencoba 

mendalilkan bahwa aktifasi dan perpanjangan aklifasi pakelOpera Mini tidak didasarkan alas 
persetujuan Penggugat. 

 
 
 

Namun  demikian,  PM  No.  10/2007 lidak  reievan  dengan  perkara  aquo  karena  peraturan 

lersebul   secara  spesifik  berkaitan  dengan  jasa  leleponi   dasar,   bukan  dalam   konleks 

pengaktifan aplikasi tambahan seperti Opera Mini. 
 
 

Selain itu, sesuai penjelasan kami dalam bagian I Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, aktifasi 

paket Opera Mini di telepon selular Penggugat terjadi karena permintaan aktifasi paket UBR 

sebanyak  2 (dua) kali dari Penggugat yang mengakibalkan sislem  Tergugal membacany1 
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sebagai perminlaan   aklifasi  pakel   UBR  dan   aklifasi  pakel   Opera Mini.   Sedangkan 

perpanjangan  aklifasi  pakel Opera  Mini berlangsung  secara  olomalis  sesuai  syaral dan 

kelenluan   berlangganan.  Dalam  konleks   ini,   Penggugat  lelah   menerima  aktifasi   dan 

perpanjangan aktifasi paket Opera Mini karena Penggugal lidak  menghenlikan sendiri alau 

meminla pembalalan aklifasi kepada Tergugat. 

 
Berdasarkan penjelasan di alas lerbukli bahwa unsur perbualan melawan hukum adalah TIDAK 

TERPENUHI. 
 
 

b.  Unsur Kedua: Perbuatan Melawan Hukum Tersebut Dilakukan  Oleh Tergugat 
 

Berdasarkan penjelasan di alas lerbukli bahwa Tergugallidak  melakukan perbualan melawan 

hukum apapun. Dengan demikian unsur kedua ini adalah TIDAK TERPENUHI. 
 
 

c.   Unsur Ketiga: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain 
 

Tergugalsama sekali lidak melakukan lindakan-lindakan yang merugikan Penggugat. 
 
 

Tunlulan ganli rugi dari Penggugalbaik ganli rugi maleriil (senilai Rp 90.000,-) maupun ganli 

rugi immaleriil (senilai Rp 10.000,-) adalah lidak berdasar. Tergugallidak melakukan perbualan 

melawan hukum dalam perkara ini sehingga Tergugal lidak  menimbulkan kerugian apapun 

kepada Penggugat. 

 
Lebih lanjul, lunlulan  kerugian immaleriil dari Penggugal bertenlangan dengan Yurisprudensi 

Telap Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971, langgal 2 Juni 1971 karena Penggugal lidak 

menjelaskan darimana asal kerugian lersebut. Hal ini kami kulip sebagai berikut: 

 
"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak 
menje/askan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya.  Dan 
Penggugat  tidak dapat  membuktikan  mengenai  jumlah/besarnya  kerugian  yang  dituntut 
dan harus dibayarkan kepadanya o/eh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti 
rugi ini, tidak dapat dikabu/kan atau ditolak oleh Hakim." 

 
 

Dengan demikian lerbukli bahwa unsur keliga ini adalah TIDAK TERPENUHI. 
 

 
 

d.  Unsur Keempat: Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian 

Berdasarkan penjelasan di alas unsur perbualan melawan hukum dan unsur menimbulkan 

kerugian kepada orang lain (Penggugal) lidak lerpenuhi. 

 
6.   Berdasarkan penjelasan di alas lerbukli bahwa lidak ada salu pun unsur-unsur perbualan melawan 

hukum lerpenuhif 
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TERGUGAT TIDAK MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT 
 
 

7.  Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat 

dengan menuduh  Tergugat  seolah-olah  melakukan  penawaran,  pengikatan  sepihak   dan 

perpanjangan layanan Opera Mini tanpa persetujuan Penggugat. Berdasarkan penjelasan kami 

dalam bagian I Jawaban Dalam Pokok Perkara ini terbukti bahwa dalil Penggugat ini tidak benar. 

 
Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Tergugat melanggar hak subjektif 

Penggugat dengan menuduh Tergugat seolah-olah menerapkan metode negative  option kepada 

Penggugat. Tuduhan ini juga tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak mengenal dan 

menerapkan metode negative option. Aktifasi Opera Mini pada prinsipnya bukan alas penawaran 

sepihak dari operator, melainkan alas permintaan pelanggan. 

 
Dengan demikian, Tegugat tidak melanggar hak subjektif Penqquqat dalam perkara ini. 

 
 
 

TERGUGAT TIDAK MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUM APAPUN DALAM PERKARA INI 
 

 
 

8.  Penggugat dalam gugatannya juga menuduh Tergugat melanggar kewajiban hukum Tergugat 

dengan mendasarkan pada PM No. 10/2007. Namun demikian, sesuai penjelasan kami di alas, PM 

No.  10/2007  tidak  reievan  dengan  perkara  aquo  karena  peraturan  tersebut  secara  spesifik 

berkaitan dengan jasa teleponi dasar, bukan dalam konteks pengaktifan aplikasi tambahan seperti 

Opera Mini. Dengan demikian, Tergugat tidak melanggar kewajiban hukum apapun dalam perkara 

ini. 
 
 

g.  Berdasarkan seluruh penjelasan di alas,  terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang 

Terhormat menolak seluruh Gugatan Penggugat. 
 
 
 

 
 

1.  Pasal163 Herziene lndonesich Reglement (HIR) menyatakan: 
 
 

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan 
untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus 
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.y 
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2. Selain ilu, Pasal 1865 KUH Perdala menyalakan:  

 

 
 

 
 

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang Jain, menunjuk pada suatu peristiwa, 
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." 

 
 

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdala di alas lerdapalprinsip bahwa "siapa 

yang  mendali/kan,  maka ia harus  membuktikan". Oleh karena ilu, dalil-dalil dalam Gugatan 

Penggugat wajib didukung oleh alal-alalbukti yang sah. 
 
 

3.  Namun demikian, Gugalan Penggugal lidak  didukung oleh alat-alal bukli yang sah. Dalil-dalil 

Penggugal hanya didasarkan alas pernyalaan sepihak. Dalam Gugalan Penggugal sama sekali 

lidak ada bukti bahwa: Tergugat lelah melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan 

kerugian lerhadap Penggugat. 
 
 

4. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata karena 

dalil-dalil dalam Gugalan Penggugaltidak didukung oleh alal-alalbukli yang sah dan relevan dalam 

perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepalutnya Majelis Hakim Yang Terhormalmenolak Gugalan. 

Penggugat. 
 
 
 
 

 
 

1.  Penggugat dalam butir 8 halaman 7 Pelilum gugalannya memohon kepada Majelis Hakim agar 

pulusan  dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun lerdapat  perlawanan 

(verzet), banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad). 
 
 

2.  Majelis Hakim Yang Terhormal palut menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Pengguggal 

karena tidak memenuhi syaral-syaralyang harus dipenuhi unluk sualu Putusan Serta Merta yang 

diatur dalam Pasal 180 (1) HIR dan Sural Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2000 

lentang Pulusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000"). 
 
 

3. HIR dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Pulusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) 
 

hanya dapaldijaluhkan antara lain apabilaf 
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b.   dikabulkannya  Gugatan  Provisionil  dengan pertimbangan  hukum  yang tegas  dan  jelas serta 

memenuhi Pasal 332 RV; atau 

c.   Gugatan  berdasarkan  Putusan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap (in kracht van 
 

gewijsde). 
 
 
 

Di dalam tuntutan Putusan Serta Merta Penggugat tidak ada bukti bahwa syarat-syarat tersebut di 

atas telah dipenuhi. Bahkan, Gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. 
 
 
4.   Kami mohon  perhatian  Majelis  Hakim  Yang  Terhormat  kepada  petunjuk  Mahkamah  Agung  Rl 

dalam SEMA No. 3/2000 yang menegaskan: 

 
"... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 
Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama 
untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati  dengan sungguh-sungguh 
syarat-svarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta 
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 
ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)..." 

 
 

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta 
 

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, menegaskan kembali: 
 
 

"Berhubung  dengan hal  tersebut, sekali   lagi  ditegaskan  agar  Maje/is  Hakim   yang 
memutus  perkara serta merta hendaknya  berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh 
memperhatikan dan berpedoman  pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA! No. 3 
Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionif 
terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) 
tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) 
harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang 
menyebutkan : 

 
"Adanya  pemberian  jaminan yang nilainya  sama  dengan  nilai  barang/objek eksekusi 
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabi/a ternyata dikemudian hari 
dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. 

 
Tanpa jaminan tersebut. tidak bo/eh ada pe/aksanaan putusan serta-merta." 

 
 
 

Pada kenyataannya,  Penggugat dalam perkara ini tidak menyertakan jaminan apapun seperti yang 

disyaratkan dalam ketentuan di atas. 

 
5.  Berdasarkan  uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan  Putusan  Serta  Merta dari 

Penggugat  bertentangan  dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya  Majelis 

Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta tersebut/ 
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Berdasarkan  alasan-alasan,  fakta-fakta,  bukti-bukti  dan  dasar-dasar  hukum  di alas  maka  dengan  ini 
 

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut: 
 
 
 
 

M ENGADI Ll: 

I.  Dalam Eksepsi : 

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 
 

2. Menyatakan  Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 
 

3. Menghukum  Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 
 
 
 
 

II.  Dalam Pokok Perkara : 
 
 
 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 
 

2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 
 

3. Menghukum  Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 
 
 
 

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat  lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex 
aquo et bono). 

 
 
 
 
 

Hormat kami, 
 

Kuasa Hukum Tergugat I PT Telkomsel 
 

                                                                    Santi Purnamasari, S.H.

 

Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H.  Rando Purba, S.H. 
 
 
 

124RPII  02 
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Jakarta, 24 November 201 I 
 
 

REPLIK PENGGUGAT 
Perkara No. 485/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel 

 
 

Antara: 
DAVID M.L. TOBING, S.H., M.Kn........................................... PENGGUGAT 

 
 

Melawan: 
PT TELEKOMUNIK.ASI SELULER ("TELKOMSEL") ...................... TERGUGAT 

 
 
 
 

Kepada Yang Terhormat, 
Majelis Hakim Perkara No. 485/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
JJ. Ampera Raya No. 133 
Jakarta Selatan 

 

 
Dengan hormat, 
Perkenankanlah saya, selaku Penggugat dengan ini menyampaikan Replik sebagai Tanggapan 
atas Jawaban Tergugat tertanggal 17 November 2011 dengan uraian dan alasan-alasan 
sebagai berikut: 

 
 

Bahwa  Penggugat  tetap  pada  Gugatan  tertanggal  12 September  2011 dan  menolak 
dengan  tegas seluruh  dalil-dalil Jawaban  Tergugat,  kecuali  jika secara  tegas diakui 
kebenarannya  oleh Penggugat. 

 
 

Bahwa  dari  Jawaban  Tergugat  terdapat   Fakta  Hukum  yang  membuktikan  bahwa 
Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut: 
1. Penggugat tidak pernah meminta atau mengaktifasi layanan tambahan dalam bentuk 

Opera Mini (Jawaban Tergugat halaman 8 butir 4); 
2. Tergugat mengaktifasi Iayanan tambahan Opera Mini secara sepihak meskipun tidak 

diminta oleh Penggugat; 
3. Tergugat  mengaktifasi  layanan  tambahan  Opera  Mini secara  sepihak  walaupun 

Kode Aktifasi yang dikirimkan Penggugat (quad non) berbeda dengan Kode Aktifasi 
Opera Mini; 

4. Tergugat  mengaktifasi layanan tamhahan  Opera  Mini pada saat Penggugat berada 
di luar negeri dan dalam status International Roaming, sedangkan dalam syarat dan 
ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Tergugat,  layanan  tambahan  Opera  Mini  tidak 
berlalm paua saat International Roaming; 

5. Tergugat  telah  mengenakan  biaya atas Jayanan tambahan  Opera Mini yang tidak 
diminta Penggugat sebanyak  Rp90.000 (sembilan puluh ribu Rupiah) sehingga 
menimbulkan   kerugian   bagi  Penggugat  karena   harus   membayar  tagihan   atas 
Jayanan yang tidak pemah diminta; 

6. Tergugat telah menghentikan layanan tambahan  Opera Mini secara sepihak 3 (tiga) 
harl   setelah   gugatan   diajukan,   tanpa   adanya   permintaan  penghentian dari 
Pen_g"gll'u..g,.a,.t. Jv 

I" 
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DALAM EKSEPSI 

 
 
I. PENGGUGAT    TIDAK    MENGGABUNGKAN   GUGATAN    PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SATU 
GUGATAN 

 
 
I. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat pada butir I, butir 3, 

butir 4, butir 5 dan butir 7, halaman 2 dan halaman 3, pada pokoknya menyatakan 
dalam gugatan, Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH) dan gugatan Wanprestasi dalam satu gugatan, dengan alasan-alasan sebagai 
berikut: 

 
 

1.1 Bahwa dari judul gugatan, posita dan petitum sudah sangat jelas bahwa gugatan a 
quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 

 
 

1.2 Bahwa pada butir 12 sampai dengan butir 18 gugatan a quo, Tergugat secara nyata 
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu membuat penawaran, pengikatan 
sepihak  penggunaan fasilitas  Opera  Mini  Mingguan, memperpanjang secara 
otomatis waktu langganan serta melakukan penarikan atau penagihan atas 
penggunaan fasilitas tersebut, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai 
Pelanggan; 

 
 

1.3 Bahwa berdasarkan fakta tersebut secara nyata tidak  ada kesepakatan terlebih 
dahulu antara Penggugat sebagai pelanggan dan Tergugat sebagai penyelenggara 
telekomunikasi untuk berlangganan Opera Mini; 

 
 

1.4 Bahwa dalam mengungkapkan dalil-dalil gugatan a quo, Penggugat tidak pernah 
mendasarkan pada suatu peijanjian tertentu dan tidak pernah mendalilkan bahwa 
Tergugat melakukan Wanprestasi; 

 
 

1.5 Bahwa rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yaitu: 
 
 

a. Tergugat melanggar Hak Subyektif Penggugat; 
b. Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban Hukumnya; 
c.  Tergugat telah melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian; 
d. Tergugat telah melanggar hukum khususnya Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 10/PERJM.KOMINF0/3/2007 
tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Te!ekomunikasi dan juga Pctsal 1365 
KUHPerdata serta Pasal 1367 KUHPerdata. 

 
 

1.6 Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidak menggabungkan antara Perbuatan 
Melawan Hukum dengan Wanprestasi, sehingga dalil eksepsi Tergugat pada butir I, 
butir 3, butir 5 dan butir 7, halaman 2 dan halaman 3 haruslah ditolak dengan Tegas;1/ 
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11.  GUGATAN PENGGUGAT  TIDAK  KABUR!TIDAK OBSCUUR LIBEL DAN 
DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM POSITA MAUPUN PETITUM TIDAK 
SALING BERTENTANGAN 

 
 

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 7 
halaman 3 sampai dengan halaman 5 dalil eksepsi Tergugat, pada pokoknya 
menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalil-dalil 
Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatan saling bertentangan, dengan alasan- 
alasan sebagai berikut: 

 
 

2.1. Bahwa pada butir 1 gugatan a quo telah Pimggugat jelaskan bahwa Penggugat 
sebagai pribadi dan juga selaku Pelanggan yang menggunakan jaringan 
telekomunikasi dan ataujasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Tergugat, 
seperti yang tercantum dalam Pasal I   butir (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor: 10/PER/M.KOMINF0/3/2007 tentang 
Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi yang menyatakan: 

 
 

"Pelanggan adalah  Perseorangan, badan  hukum, instansi pemerintah yang 
menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang 
berdasarkan kontrak" 

 
 

2.2. Berdasarkan peraturan a quo, Penggugat adalah perseorangan yang menggunakan 
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan o!eh 
Tergugat. Oleh sebab itu dalil eksepsi Tergugat butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan 
butir 7 halaman 3, halaman 4 dan halaman 5, haruslah ditolak: dengan tegas. 

 
 

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 8, butir 9 dan butir 10 halaman 5 dalil 
eksepsi Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah 
Obscuur Libel karena dasar hukum gugatan adalah salah, dengan alasan-alasan sebagai 
berikut: 

 
 

3.1. Bahwa Tergugat tidak membaca dengan teliti gugatan a quo, faktanya Penggugat 
telah mencantumkan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh 
Tergugat, yaitu pada Pasal 1 butir (4) dan butir (5) Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Repub!ik Indonesia Nomor: 10/PER/M.KOMINF0/3/2007 
tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 

 
 

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) dan butir (5) Peraturan Menteri Komtli!ikasi 
dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 10/PER/M.KOMINF0/3/2007 
tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi yang menyatakan: 

 
 

Pasall 
"Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
4)  Fitur adalah (asi!itas lavanan tambahan yang diberikan oleh Penye!enggara 

Telekornunikasifo 
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5)  Fitur berbayar adalah (asilitas lavanan  tambahan  dikenakan  biaya yang 
diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan. " 

 
 

3.3. Bahwa  pada bagian menimbang butir a  Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor: 10/PERIM.KOMINF0/3/2007 tentang 
Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi, menyatakan: 

 
 

"a.  Bahwa sebagai bentuk perlindungan konsumen tidak  dibenarkan adanva 
pembebanan sepihak oleh operator kepada pengguna jasa telekomunikasi 
atas biaya penggunaan (itur berbayar tanpa pemberitahuan dan persetujuan 
dart pelanggan;" 

 
 

3.4. Bahwa berdasarkan Informasi Biaya Penggunaan KartuHalo (KartuHalo Billing 
Statement) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada setiap periode 
pembayaran, Tergugat mencantumkan Lavanan  Tambahan   (Value Added 
Services) pada Ringkasan Biaya (Usage Summary) a quo; 

 
 

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia  Nomor:  10/PERIM.KOMINF0/3/2007 tentang  Penggunaan Fitur 
Berbayar Jasa Telekomunikasi sangat relevan dengan perkara a quo, sehingga 
dalil-dalil eksepsi Tergugat butir 8, butir 9 dan butir 10 halaman 5 harus ditolak 
dengan tegas. 

 
 
III.  GUGATAN  PENGGUGAT  TIDAK   KURANG  PIHAK   (PLURIUM   LITIS 

CONSORTIUM) 
 
 
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir I, butir 2, butir 4, butir 5, butir 6 dan 

butir 7 halaman 6 dan 7 dalil eksepsi Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa 
gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak 
mengikutsertakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") dan 
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI") sebagai pihak dalam perkara a 
quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

 
 

4.1. Bahwa  berdasarkan Pasa1 6  huruf  b  Peraturan  Menteri  Komunikasi Dan 
Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/1112005 tentang Perubahan Pertama Atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang dimaksud dengan tugas 
pengawasan adalah: 

 
 

"b.  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  jaringan  telekomunikasi  dan 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu : 

1) kinerja operasi; 
2) persaingan usaha; 
3) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. 
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4.2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Penggugat merasa tidak perlu untuk 
mengikutsertak:an  Kementerian Komunikasi dan  Informatika ("Menkominfo") 
serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI") sebagai pihak: dalam 
perkara a quo, oleh karena pihak: yang secara langsung melak:ukan Perbuatan 
Melawan Hukum adalah Tergugat  sendiri  sedangkan Menkominfo dan BRTI 
(sebagai regulator) tidak: mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat; 

 
 

4.3. Bahwa  lagi  pula  secara  hukum  Penggugat  mempunyai  wewenang  untuk 
menentukan siapa  siapa  yang   ak:an digugatnya.  Hal   ini   sesuai  dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3051K/Sip/1971,  tanggal 16 Juni 
1971, yang menyatakan: 

 
 

"Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang 
tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas 
hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk 
menentukan siapa siapa yang digugat" 

 
 

4.4. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil eksepsi Tergugat butir 1, butir 2, butir 4, 
butir 5, butir 6 dan butir 7 halaman 6 dan 7 harus ditolak: dengan tegas. 

DALAM POKOK PERKARA 

5.  Bahwa hal-hal yang telah Penggugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan 
yang tidak: terpisahkan dengan pokok perkara ini; 

 
 

6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak tegas 
seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali jika kebenarannya diakui secara tegas oleh 
Penggugat. 

 
 
I. PENGGUGAT  TIDAK  MEMPUNYAI  KEWAJIBAN 

MENGHENTIKAN SENDIRI LAYANAN OPERA MINI 
UNTUK 

 
 

7. Bahwa Penggugat menolak: dengan tegas butir 1 halaman 7 dalil Jawaban Tergugat, 
pada  pokoknya  menyatak:an bahwa  Penggugat telah  menyepakati  aktifasi dan 
perpanjangan aktifasi layanan Opera Mini dengan tidak pemah menghentikan 
(deaktifasi) sendiri atau meminta penghentian layanan Opera Mini kepada Tergugat. 
Faktanya, seperti yang telah Penggugat jelaskan pada butir 15 gugatan a quo, telepon 
seluler milik Penggugat tidak dapat menggunakan fasi!itas layanan Opera Mini, karena 
perangkat telepon seluler Blackberry milik Penggugat tidak  didukung  dengan 
perangkat lunak  dalam  bentuk  Opera   Mini,  Jagipula fungsi Opera Mini untuk 
Browsing tidak diperlukan Penggugat karena Penggugat sudah menggunakan fasilitas 
internet dengan  layanan Blackberry Unlimited. Sehingga Penggugat m"1asa tidak 
berkewajiban untuk   melakukan penghentian endiri   (deaktifasi)  atau  Meminta 
penghentian layanan Opera Mini kepada Tergugat;A4 
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8.  Bahwa berdasarkan infonnasi yang terdapat dalam website Telkomsel in casu Tergugat 

dengan a!amat http://www.telkomsel.com/operamini/value-added-services/2681-0pera- 
Mini.html, dijelaskan bahwa: 

 

 
SYARAT DAN KETENTUAN 
1. Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan KartuHALO, SimPATI, dan Kartu 

AS. 
2. Layanan  ini hanya  berlaku  untuk  aplikasi  Opera  Mini  resmi yang  dapat 

diunduh di http://m.opera.com. 
3. Untuk  mendapatkan akses  unlimited  pelanggan wajib  membeli paket  yang 

tersedia. 
4. Masa aktif paket berlangganan akan diperpanjang secara otomatis dan akan 

dikenakan tarif yang sesuai. 
5. Layanan ini tidak ber!aku pada saat international roaming. 

 
 

Bahwa syarat dan ketentuan a quo, mencantumkan aktifasi Jayanan Opera Mini hanya 
berlaku apabila pada perangkat telepon seluler telah diunduh aplikasi Opera Mini dati 
http://m.opera.com. Faktanya, Penggugat tidak pernah sekalipun mengunduh aplikasi 
Opera Mini. 

 

 
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan 

bahwa: 
 

 
"Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena  persetuiuan, baik  karena  undang- 
undang." 

 
 

I 0. Bahwa menurut pendapat dati Mariam Damz Badmlzaman dalam bukunya Aneka 
Hukum Bisnis, 1994, halaman 108, menyatakan bahwa: 

 
 

"a. Asas Konsensualisme 
Asas Konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi 
sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain 
perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum  sejak saat tercapainya 
kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pakok perjanjian. " 

 

 
Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Persetujuan  dan tidak  pernah  terjadi 
kesepakil!an  antara Penggugat dan Tcrgugat mengenai layanan tambahan Opera 
Mini, sehingga tidak ada akibat hukum yang mewajibkan Penggugat untuk melakukan 
penghentian (deaktifasi)  sendiri  atau  meminta penghentian !ayanan Opera Mini 
kepada Tergugat. Faktanya, Tergugat secara melawan hukum melakukan aktifasi 
Jayanan Opera Mini dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan penghentian sendiri 
(deaktifasi) atau meminta penghentian kepada Tergugat seolah-olah Penggugat telah 
sepakat (quad non) untuk menggunakan layanan Opera Mini a quo, sehingga dalil 
Jawaban Tergugat butir l halaman 6 dan 7 hams ditolak dengan tegas.tff 
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TERGUGAT TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA 
 
 
11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 4 halaman 8 da!il Jawaban Tergugat, 

pada pokoknya menyatakan pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 23.33.04 sistem komputer 
Tergugat menerima kembali permintaan aktifasi paket UBR melalui nomor akses 
*266# (permintaan kedua). Karena paket  UBR atas permintaan Penggugat yang 
pertama masih aktif, sistem komputer Tergugat membaca permintaan yang kedua 
sebagai permintaan aktifasi Opera Mini.  Sehingga sistem komputer Tergugat 
mengaktifasi aplikasi paket Opera Mini. Alasan-alasan Penggugat menolak dengan 
tegas sebagai berikut: 

 

 
11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

menyatakan: 
 

"Suatu perjarifian tanpa sebab, atau yang Ielah dibuat karena sesuatu sebab 
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. " 

 
 

11.2. Bahwa pada  butir 8  gugatan a  quo telah Penggugat jelaskan, berdasarkan 
informasi yang    terdapat    dalam    website    Tergugat    dengan    a!amat 
http://www.telkomsel.com/services/layanan-favorite/4371-0pera-Mini.html 
untuk   fasilitas   Opera  Mini   Mingguan   dilakul<an secara  pal<et    dengan 
menggunakan keyword "Ketik OP7 kirim ke 3636".!!.!l!!gan ·Menu *363#". 

 

 
Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah menggunakan Keyword Ketik OP7 
kirim ke 3636" dengan Menu *363#  untuk melal<ukan  al<tifasi  pakeL Opera 
Mini,  sehingga dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat 
melakukan aktifasi melalui nomor akses *266# adalah tidak benar karena *266# 
adalah nomor akses untuk aktifasi paket Unlimited Blackberry  Roaming 
(UBR) bukan untuk aktifasi Opera Mini; 

 
 

11.3. Bahwa  terdapat pengakuan  telah  terjadi  kesalahan  yang dilakukan  oleh 
sistem komputer  Tergugat karena  mengaktifasi layanan tambahan  (Opera 
Mini) yang tidak pernah diminta Penggugat. 

 

 
11.4. Bahwa  kalaupun benar (quad non)  Penggugat meminta layanan Unlimited 

Blackberry pada pukul23.33.04 maka sangat pasti pemilihan tersebut didahului 
dengan mcngetJk nomor akses *266# sedangkan menurut informasi dalam 
website Tergugat, untuk mengaktifkan Opera Mini, Pelanggan hams mengetik 
nomor akses *363#fo 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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11.5.  Bahwa  berikut ada1ah   tampilan  pertama  apabi!a Penggugat  mengetik  nomor 
akses *266# dan nomor akses *363#: 

 
 

*266# *363# 
1.  Paket Bridge Alliance I. Skype 
2.  Paket Asia-Aus 2. Blackberry 
3. Paket USA-Eropa 3. Flash Unlimited 
4.  Paket Timur Tengah 4. Flash Volume-Based 
5.  Paket Aplikasi 5. Opera Mini 
6. Contact Centre 6. Facebook & Chat 

- 7. Armor Life 
 

12. Bahwa berdasarkan informasi yang terdapat dalarn website Telkomsel in casu Tergugat 
dengan alarnat http://www.telkomsel.com/operarnini/value-added-services/2681-0pera- 
Mini.html, dijelaskan bahwa: 

 

 
SYARAT DAN KETENTUAN 
1. Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan KartuHALO, SimPATI, dan Kartu 

AS. 
2. Layanan ini hanya berlaku untuk aplikasi Opera Mini resmi yang dapat diunduh 

di http://m.opera.com. 
3. Untuk  mendapatkan  akses  unlimited  pelanggan  wajib  membeli  paket  yang 

tersedia. 
4. Masa  aktif  paket  berlangganan  akan  diperpanjang  secara  otomatis  dan  akan 

dikenakan tarif yang sesuai. 
5. Layanan ini tlduk berlaku pad a saat international  roaming. 

 
 

13. Bahwa aktifasi layanan Opera Mini yang dilakukan sepihak oleh Tergugat seharusnya 
tidak akan pemah terjadi, karena layanan tarnbahan Opera Mini tidak berlaku pada saat 
Inlernasional Roaming (pada saat aktifasi Opera Mini Penggugat sedang berada di 
Singapura (luar negeri) dan dalarn status International Roaming); 

 

 
14. Bahwa  dalil  Jawaban  Tergugat  pada  butir 5  halarnan 8 membuktikan  telah terjadi 

Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat melakukan aktifasi dan mengirirnkan 
layanan yang tidak pernah diminta oleh Penggugat; 

 

 
15. Bahwa pada  butir 4 dan  butir 5 halarnan 8 dalil Jawaban Tergugat  saling bertolak 

belakang. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut: 
 

 
"4.... .Tergugat menerima kembali  permintaan akti(asi paket UBR  melalui nomor 
akses *266# (vermintaan kedua). Karena paket UBR atas permintaan Penggugat yang 
pertama masih aktif  sistem komputer Tergugat membaca permintaan yang ked11a 
sebagai permintaan akti(asi Opera Mini,  sehingga komputer Tergugat mengaktifasi 
aplikasi Opera }vfini. · 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



Page 9 of 16 
File Name: Replik 

 

 

 
 
 
 

"5.....sistem Tergugat langsung mengirimkan pemberitahuan melalui short message 
service (SMS), sebagai berikut: 

 

 
Terimakasih  anda  berlanf!!!anan Opera  Mini  Rpl0.00017hari. Syarat/ketentuan 
berlaku hub  *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Download klik 
http://mini.opera.com." 

 

 
Bahwa faktanya, Tergugat secara melawan hukum melakukan tipu muslihat dengan 
membuat seolah-olah Penggugat melakukan registrasi layanan Opera Mini di luar 
negeri dengan menggunakan nomor akses *266#  (quad non), sehingga Tergugat dapat 
melakukan perpanjangan otomatis serta melakukan penagihan secara sepihak kepada 
Penggugat. Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dengan tegas dalil 
Jawaban Tergugat. 

 

 
16.  Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 6 dan butir 7 halaman 8 dan halaman 9 

dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan Penggugat dapat dengan mudah 
dan sederhana menghentikan sendiri Jayanan Opera Mini dan tidak meminta 
pembatalan apabila tidak menghendaki layanan tersebut dengan mengetik OP OFF dan 
mengirimkan ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya apapun. Faktanya, tindakan 
sepihak terbukti karena Penggugat tidak pemah merninta Jayanan tambahan a quo, 
seharusnya Tergugatlah yang menghentikan sendiri, karena telah salah mengirimkan 
Jayanan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; 

 

 
17.  Bahwa Penggugat MOHON AKTA kepada Majelis Hakim Yang Terhormat  bal1wa 

Tergugat pada butir 4, butir 5 dan butir 6 halaman 8 Jawaban Tergugat MENGAKUI 
bahwa Tergugat sengaja melakukan aktifasi paket layanan tambahan Opera Mini, 
melakukan pembebanan sepihak dan melakukan perpanjangan secara otomatis kepada 
Penggugat tanpa permintaan persetujuan Penggugat terlebih dahulu. Atau dengan kata 
lain, mengakui telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 
Bahwa  berdasarkan pengakuan-pengakuan di atas saja telah terbukti  bahwa 
Tergugat  SENGAJA melakukan  Perbuatan Melawan Hukum. Setelah adanya 
Perbuatan Melawan Hukum  ini maka timbullah  berbagai dalih yang dibuat-buat 
untuk   menghindar   dari   tanggung   jawab.   Berdasarkan ketentuan  Pasal  1925 
KUHPerdata pengakuan Tergugat tersebut mempakan bukti yang sempurna. 
Pasal 1925 KUHPerdata: 

 

 
"Pengakuan yang di!akukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna 
terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan 
seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. " 

 
 

Dengan   demikian   PERBUATAN  MELAWAN   HUKUM  telah   terbukti   dan 
Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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1 &.  Bahwa Pasal 1367 KUHPerdata, menyatakan; 
 
 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya 
sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang 
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya. " 

 

 
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata diatas, Penggugat meno1ak 

dengan tegas butir 8 ha1aman 9 dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan 
penye1esaian suatu   permasalahan  antara   Penggugat  (konsumen)  dan   Tergugat 
(perusahaan penyedia  jasa  te1ekomunikasi) dapat  diana1ogikan  dalam hal  seorang 
konsumen yang memesan Koran Kompas secara online sebanyak 2 (dua) ka!i. 
Faktanya, analogi yang dilakukan o1eh Tergugat keliru, sangat mengada-ada dan tidak 
ada maknanya sama sekali, karena Penggugat tidak pemah memesan Jayanan Opera 
Mini a  quo  dan  kesalahan tersebut disebabkan  o1eh karena sistem yang dimilik 
Tergugat, dengan demikian kesa!ahan tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat 
karena sistem tersebut berada  pada pengawasannya; 

 

 
20.  Bahwa Penggugat meno1ak dengan tegas butir 7, butir 9, butir 10, dan butir 11 ha!aman 

9 dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan Penggugatlah yang harus aktif 
untuk menghentikan Jayanan Opera Mini sehingga, apabila Penggugat tidak 
menghentikan layanan a quo, Tergugat dapat me1akukan perpanjang otomatis. Adapun 
alasan-a1asan Penggugat meno1ak ada!ah sebagai berikut: 

 

 
20.1. Bahwa sebagai perusahaan yang   besar dau merniliki sistem pcra1atan  yang 

canggih, seharusnya Tergugat tidak me1akukan  kesa1ahan dengan mengaktifkan 
layanan yang tidak diminta dan kalaupun kesa!ahan itu terjadi, Tergugatlah yang 
berkewajiban untuk melakukan koreksi bukan menya!ahkan Penggugat yang tidak 
menghentikan 1ayanan a quo; 

 

 
20.2. Bahwa tindakan Tergugat yang mengharuskan Penggugat untuk menghentikan 

1ayanan yang  tidak  diminta,  menunjukkan  kearoganan  dan  kesewenangan 
Tergugat sebagai suatu perusahaan yang melayani publik. 

 
 BAHWA  TERDAPAT      FAKTA      DIMANA      TERGUGAT      TELAH 

MENGHENTIKAN  LAYANAN   OPERA    MINI    TANPA   DIMINTAKAi 
PENGHENTIAN OLEH PENGGUGAT 

 

    
 
 

21.  Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 12, butir 13, butir 14 dan butir 15 
halaman 9 dan halaman 10, pada pokoknya menyatakan Penggugat secara dhm-diam 
menyetujui aktifasi Jayanan Opera Mini. Adapun alasan-alasan Penggugat menolak, 
sebagai berikut; 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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21.1.  Bahwa dalil Jawaban Tergugat  tidak dapat dipertahankan karena faktanya 
Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang te!ab 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawab 
Register  Perkara  Perdata  Gugatan  No.  485.Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel telab 
mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukurn, artinya, Penggugat 
keberatan dan tidak menyetujui aktifasi sepibak dan perpanjangan otomatis yang 
dilakukan o!eh Tergugat selama ini; 

 

 
21.2. Babwa apabila Penggugat menghentikan layanan dengan mengikuti petunjuk 

Tergugat, baru!ab hal tersebut dapat dikatakan suatu persetujuan diam-diam; 
 
 

21.3. Babwa pada hari Jurnat tanggal 16 September 2011, Penggugat menerima SMS 
dari Tergugat yang berisi: 

 
 

"Anda  telah berhenti berlangganan Opera Mini.  Bantuan hubungi *363#. 
Terimakasih. " 

 

 
21.4. Bahwa pengakhiran layanan Opera Mini dilakukan sendiri oleh Tcrgugat 3 (tiga) 

hari setelab gugatan didaftarkan yaltu tanggall3  September 2011; 
 
 

21.5. Babwa tindakan Tergugat yang menghentikan layanan Opera Mini setelab 
gugatan didaftarkan dan tanpa adanya permintaan penghentian dari Penggugat 
terlebih dabulu, menunjukkan Tergugat telab mengakui  kesalahannya  dan 
membuktikan babwa Tergugat telab melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 

 

 
21.6. Babwa penghentian ini juga tidak disangkal dan diakui sendiri oleh Tergugat 

melalui kuasa hukumnya pada saat memberikan keterangan pers. Hal yang sama 
juga teljadi  pada saat  sidang pertama pembacaan gugatan a  quo, dimana 
Penggugat menginformasikan adanya Penghentian sepihak dari Tergugat 
terhadap Jayanan Opera Mini. Hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat; 

 

 
21 .7. Babwa Tergugat telab mengakui menghentikan layanan tambaban Opera Mini, 

karena pada Jawaban Tergugat a quo tidak ada permintaan dari Tergugat untuk 
menolak Provisi Penggugat. 

 

 
II.  TIDAK ADA ASAS ITII(AD BAlK YANG DJLANGGAR PENGGUGAT 

 
 
22. Babwa Penggugat menolak dengan tegas butir I, butir 2, butir 3. butir 4, butir 5, butir 7, 

dan butir 8  halaman 10 dan halaman 11 dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya 
menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk berdamai dengan Tergugat di 
tingkat Mediasi. Faktanya, meskipun pada awalnya Penggugat tidak ingin menempuh 
prses  mediasi,  akan  tetapi  pada  akhirnya  Penggugat dengan  itikad  baik  tehth. 
!!m..,e,.,n"'e!!m,_.p,_,u"'h'-"p"'r"'os,e"'s-'m=ediasi  sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Mahkamft 
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Agung  Republik  Indonesia  Nornor   I    Tahun  2008  tentang   Prosedur   Mediasi   Di 
Pengadilan. 

 
 
23.  Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, itikad baik yang dimaksud adalah 
mengikuti proses mediasi, bukan terletak pada hasil dari mediasi. Hal tersebut tertuang 
dalam Pasal12 ayat (1) peraturan a quo, yang menyatakan: 

 

 
"(1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik" 

 
 

Bahwa Penggugat telah mengikuti semua proses mediasi dengan mengikuti syarat- 
syarat yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dalil Tergugat harus 
ditolak dengan tegas. 

 
 

24. Bahwa dalil Jawaban Tergugat yang selalu meminta Penggugat untuk menyelesaikan 
masalah dengan musyawarah dan perdamaian menunjukkan: 

 
 

1.  Tergugat telah mengakui kesalahannya namun menghindari proses penyelesaian 
sengketa di Pengadilan 

2. Tergugat ingin membayar ganti kerugian atas kesalahannya tersebut; 
3. Tergugat menganggap enteng Pelanggannya seakan-akan kesalahan Tergugat dapat 

begitu saja diselesaikan dengan penggantian uang. 
 
 

25.  Bahwa menggugat melalui forum litigasi/sengketa ke pengadiJan adalah hak setiap 
warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan Tergugat 
untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik. 

 
 

III. TERGUGAT       TIDAK       MENJALANKAN       USAHANYA       DENGAN 
MENGEDEPANKAN KENYAMANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN 

 
 

26.  Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir I, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 
halaman 12 dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan Tergugat menerapkan 
mekanisme kebijakan yang baik untuk mencegah kerugian Pelanggan. Faktanya, 
Tergugat telah melakukan suatu rangkaian perbuatan berupa membuat penawaran, 
pengikatan sepihak penggunaan fasilitas layanan tambahan Opera Mini Mingguan, 
memperpanjang secara  otomatis  waktu langganan serta melakukan penarikan atau 
penagihan atas penggunaan fasilitas tersebut, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu 
dari Penggugat. Sehingga dalil Jawaban Tergugat harus ditolak dengan tegas; 

 
 

27. Bahwa dalam Informasi Biaya Penggunaan kartuHALO (kartuHALO Billing Statement) 
periode pembayaran OJ  November 201 l s/d 10 November 201 I  dengan nomor invoice 
000400223861, tercantum tagihan sebesar Rpl.l25.500  (satu juta seratus dua puluh 
lima ribu lima ratus Rupiah) dari pihak TELKOMSEL in casu Tergugat untuk Jayanan 
tambahan 3G, HSDPA, GPRS, MMS, Wifi, dan Konten Premium tanpa diserta/f 
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dengan rincian penggunaan biaya yang menjadi dasar pengenaan tagihan !ayanan 
tersebut; 

 
 
28. Bahwa dalam Infonnasi Biaya Penggunaan kartuHALO (kartuHALO Billing Statement) 

periode pembayaran 01 November 2011 s/d 10 November 2011 dengan nomor invoice 
000400223861, Penggugat juga mendapatkan Diskon Data (Data Discount) senilai 
Rp!.l25.320  (satu juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) (CR) 
dari pihak TELKOMSEL in casu Tergugat tanpa disertai dengan rincian penggunaan 
biaya yang menjadi dasar pemberian diskon data tersebut; 

 
 

29.   Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat di persidangan 
pada saat Tergugat mengajukan Jawaban "apakah pengembalian Diskon Data (Data 
Discount) tennasuk dalam pengembalian biaya !ayanan Opera Mini sebesar Rp90.000 
(sembilan puluh ribu Rupiah)" dan juga melakukan konfinnasi kepada costumer service 
(cs) Tergugat mengenai butir 26 dan butir 27 diatas, akan tetapi tidak mendapatkan 
jawaban yang memuaskan. Sehingga dengan demikian, dalil Tergugat yang menyatakan 
menerapkan mekanisme kebijakan yang baik untuk mencegah kerugian Pe!anggan tidak 
sesuai dengan fakta yang terjadi. 

 
 

IV.  TERGUGAT TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 
 
 

30. Bahwa Penggugat meno!ak dengan tegas butir 1, butir 2, butir 5, butir 7, butir 8 dan 
butir 9 halaman 12, halaman 13 dan halaman 14 dalil Jawaban Tergugat, pada 
pokoknya menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun 
alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut: 

 
 

30.1. Bahwa Tergugat telah secara sah melakukan Perbuatan Melawan Huktun yaitu 
melanggar ketentuan Pasal 2  butir  (3)  Peraluran Menteri Komunikasi Dan 
Infonnatika Republik Indonesia Nomor: 10/PER/M.KOMINF0/3/2007 tentang 
Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi yang menyatakan: 

 
 

"(3) Penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan 
persetuiuan tertulis dan atau dengan layanan pesan singkat (Short 
Message Service/SMS),dari   pelanggan    untuk   mengaktifkan  fitur 
berbayar. " 

 
 

30.2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal!367 KUHPerdata, yaitu: 
 
 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- 
barang yang berada di bawah pengawasannya. " 

 
 

30 3  B hwa 
jelaskan pada butir 7, butir 8, butir 9 dan butir 10 Replik PenggugatM 
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30.4. Bahwa Tergugat tidak  melaksanakan Kewajiban Hukurnnya seperti yang telah 
Penggugatjelaskan pada butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15 dan butir 
16 Replik Penggugat; 

 
 

30.5. Bahwa  akibat  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian 
materil sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) yang akan diuraikan 
sebagai berikut: 

 
Periode per paket = seminggu (7 bari)  Biaya per periode 

16/07/2011-23/07/2011 Rp10.000,00 
23/07/2011-30/07/2011 Rp10.000,00 
30/07/2011 - 6/08/2011 Rp10.000,00 
6/08/2011 -·13/08/2011 Rp10.000,00 
13/08/2011-20/08/2011 Rp10.000,00 
20/08/2011 - 27/08/2011 Rp10.000,00 
27/08/2011-3/09/2011 Rp1 0.000,00 
3/09/2011 - 10/09/2011 Rp10.000,00 

-- 
10/09/2011 -17/09/2011  Rp10.000,00 

JUMLAH  Rp90.000,00 _j 
 

30.6. Bahwa kerugian Penggugat tersebut akan terus bertambah sebagai akibat dari 
perpanjangan fasilitas 1ayanan tan1bahan yang dilakukan secara sepihak dan 
tanpa hak oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian imateril yang jika 
dinilai dengan uang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu 
Rupiah); 

 
 

30.7. Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  diatas,  Tergugat  secara  sah  dan 
meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, 
dalil Jawaban Tergugat harus ditolak dengan tegas. 

 
 

V. GUGATAN PENGGUGAT  TIDAK  BERTENTANGAN DENGAN PASAL 163 
HIR DAN PASAL 1865 KUHPERDATA 

 
 
31. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir I, butir 2, butir 3 dan butir 4 halaman 15 

dan halaman 16 dalil Jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan gugatan 
Penggugat bertentangan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal I 865 KUHPerdata. Faktanya, 
pemyataan Tergugat tersebut prematur karena perkara a quo belum sampai kepada 
tahap Pembuktian. Apakab  Kuasa  Tergugat   tidak  mengetahui  tahapan-tahapan 
dalam Hukum Acari! Perdata?; 

 
 

32. Bahwa dalil Tergugat a quo terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, oleh 
karena Pembuktian dalam proses persidangan perdata memiliki agemla persidangan 
tersendiri. Penggugat tidak dibebankan kewaiiban untuk mencantumkan hukti-bukti 
pada gugatan awal, sehingga dalil Jawaban Tergugat harus ditolak dengan tegas)t 
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VI.  TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVERBAR  BIJ VORAAD) TIDAK 
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU 

 
 

33.  Bahwa Penggugat menolak dengan tegas butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 halaman 16 
dan  halaman 17 dalil  Jawaban  Tergugat,  pacta pokoknya menyatakan permohonan 
Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
Faktanya, pacta gugatan a quo, Penggugat melandaskan Permohonan Putusan Serta 
Merta dengan berpedoman pacta Pasal 180 (I) HIR dan dengan bukti-bukti akurat yang 
akan Penggugat jelaskan secara detail di depan persidangan dengan agenda Pembuktian 
oleh Penggugat. Permohonan tersebut sangat relevan karena apabila Petitum yang 
dimintakan Penggugat tidak dilaksanakan secara serta merta, maka akan terus 
merugikan Penggugat; 

 
 

34. Bahwa  Tergugat  telah   menjalankan   Tuntutan  Provisi   yang  dimohonkan  oleh 
Penggugat. Tergugat telah menghentikan fasilitas layanan tambahan Opera Mini yang 
dibebankan kepada Penggugat secara sepihak dan tidak ri1elakukan penagihan lanjutan 
atas fasilitas Jayanan tamballan Opera Mini. Mohon agar Maje!is Hakim Yang 
Terhormat mencatatnya sebagai AKTA; 

 
 

35.   Bahwa Penggugat menolak selain dan selebihnya dalil-dalil jawaban Tergugat. 
 
 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis' HakJ.m pacta Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa daumengadili  perkara a quo berkenan mengeluarkan 
putusan sebagai berikut: 

 
 

DALAM EKSEPSI 
 
 

Menolak setiap dan seluruh  Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. 
 
 

DALAM POKOK PERKARA 
 
 

1.     Mengahulkan gugatan Penggugat  untuk seluruhnya; 
 
 

2.      Menyatakan Tergugat  telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 
 
 

3.  Menyatakan perbuatan  Tergugat yang  menawarkan, mengikat  secara  sepihak, 
dan  melnkukan   perpanjangan  fasilltas  Jayanan  tambahan  Opera  Mini  secara 
otomatis serta  melakukan penaglha:u uari  tanggal 16 Juli  20H  sampai dengan 10 
September  2011 batal demi hukum  dan tidak mengikat secara hukum; 

 
 

4.  Menghukum   Tergugat untuk   tidak   melakukan   penawaran, pengikatan   secara 
sepihak  dan  perpanjangan otomatis  fasilitas  Iayanan  tambahan  dalam  bentuk 
apapun  tanpa persetujuan Pelanggan;    · 
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5.  Menghukum  Tergugat  untuk  tidak   melakukan   penawaran   fasilitas  layanan 
tambahan  dengan metode "Negative Option" yang membebankan pelanggan 
melakukan konfirmasi untuk menolak atau berhenti berlangganan; 

 

 
6. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti   kerugian  materil  kepada 

Penggugat sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah); 
 
 

7.  Menghukum  Tergugat   untuk   membayar  ganti   kerugian  imateril  kepada 
Penggugat sebesar RplO.OOO,OO (sepuluh ribu Rupiah); 

 
 

8.  Menyatakan   putusan   ini  dapat   di   jalankan   terlebih   dahulu   meskipun  ada 
bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit vorbaar bij voorrad); 

 

 
9. MenghukumTergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 

 
 

Atau,  apabila · Majelis  Hakim pada  Pengadilan Negeri  Jakarta Se!atan berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 
 
 

Hormat Saya, 
PENGGUGA 
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Jakarta, 8 Desember 2011 
 
 

Kepada Ylh.: 
 

Majelis Hakim Dalam Perkara 
 

No. 485/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel 
 

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selalan 
 

Jalan Ampera Raya No. 133 
 

Jakarta Selatan 
 
 
 
 

Dengan hormal, 

T. +62  21 515 0350 
F. +62 21 515 0351 
www.ignatiusandy.com 

 
 

Unluk dan alas nama Tergugal dalam perkara perdala lersebul di alas, dengan ini kami mengajukan 
 

Duplik sebagai langgapan dan/alau sanggahan lerhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat. 
 
 

Tergugallelap mempertahankan dalil-dalilnya yang lelah diuraikan di dalam Jawaban dan dengan ini 

seluruh dalil-dalil lersebuldianggap sebagai bagian dari Duplik ini. 
 
 

Tergugal secara legas menolak dan menyangkal seluruh dalil Penggugal dalam Gugalan dan Replik 

kecuali lerhadap hal-hal yang diakui secara legas kebenarannya oleh Tergugat. 
 
 

A. DALAM EKSEPSI 
 
 
 
 

 
 

1. Tergugal lelap  pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugal bahwa gugalan Penggugal melanggar 

hukum acara sehingga gugalan  Penggugal sudah sepalulnya lidak  dilerima.  Hal ini karena 

Penggugal menggabungkan jenis gugalan Perbualan Melawan Hukum ("gugatan PMH") dan 

gugalan wanpreslasi dalam perkara inif 
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2. Dalil Penggugat  dalam Replik tidak mampu mematahkan dalil-dalil Tergugat bahwa Penggugat 

melanggar hukum acara dengan menggabungkan jenis gugatan PMH dan gugatan wanprestasi. 

Sebaliknya, Replik Penggugat justru mempertegas bahwa Penggugat mencampuradukkan gugatan 

PMH dan gugatan wanprestasi. 
 
 

3. Penggugat  dalam  posita  dan  petitum  gugatannya  mendalilkan  bahwa  gugatan  aquo  adalah 

gugatan PMH, sebagai berikut: 
 
 

Butir 11 halaman 3 qugatan: 
 
 
 

"bahwa Tergugat Ielah melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum sebagaimana ketentuan 
pasa/1365 KUH Perdata..." 

 
 

Butir 2 Petitum qugatan: 
 
 

"Menyatakan Tergugat Ielah melakukan Perbuatan Me/awan Hukum;" 
 
 

4.  Namun demikian, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perkara aquo pada. 

dasarnya timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai pelanggan dan Tergugat 

sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi. Hal ini berdasarkan (i) Formulir berlangganan Kartu 

Halo yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2003; dan (ii) 

Perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM Telkomsel yang ditandatangani oleh 

Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2003 (Bukti T-1). Dengan demikian, gugatan 

Penggugat timbul berdasarkan suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai operator. 
 
 

5. Penggugat juga mengakui bahwa perkara aquo timbul dari hubungan keperdataan berdasarkan 
perjanjian yang kami kutip sebagai berikut: 

 
 

Butir 1 halaman 1 guqatan: 
 
 
 

"Bahwa Penggugat ada/ah Pelanggan  jasa /ayanan komunikasi  te/epon selu/er 
kartuHALO dengan nomor pelanggan  +62 812 9899989 yang merupakan fasilitas 
berlangganan  milik Tergugat dengan status pe/anggan Pasca Bayar sejak tahun 2002;" 

 
 

Butir 2 halaman 1 guqatan: 
 
 

"Bahwa  sejak tahun 2009, Penggugat juga berlangganan  fasilitas  /ayanan Blackberry 
Unlimited dari Tergugat dimana dengan /ayanan tersebut Penggugat dapat menggunakan 
berbagai tayanan Blackberry sepuasnya.r 
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Butir 2.1 halaman 3 Replik: 

 
 

"Bahwa pada butir 1 gugatan a quo Ielah Penggugat je/askan bahwa Penggugat sebagai 
pribadi dan juga se/aku Pelanggan yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau 
jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Tergugat, seperti yang tercantum da/am 
Pasal  1  butir  (3)  Peraturan Menteri Komunikasi dan  lnformatika  Republik  Indonesia 
Nomor: 10/PERIM.KOM/NF0/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa 
Te/ekomunikasi yang menyatakan: 

 
Pe/anggan ada/ah Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan 
jaringan te/ekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang  berdasarkan kontrak."           · 

 

 
 

6.  Selain  itu,  Penggugat  dalam  halaman  2  gugatan  juga  menyebutkan  bahwa  gugatan  aquo 
 

didasarkan alas suatu perjanjian yang kami kutip sebagai berikut: 
 

 
 

"TERGUGAT MELAKUKAN PENAWARAN, PENG/KATAN PERJANJIAN DAN 
PERPANJANGAN FASILITAS LAYANAN TAMBAHAN OPERA MINI KEPADA 
PENGGUGAT..." 

 
 

Gugatan yang didasarkan pada perjanjian/kontrak adalah qugatan wanprestasi dan bukan gugatan 
 

PMH. 
 
 
 

7. Dengan demikian, Penggugat telah mencampuradukan gugatan PMH dan gugatan wanprestasi 

dalam perkara aquo. Hal ini melanggar hukum acara yang berlaku karena gugatan PMH dan 

gugatan  wanprestasi  merupakan  jenis  gugatan  yang  sangat  berbeda  satu  sama  lain,  baik 

mengenai sumber gugatan, dasar hukum, jenis tuntutan maupun bukti-bukti. Perbedaan-perbedaan 

ini kami uraikan secara ringkas pada bagan di bawah ini: 
 
 
 
 
 

Berawal                              R,;;;;; F t;-;F a danya 
Perjanjian  yang   diatur   dalam   perbuatan             melanggar 
Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini   ketentuan     hukum     yang 
terjadi berkaitan dengan adanya   berlaku  yang  menimbulkan 
dugaan  pelanggaran  terhadap   keruqian terhadap pihak lain. 
perjanjian. 

 

 
 

2  Pasal 1243 Jo. Pasal 1338 Perdata 
Gugatan Perdata. dan ketentuan lainnya yang 

relevan. 
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3  Jenis Tuntutan                   Hal yang dapat dituntut berupa:   Hal   yang   dapat   dituntut 

(i)      menuntut      pelaksanaan  berupa: (i) ganti kerugian; (ii) 
perjanjian; (ii) ganti kerugian; (iii)    pemulihan   pada   keadaan 
pelaksanaan perjanjian beserta   semula;  atau  (iii)  larangan 
ganti kerugian;     atau     (iv)   berbuat. 
pembatalan perjanjian. 

 
4  Bukti-Bukti                         Perjanjian   dan   bukti   lainnya   Suatu     perbuatan     (diluar 

yang relevan.                                 perjanjian) dan bukti lainnya 
yang relevan. 

 
 
 
 

Berdasarkan bagan di alas terbukti bahwa Gugatan PMH dan Gugatan wanprestasi merupakan 

jenis gugatan yang sangat berbeda sehingga masing-masing jenis gugatan ini tidak dapat 

digabungkan atau dicampuradukan dalam satu gugatan. Perbedaan dan pemisahaan ini secara 

konsisten telah diakui dan diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. 
 
 

8. Beberapa  yurisprudensi  secara  konsisten  melarang  penggabungan  atau  mencampuradukan 
 

Gugatan PMH dengan Gugatan Wanprestasi ini, antara lain sebagai berikut: 
 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal24 April1986: 
 

 
 

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak 
dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." 

 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 879 K/Pdt/1999 tanggal29 Januari 2001: 
 

 
 

"Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak 
dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji, karena kedua dasar 
hukum yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu perbuatan 
melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata dan  wanprestasi dalam pasal 1243 
KUHPerdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah 
berbeda." 

 
"Bahwa posita gugat didasarkan atas adanya perjanjian antara Penggugat dan 
Tergugat I dan Tergugat II namun petitumnya menuntut adanya Perbuatan Me/awan 
Hukum (PMH), dengan demikian petitum tidak didukung oleh positanya, sehingga dapat 
dikategorikan gugat yang tidak jelas (obscuur libel)." 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 720 K/Pdt/1997 tanggal9 Maret 1999: 
 
 
 

"- bahwa gugatan konpensi dari Penggugat asli/Pemohon Kasasi tidak sempurna, karena 
petitum  no.  6  yang  menuntut "ganti  rugi  akibat hilangnya  keuntungan yang  akan 
diperoleh" tidak didukung oleh posita gugatan no. 5 yang menyatakan bahwa "m<; kWt-- 
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gugatan   ini  adalah  tentang  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Para 
Tergugat dan Para Turut Tergugat!Para Termohon Kasasi;" 

 
- Bahwa dengan demikian gugatan tersebut tidak  jelas  dan  kabur  (obscuur libel)  dan 

harus  dinyatakan tidak dapat  diterima;" 
 

9.  Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat telah melanggar tertib hukum acara 

karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat. 
 
 
 

 
 
 

1.  Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur 

(obscuur  libel)  sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak diterima. Hal ini karena: (i) 

dalil-dalil Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatan saling bertentangan; dan (ii) dasar 

hukum gugatan Penggugat adalah salah. 
 

 
GUGATAN  PENGGUGAT  ADALAH  0BSCUUR LIBEL  KARENA  DALIL-DALIL PENGGUGAT  DALAM  POSITA 

MAUPUN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN 

 
2. Dalil  Penggugat  dalam  Replik  tidak  mampu  mematahkan dalil-dalil  Tergugat  bahwa  gugatan 

Penggugat adalah saling bertentangan dalam posita maupun petitum. Sebaliknya, Replik 

Penggugat justru semakin membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita dan 

petitum saling bertentangan. 

 
3.   Penggugat dalam halaman 1 gugatan menyebutkan bahwa Penggugat bertindak hanya untuk 

mewakili kepentingan diri sendiri dalam mengajukan gugatan aqua.  Hal ini kami kutip sebagai 

berikut: 
 

 
"Saya  yang  bertanda  Iangan  di bawah  ini, David  M.L.  Tobing, S.H., M.Kn.,  Pekerjaan 
Advokat,..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat." 

 
 

4. Namun demikian, Penggugat dalam Petitum gugatan secara kontradiktif juga mendalilkan seolah- 
 

olah mewakili pelanggan Tergugat lainnya dalam mengajukan gugatan ini, sebagai berikut: 

Butir  4 Petitum gugatan: 

"Menghukum  Tergugat untuk tidak melakukan penawaran, pengikatan secara sepihak dan 
perpanjangan   otomatis  fasilitas  layanan  tambahan  dalam  bentuk  apapun  tanpa 
persetujuan pelanggan;'f 
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Butir 5 Petitum gugatan: 

 
 

"Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penawaran fasilitas /ayanan tambahan 
dengan metode "Negative Option" yang membebankan pelanggan melakukan konfirmasi 
untuk menolak atau berhenti berlangganan;" 

 
 

5.  Dengan demikian, terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan karena tidak jelas 

kepentingan hukum siapa yang diwakili oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan aqua. 

Penggugat dalam Repliknya tidak cermat dalam memahami dalil Tergugat ini sehingga bantahan 

Penggugat tidak relevan terhadap dalil Tergugat. Penggugat hanya sebatas menjelaskan bahwa 

kedudukannya dalam mengajukan aqua adalah sebagai pribadi dan juga sebagai pelanggan. 
 
 

6.  Lebih lanjut, Penggugat dalam butir 14 halaman 4 gugatannya (dan diulang kembali dalam Replik) 

secara tegas mengakui keberlakuan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Opera Mini. Dalam 

syarat dan ketentuan tersebut telah diatur bahwa masa aktif paket berlangganan Opera Mini akan 

diperpanjang secara otomatis tanpa memerlukan persetujuan dari pelangqan yang kami kutip 

sebagai berikut: 
 
 

"SYARAT DAN KETENTUAN 
 

4. Masa aktif paket ber/angganan akan diperpanjang secara otomatis dan akan 
dikenakan tarif yang sesuai." 

 
 

7. Namun demikian, Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya (dan diulang kembali dalam 

Replik) justru mendalilkan bahwa perpanjangan paket Opera Mini seolah-olah harus berdasarkan 

pengetahuan dan persetujuan Penggugat. Hal ini kami kutip antara lain sebagai berikut: 
 
 

Butir 12 halaman 3 gugatan: 
 
 
 

"Bahwa Tergugat te/ah melakukan suatu rangkaian perbuatan berupa membuat 
penawaran, pengikatan sepihak penggunaan fasilitas layanan tambahan Opera Mini 
Mingguan, memperpanjang secara otomatis waktu /angganan serta me/akukan 
penarikan atau penagihan alas penggunaan fasilitas tersebut, tanpa adanya persetujuan 
dari Penggugat sebagai pelanggan;" 

 
 

Butir 4 Petitum gugatan: 
 
 
 

"Menghukum Tergugat untuk tidak me/akukan penawaran, pengikatan secara sepihak dan 
perpanjangan otomatis fasilitas layanan tambahan dalam bentuk apapun tanpa 
persetujuan pelanggan;T 
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8. Penggugat tidak membantah hal ini di dalam Repliknya sehingga Penggugat dianggap menerima 

 

dalil Tergugat ini. 
 
 

9.  Selanjutnya, Penggugat dalam halaman 9 Replik mendalilkan bahwa Tergugat merupakan pihak 

yang seharusnya menghentikan layanan Opera Mini di telepon selular Penggugat, sebagai berikut: 
 
 

"Faktanya, tindakan sepihak terbukti karena Penggugat tidak pernah meminta layanan 
tambahan aquo, seharusnya Tergugatlah yang menghentikan sendiri,. .." 

 
 

10.  Namun demikian, Penggugat dalam halaman 11 Replik justru menuduh Tergugat seolah-olah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menghentikan layanan Opera Mini pada 

saat Tergugat mulai mengetahui bahwa Penggugat mempermasalahkan aktifasi layanan tersebut 

(3 hari setelah Penggugat mengajukan Gugatan), sebagai berikut: 
 
 

"Bahwa  tindakan Tergugat yang  menghentikan layanan Opera  Mini setelah  gugatan 
didaftarkan dan tanpa adanya permintaan penghentian dari Penggugat terlebih dahu/u, 
menunjukkan Tergugat telah mengakui kesalahannya dan membuktikan bahwa Tergugat 
telah me/akukan Perbuatan Melawan Hukum;" -- quod non -- 

 
 

11. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten tidak menerima gugatan yang mengandung 

dalil-dalil yang saling bertentangan baik dalam posita maupun petitumnya, antara lain sebagai 

berikut: 
 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999: 
 

 
 

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung o/eh positum/ dali/-dali/ 
gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan 
yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum 
dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah 
kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, 
harus dinyatakan "tidak dapat diterima." 

 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1075 K/sip/1980 tanggal8 Desember 1982: 
 

 
 

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum  bertentangan 
dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima." 

 
 

12. Berdasarkan dasar hukum, analisa dan penjelasan di alas terbukti bahwa gugatan Penggugat yang 

berisi petitum dan posita yang salinq bertentanqan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.f 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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GUGATAN PENGGUGAT  ADALAH  0BSCUUR LIBEL KARENA  DASAR HUKUM GUGATAN  ADALAH SALAH 

 
 

13.  Dalil Penggugat di dalam Replik tidak dapat mematahkan dalil-dalil Tergugat yang membuktikan 

bahwa dasar hukum Penggugat dalam perkara ini adalah salah. 

 
14.  Penggugat dalam posita gugatan dan Replik mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan 

melawan hukum (quod non) atas dasar Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik 

Indonesia Nomor   10/PER/M.KOMINF0/3/2007   tentang   Penggunaan   Fitur   Berbayar   Jasa 

Telekomunikasi ("PM No. 10/2007"). 
 

 
15.  Kami mohon  perhatian  Majelis Hakim  Yang Terhormat bahwa PM  No.  10/2007  tidak  relevan 

dengan perkara aqua karena Peraturan tersebut hanya berkaitan dengan layanan Jasa Teleponi 

Dasar. Fasilitas layanan tambahan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (4) dan (5) merujuk kepada 

layanan tambahan yang secara spesifik hanya berkaitan dengan fitur-fitur layanan Jasa Teleponi 

Dasar sesuai Pasal 2 ayat (1) PN No. 10/2007, yaitu antara lain: (i) Kotak Suara (voice Mail box); 

(ii) Penerusan Panggilan (call forwarding); (iii) Antrian Panggilan (call waiting); (iv) Panggilan Tiga 

Pihak (Conference Call); (v) Nada Sambung Personal (RingBack Tone); (vi) lnformasi Detail 

Tagihan Jasa Telekomunikasi. 
 

 
16.  Sedangkan Fitur layanan tambahan Opera Mini tidak termasuk dalam layanan tambahan Jasa 

Teleponi Dasar karena jenis kedua layanan tambahan ini berbeda satu sama lain. Sehingga PM 

No. 10/2007 tidak reievan dengan fitur layanan tambahan Opera Mini. 

 
17.  Penggugat dalam Repliknya mencoba mendalilkan bahwa PM No. 1012007 relevan dengan perkara 

ini karena dalam informasi biaya (Billing Statement) yang didapatkan Penggugat dari Tergugat 

terdapat frase 'layanan tambahan' (Value Added Services). Dalil Penggugat ini adalah keliru dan 

sangat dangkal karena frase layanan tambahan yang tercantum dalam informasi biaya tersebut 

tidak serta merta mempunyai pengertian yang sama dengan layanan tambahan yang dimaksud 

dalam PM No. 10/2007. 
 

 
18.  Hal di atas terbukti karena jenis layanan tambahan yang tercantum dalam informasi biaya berbeda 

dengan  jenis  layanan  tambahan  Jasa  Teleponi  Dasar  tersebut  di  atas  (Bukti  T-2).  Dengan 

demikian, terbukti bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah salah dan tidak relevan dalam 

perkara aqua. 
 
 

19.  Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur 

libel).  Karena  itu,  Majelis  Hakim  Yang  Terhormat  sudah  sepatutnya  menyatakan  gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima; 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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1.  Tergugallelap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugalbahwa Gugalan Penggugaladalah kurang 

pihak sehingga Gugalan Penggugalsudah sepalulnya dinyalakan lidak dapaldilerima oleh Majelis 

Hakim  Yang  Terhormat.  Dalil  Penggugal dalam   Replik  lidak  mampu  memalahkan  dalil-dalil 

Tergugalbahwa Gugalan Penggugalkurang pihak. 
 
 

2.  Penggugal dalam gugalan aqua pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan  jaringan  dan 

jasa  lelekomunikasi.  Dengan demikian, Penggugal  seharusnya melibalkan  Kemenlerian 

Komunikasi  dan  lnformalika  ("Menkominfo")  dan  Badan  Regulasi  Telekomunikasi  Indonesia 

("BRTI") sebagai pihak dalam perkara ini. 
 
 

3.  Hal  di  alas  didasarkan pada Peraluran  Menleri  Komunikasi Dan lnformalika  Nomor 
 

25/P/M.Kominfo/11/2005  lenlang  Perubahan  Pertama  Alas  Kepulusan  Menleri  Perhubungan 

Nomor Km. 31 Tahun 2003 lenlang Penelapan BRTI ("PM No. 25/2005") yang kami kulip sebagai 

berikut: 

 
Pasal 4 PM No. 25/2005: 

 
 
 

"Menteri mempunyai kewenangan pembinaan te/ekomunikasi meliputi fungsi penetapan 
kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengenda/ian." 

 
 

Pasal 5 PM No. 25/2005: 
 

 
"Untuk penye/enggaraan Jarmgan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi, Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian 
kepada BRTI." 

 
 

4.  Berdasarkan  kelenluan  di  alas,  lerbukli  secara  jelas  bahwa  BRTI  merupakan  pihak  yang 

mempunyai wewenang unluk  melakukan pengawasan di bidang penyelenggaraan jaringan dan 

jasa lelekomunikasi dengan bertanggung jawab kepada Menkominfo. Artinya, Menkominfo dan 

BRTI bertanggung jawab alas seliap benluk penyelenggaraan jaringan dan jasa lelekomunikasi 

yang dilakukan oleh Para Penyelenggara lelekomunikasi, lermasuk Tergugat. 
 
 

5.  Dengan demikian, Penggugalseharusnya melibalkan Menkominfo dan B  RTI sebagai pihak dalam 

perkara aqua. Namun demikian, Penggugallidak menqikulsertakan Menkominfo dan BRTI sebaga 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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pihak  dalam perkara  aquo. Dengan  demikian, terbukti bahwa gugatan  Penggugat  adalah  kurang 

pihak. 
 
 

6.  Gugatan  Penggugat  yang kurang pihak adalah gugatan yang bertentangan  dengan hukum acara 

sehingga  sudah   sepatutnya   dinyatakan   tidak   dapat   diterima.    Hal   ini   konsisten    dengan 

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: 
 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal29 Desember 1998: 
 

 
 

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai 
salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan 
tersebut  mengandung cacat hukum "Piurium Litis Consorsium." 

 
 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 151.K/Sip/Sip tanggal13 Mei 1975: 
 

 
 

"Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena 
Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para 
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..." 

 
 

Putusan Mahkamah Agung RJ No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976: 
 
 
 

"Gugatan dinyatakan tidak  dapat  diterima,  karena terdapat kesa/ahan formil mengenai 
pihak  yang  harus  digugat, tetapi  belum  digugat sehingga  Gugatannya  tidak 
sempurnaltidak /engkap..." 

 
 

7.   Kami  mohon  perhatian  Majelis  Hakim  Yang  Terhormat  bahwa  kaedah  hukum  dalam  Putusan 

Mahkamah  Agung  Rl Nomor  305/K/Sip/1971  tanggal 16 Juni 1971 yang  dikutip  oleh  Penggugat 

TIDAK membebaskan  Penggugat dari eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat  adalah kurang 

pihak. Hal ini karena kaedah hukum dalam perkara tersebut tidak relevan untuk diterapkan  dalam 

perkara ini. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi menarik seorang (yang bukan pihak dalam 

pemeriksaan  tingkat pertama) sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding tanpa melakukan 

pemeriksaan  ulang. Sedangkan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan  di tingkat Pengadilan 

Negeri. 
 
 

8.  Berdasarkan  penjelasan  dan  dasar  hukum  di  alas  terbukti  bahwa  Gugatan  Penggugat  adalah 

kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima 

gugatan Penggugat./ 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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1.   Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormal unluk menyalakan Gugalan Penggugal 

lidak  dapal dilerima karena Sural Kuasa Penggugal ada\ah sural kuasa yang lidak  sah. Hal ini 

karena pada melerai suralkuasa lidak dicanlumkan langga\, bulan dan lahun. 

 
2.  Sualu SuralKuasa harus dibubuhi dengan melerai yang cukup dan diberi langgal, bulan dan lahun. 

 

Keliadaan  langga\,  bulan dan lahun  pada  melerai  menyebabkan  sural kuasa  dianggap lidak 

bermelerai sehingga hal lersebulmelanggar kelenluan formal pemberian suralkuasa. Hal di alas 

sesuai dengan kelenluan-kelenluan sebagai berikut: 

 
Pasal  7  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor   13  Tahun  1985  tentang Bea  Meterai ("UU   Bea 

 
Meterai"l: 

 
 

"Pembubuhan Ianda Iangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan  tahun 
di/akukan dengan tinla atau yang sejenis dengan ilu..." 

 
 

Pasal 7 ayat (9) UU Bea Meterai: 
 
 

''Apabi/a kelenluan sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) sampai dengan  ayal(8)  tidak 
dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak  bermeterai." 

 
 

3.  Kami mohon perhalian Majelis Hakim Yang Terhormalbahwa faklanya melerai da\am SuralKuasa 

Penggugal lidak  dibubuhi langgal.  bulan dan lahun.  Sehingga Sural Kuasa  Penggugal harus 

dianggap lidak bermelerai berdasarkan kelenluan UU Bea Melerai di alas. Padaha\, melerai pada 

sural kuasa unluk beracara di pengadilan ada\ah persyaralan yang harus dipaluhi sesuai yang 

lelah dialur dalam: 
 
 

•  SEMA No. 211991, bulir 1.9 (a) yang menyalakan: 
 
 

"Dalam hal sualu pihak didampingi o/eh kuasa, maka benluk Sural Kuasa harus 
memenuhi  persyaralan   formal  dari  Surat  Kuasa  Khusus dengan materai 
secukupnya," 

 
 

•  Buku II MA, hal. 46 nomor 7 yang menyalakan: 
 
 

"Sural Kuasa harus ditandalangani  oleh Pemberi Kuasa sebagai bukli formal adanya 
perselujuan  kedua belah pihak dengan dibubuhi materai dan tanggal.r 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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4. Bahkan, lerdapal pulusan pengadilan yang menyatakan keliadaan melerai  menyebabkan sural 

kuasa lidak sah, yaitu: 

 
Pulusan No. 110/PDT/2010/PT.BDG langgal 13 Juli 2010, yang dalam pertimbangan hukumnya 

menyalakan sebagai berikut: 
 
 

"Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum tersebut, maka: Sural Kuasa 
Khusus tangga/ 24 Maret 2009 No. -alas nama Kuasa Hukum Penggugat!Terbanding: 
Yayat Muslihat, SH dan Sural Kuasa Khusus tangga/ 27 April 2009 No. - alas nama 
Kuasa Hukum Tergugat I Pembanding: Asep Anwar, SH yang dibuat I diterbitkan o/eh 
Penggugat dan pihak Tergugat sebagai dasar I kewenangan Kuasa Hukum Penggugat 
dan Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara dalam perkara aqua, termasuk da/am 
kewenangan mengajukan permohonan banding dalam perkara tersebut, ternyata da/am 
menandatangani Sural Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan tangga/, 
bulan dan tahun pada meterai, sedang da/am Pasa/ 17 ayat (5) UU No: 13 tahun 1985 
tentang biaya meterai harus dicantumkan  tanggal, bulan dan tahun pada meterai, 
dihubungkan dengan pasa/ 7 ayat (9) UU No: 13 tahun 1985 tentang biaya meterai 
menyatakan: apabi/a ketentuan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak 
dipenuhi dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai; 

 
Menimbang, bahwa alas pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat  harus/ah 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard)." 

 
 
 
 

Putusan  No.  47/Pdt.G/2009/Msy-Prov  tanggal  12  Aguslus  2009,  yang  dalam  pertimbangan 
hukumnya menyalakan: 

 

 
"Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasa/2 ayat (1) 
dan penje/asannya, pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) dan pasa/  11 ayat (1) huruf (a) sural 
kuasa harus dikenakan bea materai, pembubuhan Ianda Iangan disertai pencantuman 
tangga/, bulan dan tahun di/akukan dengan tinta sehingga sebagian Ianda Iangan di alas 
kertas dan sebagian lagi di alas materai tempe/, apabi/a ketentuan tersebut tidak dipenuhi 
dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai,  Hakim dalam tugas jabatannya 
tidak dibenarkan menerima dan mempertimbangkan dokumen tersebut; 

 
Menimbang, bahwa karena sural kuasa Pembanding dianggap tidak  bermaterai,  maka 
surat kuasa tersebut adalah tidak sah;" 

 
 
 

5.   Berdasarkan penjelasan di alas, Sural Kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat adalah Sural Kuasa 

yang lidak sah karena menqandung cacalformil. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis 

Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima Gugatan Penggugat.f 
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B.  DALAM POKOK PERKARA 
 
 

Tergugat  mohon  agar  dalil-dalil yang Ieiah  diuraikan pada  bagian Eksepsi  di alas  secara  mutatis 

mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara ini. 
 

 
 

 
 

 
1.  Tergugat  tetap  pada  dalil-dalil  dalam  Jawaban  Tergugat  bahwa  Gugatan  Penggugat  sudah 

sepatutnya ditolak karena faktanya Penggugat telah menyepakati aktifasi dan perpanjangan aktifasi 

layanan Opera Mini di telepon selular Penggugat. Hal ini karena Penggugat tidak pernah 

menghentikan ldeaktifasi) sendiri atau meminta penqhentian layanan Opera Mini kepada Terqugat. 

Dalil-dalil Penggugat dalam Replik tidak mampu mematahkan dalil-dalil Tergugat bahwa Penggugat 

telah menyetujui aktifasi layanan Opera Mini. 
 
 

2. Penggugat dalam Repliknya telah salah memahami dan menafsirkan dalil Tergugat mengenai latar 

belakang  aktifasi  layanan  Opera  Mini.  Penggugat  secara  keliru  telah  menganggap  dalil-dalil 

Tergugat seolah-olah sebagai pengakuan adanya kesalahan yang dilakukan oleh sistem komputer 

Tergugat (quod non). Berikut ini kami uraikan kembali latar belakang aktifasi layanan Opera Mini 

tersebut. 
 
 

LATAR BELAKANG AKTIFASI PAKET OPERA MINI Dl TELEPON SELULAR PENGGUGAT 
 
 
 

3.  Pada  tanggal 16 Juli 2011, Pukul 11.40.51  Penggugat mengirimkan permintaan aktifasi paket 

Unlimited  Blackberry  Rooming  (UBR) melalui nomor akses *266# kepada Tergugat (permintaan 

pertama) (Bukti T-3). Pengaktifan Paket UBR bertujuan agar Penggugat dapat menikmati akses 

Blackberry dengan tarif yang terjangkau ketika berada di luar negeri. 
 
 

4. Sistem komputer Tergugat mengaktifasi paket UBR tersebut dan mengirimkan  pemberitahuan 

aktifasi ke telepon selular Penggugat pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 11.41.34. Pemberitahuan 

tersebut kami kutip sebagai berikut: 
 
 

"Paket Unlimited 88 Roaming 1hari sudah aktif, berlaku di SingTel, Chn Unicom, d/1 (lihat 
list Negara & opr di *266#) s/d 16/07/2011 puku/23:59 WIB" 

 
 

(Bukti T-4).,. 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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5.   Meskipun permintaan Penggugat telah diaktifasi, namun pada tanggal 16 Juli 2011, Pukul 23.33.04 

sistem komputer Tergugat menerima kembali permintaan aktifasi paket UBR dari Penggugat 

melalui nomor akses *266# (permintaan kedua) (Bukti T-5). Karena paket UBR atas permintaan 

Penggugat yang pertama masih aktif, sistem komputer Tergugat membaca permintaan yang kedua 

sebaqai permintaan aktifasi Opera Mini. Sehingga sistem komputer Tergugat mengaktifasi aplikasi 

paket Opera Mini (sebagai catatan, paket Opera Mini merupakan aplikasi perambah (browser) 

internet yang digunakan untuk mengakses layanan internet). 
 
 

6.   Berdasarkan penjelasan di atas terdapat fakta penting bahwa Penggugat mengirimkan permintaan 

aktifasi paket UBR yang kedua meskipun sistem komputer Tergugat telah mengaktifkan dan 

mengirimkan pemberitahuan aktifasi paket UBR atas permintaan Penggugat yang pertama. 

Dengan demikian, aktifasi paket Opera Mini disebabkan secara langsung oleh adanya permintaan 

aktifasi paket UBR yang kedua. Seandainya Penggugat tidak mengirimkan permintaan paket UBR 

yang kedua maka sistem komputer Tergugat tidak akan mengaktifasi paket Opera Mini. 
 
 

7.  Dengan demikian, dalil Penggugat dalam halaman 7 Replik yang menyatakan bahwa: "terdapat 

pengakuan Ielah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sistem komputer Tergugat..." merupakan. 

penafsiran sepihak dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak. 
 
 

8.  Lebih lanjut, kami mahan perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa setelah aktifasi paket 

Opera Mini, sistem Tergugat langsung mengirimkan pemberitahuan melalui short message service 

(SMS), sebagai berikut: 
 
 

"Terimakasih anda berlangganan Opera Mini Rp 10.000/lhari.  Syaratlketentuan berlaku 
hub *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Download klik http://mini.opera.com" 

 
(Bukti T-6) 

 
 
 

9.   Berdasarkan   pemberitahuan   di   atas,   Penggugat  dapat   dengan   mudah   dan   sederhana 

menghentikan sendiri layanan Opera Mini apabila tidak menghendaki layanan tersebut, yaitu 

dengan mengetik OP OFF dan mengirimkan ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya apapun. 

Dalam konteks ini, Penggugat dapat mengajukan klaim atas biaya aktifasi sebesar Rp 10.000,- 

kepada Tergugat apabila dalam informasi biaya tagihan Penggugat terbukti adanya biaya aktifasi. 

Namun demikian, Penggugat secara sengaja tidak menqhentikan layanan tersebut. 
 
 

10.   Lebih  lanjut,  Penggugat  telah  menghubungi layanan pelanggan  (customer  service)  Tergugat 

sebanyak 4 lempat) kali untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Opera Mini{ 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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Dalam percakapan tanggal 23 Juli 2011, Pihak Customer Service bahkan secara  jelas telah 

 

 

 
Nama Agen 

Tergugat 

  

 
 
 
 

Furqon 
Andriansyah 

"/ya jika memang demikian, ini untuk Bapak David, kami harapkan Bapak 
David bisa untuk diberhentikan saja Bapak untuk paketnya" 
"Baik, ini untuk cara memberhentikan, mohon maaf seka/i Bapak David, ini 
bisa dengan cara by system atau dengan cara sms, untuk cara smsnya 
Bapak ketik: OP spasi OFF, kirimkan  smsnya  ke 3636 atau  Bapak  bisa 
akses di *363#." 
"Baik, atau disini Bapak David bisa  kami  bantu  untuk  dilaporkan  B 
untuk pemberhentian nya ini Bapak David, tapi untuk prosesnya 1 X 2 
hari kerja Bapak." 

apak 
4 jam 

 

 

memberitahukan informasi cara menghentikan layanan tersebut kepada Penggugat. Berikut ini 

kami tampilkan transkrip percakapan dari Agen Tergugat mengenai cara menghentikan layanan 

Opera Mini: 
 
 
 
 

Keterangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bukti T-7) 
 
 

11.  Namun demikian, Penggugat secara sengaja tidak menghentikan sendiri layanan Opera Mini 

tersebut. Penggugat juga tidak sekalipun meminta pembatalan aplikasi Opera Mini kepada 

Tergugat dalam keempat kali percakapan tersebut meskipun Agen Tergugat telah menjelaskan 

cara untuk menghentikannya. Hal ini kami rinci dalam label di bawah ini. 
 
 

Tabel percakapan antara Penggugat dengan Agen Tergugat 
 
 
 
 

TANGGAL 
AGEN 

TERGUGAT 

 
HASIL PEMBICARAAN 

23/07/2011 Furqon Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk 
Andriansyah menghentikan layanan Opera Mini 

 

05/09/2011 Furqon Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk 
Andriansyah menghentikan layanan Opera Mini 

 

05/09/2011 Riskiyah Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk 
menghentikan layanan Opera Mini 

 

08/09/2011 Siti Yusnawati Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk 
menghentikan layanan Opera Mini 

 

(Bukti T-8) f 
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12.  Tabel  di  atas  juga  membuktikan   fakta  lain  bahwa   Penggugat   mempunyai   motivasi  dan  niat 
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tersembunyi  pada  saat  menghubungi  dan menanyakan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  layanan 
 

Opera Mini ini sebanyak 4 (empat) kali kepada Tergugat. 
 

 
 

13.  Penyelesaian    suatu   permasalahan    antara   Penggugat   (sebagai   konsumen)    dan   Tergugat 

(perusahaan  penyedia jasa telekomunikasi) dapat dianalogikan dalam hal seorang konsumen yang 

memesan Koran Kompas secara online kepada agen sebanyak 2 (dua) kali. Sistem agen tersebut 

membaca  kedua  permintaan  konsumen  sebagai permintaan  Koran  Tempo  dan  Koran  Kompas. 

Dalam hal ini Penggugat dapat secara langsung meminta pembatalan pengiriman Koran Tempo. 

Konsumen  ini  tidak  perlu  mengajukan  gugatan  seolah-olah  agen  Koran  melakukan  perbuatan 

melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aqua. 
 
 

14.   Penggugat  dalam halaman 10 Repliknya keliru dalam memahami analogi Tergugat  di atas. Hal ini 

kami kutip sebagai berikut: 

 
"Faktanya, analogi yang dilakukan Tergugat keliru, sangat mengada-ada dan tidak ada 
maknanya  sama  sekali, karena  Penggugat tidak  pernah  memesan  layanan  Opera 
Mini ..." 

 
 

15.  Analogi  Tergugat  bertujuan  untuk  menjelaskan  bahwa  Penggugat  telah  memesan  paket  UBR 

sebanyak 2 (dua) kali (meskipun permintaan pertama telah diaktifasi) yang menyebabkan sistem 

komputer Tergugat membacanya sebagai permintaan aktifasi paket UBR dan paket Opera Mini. 

Tergugat   tidak  menyebutkan   bahwa  Penggugat  memesan  paket  Opera  Mini.  Sehingga   dalil 

Penggugat tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan. 
 
 

16.  Lebih   lanjut,   perpanjangan   layanan   paket   Opera   Mini  berlangsung   secara   otomatis   tanpa 

memerlukan  konfirmasi atau persetujuan  dari Penggugat. Artinya, sistem komputer Tergugat telah 

diprogram  untuk memperpanjang  sendiri secara otomatis  setiap  layanan  paket  Opera  Mini yang 

masih dalam status aktif pada saat masa berlaku sebelumnya berakhir. Hal ini telah diatur dalam 

syarat dan ketentuan berlangganan paket Opera Mini yang kami kutip sebagai berikut: 

 
" 
4. Masa aktif paket berlangganan akan diperpanjang secara otomatis dan akan 
dikenakan tarif yang sesuai." 

 
 

(Bukti T-9) 
 
 
 

17.   Berdasarkan  syarat dan ketentuan  di atas maka dalil Penggugat  dalam gugatan  dan Replik  yang 

secara  sewenang-wenang   menyatakan    bahwa   perpanjangan    otomati h<: ru;,    berda;,arkaf 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



 
 

persetujuan  Penggugat adalah dalil yang salah. Dalam konteks ini, Penggugat  seharusnya  secara 

143RPII  01 17 

 

 

 

Tanggal 
Pemberitahuan 
Perpanjangan 

 
 

Fasilitas 

 
 

Tanggapan Penggugat 

16/07/2011 opera mini Tidak  dihentikan    sendiri    oleh    Penggugat    dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

23/07/2011 opera mini Tidak  dihentikan  sendiri  oleh  Penggugat  dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

30/07/2011 opera mini Tidak  dihentikan  sendiri  oleh  Penggugat  dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

6/08/2011 opera mini Tidak  dihentikan    sendiri    oleh    Penggugat    dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

13/08/2011 opera mini Tidak  dihentikan  sendiri  oleh  Penggugat  dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

20/08/2011 opera mini Tidak  dihentikan  sendiri  oleh  Penggugat  d 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepa 
Tergugat 

an 
da 

 

 

aktif  menghentikan  layanan  tersebut  apabila  tidak menginginkan  perpanjangan  secara  otomatis 

oleh sistem komputer Tergugat. 
 
 

18.  Dalam   setiap   perpanjangan,   Tergugat   juga   selalu   mengirimkan   kepada   Penggugat   SMS 

pemberitahuan perpanjangan berikut informasi mengenai cara menghentikan  layanan tersebut, 

sebagai berikut: 
 

"Layanan OperaMini anda Ielah diperpanjang. Nikmati GRATIS internet untuk pemakaian 
OperaMini se/ama 7 hari. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Bantuan hubungi *363#" 

 
 

(Bukti T-10) 
 

 
 

19.  Dengan demikian, Penggugat dapat dengan mudah menghentikan sendiri layanan tersebut dengan 

mengetik OP OFF dan mengirim ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya apapun. Namun 

demikian,  Penggugat  secara sengaja tidak menghentikan  layanan Opera Mini dan tidak meminta 

pembatalan kepada Tergugat dalam jangka waktu 9 (sembilan) minggu berturut-turut. 

Pemberitahuan ini kami rinci dalam label di bawah ini. 
 
 

Tabel Pemberitahuan Perpanjangan Layanan Opera Mini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 
Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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27/08/2011 opera mini Tidak  dihentikan    sendiri    oleh    Penggugat    dan 

Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

3/09/2011 opera mini Tidak  dihentikan    sendiri    oleh    Penggugat    dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

10/09/2011 opera mini Tidak  dihentikan  sendiri  oleh  Penggugat  dan 
Penggugat tidak pernah meminta pembatalan kepada 
Tergugat 

 
 

20.  Tindakan Penggugat yang tidak menghentikan sendiri dan juga tidak meminta pembatalan aplikasi 

Opera Mini kepada Tergugat dalam jangka waktu 9 (sembilan) minggu berturut-turut merupakan 

bentuk  persetujuan  diam-diam  alas aktifasi dan perpanjangan  aktifasi paket Opera Mini. Artinya, 

Penggugat secara diam-diam Ieiah menyetujui aktifasi tersebut. 
 
 

21.  Kesepakatan  diam-diam  merupakan  perjanjian  karena Ieiah  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian 

berdasarkan  Pasal 1320 KUH Perdata sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini konsisten dengan Yurisprudensi Tetap 

Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut: 
 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 2178 K/Pdt/2008 tanggal 12 September 2009: 
 
 
 

" ...antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi transaksi yang menunjukkan bahwa 
sebenarnya dan sesungguhnya para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa 
perjanjian termaksud secara diam-diam Ielah disetujui ... " 

 
"bahwa  sesuai  dengan  fakta  dipersidangan terbukti  tidak  ada  pemberitahuan   dari 
Tergugat I bahwa perjanjian Distributorship tidak akan dilanjutkan setelah tanggal 31 
Desember  2003. Lagi pula  terbukti bahwa hubungan dagang antara Penggugat  dan 
Tergugat I terus  berlangsung  selama  9 (sembilan)  bulan  setelah  lewat  Desember 
2003;" 

 

 
 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 14 K/Sip/1953 tanggal 30 November 1953: 
 
 
 

"Karena setelah pada waktu yang ditentukan itu pembeli tidak melunasi sisa uang 
pembeliannya, penjua/ diam saja dan kemudian se/ama 8 tahun berturut-turut 
membiarkan  pembe/i memungut uang sewa terhadap toko-toko itu, penjua/ harus 
dianggap  telah me/epaskan haknya akan pemecahan jua/ beli dan pembeli dianggap 
tetap sebagai pemilik dari toko-toko tersebut." 

 
 
 

22.  Berdasarkan kedua yurisprudensi di alas dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat yang tidak 

menghentikan   sendiri   dan   tidak   meminta   pembatalan   paket   Opera   Mini   kepada   Tergugf 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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merupakan bentuk persetujuan diam-diam dari Penggugat. Sehingga hal ini merupakan perjanjian 

yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam 

halaman 6 Replik yang menyatakan "Penggugat tidak pernah me/akukan persetujuan dan tidak 

pernah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai /ayanan tambahan Opera 

mini" demi hukum tidak layak untuk dipertahankan. 
 
 

23.  Lebih  lanjut,  Dalil  Penggugat  dalam  halaman  11  Replik  yang  menyatakan  bahwa  "apabi/a 

Penggugat menghentikan layanan dengan mengikuti petunjuk Tergugat, barulah dapat dikatakan 

suatu persetujuan diam-diam" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Penggugat 

justru akan terbukti tidak menyetujui aktifasi dan perpanjangan aktifasi layanan Opera Mini apabila 

Penggugat menghentikan sendiri layanan tersebut atau apabila Penggugat, dalam jangka waktu 9 

(sembilan) minggu berturut-turut, meminta Tergugat untuk menghentikan layanan Opera Mini. 

 
24.  Karena Penggugat telah menyetujui aktifasi dan perpanjangan aktifasi tersebut maka Penggugat 

mempunyai kewajiban untuk menghentikan sendiri layanan Opera Mini. Dengan demikian, dalil 

Penggugat dalam halaman 5 Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak 

mempunyai kewajibim untuk menghentikan layanan Opera Mini sudah sepatutnya ditolak. 

 
25.  Berdasarkan seluruh penjelasan di alas maka dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang 

salah dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak 

oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. 
 
 
 
 

 
 

1.  Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar azas 

itikad baik dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis 

Hakim Yang Terhormat. Dalil Penggugat dalam Replik tidak mampu mematahkan dalil-dalil 

Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat melanggar azas itikad baik dalam perkara aquo. 
 
 

2. Ahli hukum J. Satrio, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Oari 

Perjanjian; Buku II, berpendapat bahwa setiap orang atau subjek hukum wajib memperhatikan azas 

itikad baik. Secara objektif azas itikad baik dikaitkan dengan konteks kepatutan dimana setiap 

subjek hukum wajib menaati prinsip kepatutan atau kepantasan yang berlaku di masyarakat.f 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



 
 

3. Berdasarkan   pendapal  ahli   hukum  di  alas,  lerbukli   bahwa  Penggugal  dalam   perkara  aquo 
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melanggar  azas  ilikad  baik.  Penggugal secara  sengaja  dan lidak  patut  membiarkan  dan lidak 

menghenlikan  aplikasi Opera  Mini. Apabila  Penggugal lidak  menginginkan  aplikasi  Opera  Mini, 

mengapa Penggugallidak menghenlikannya?  Sedangkan Penggugaldapaldengan sangalmudah 

menghenlikan   sendiri  alau  meminla  Tergugal  unluk  langsung  menghenlikan   layanan  lersebut. 

Sebaliknya,  Penggugal dengan  sengaja  membiarkan  permasalahan  ini  berlarul-larul selama  9 

(sembih1n) minggu berturut-turut dan langsung mengajukan gugalan aquo. 
 
 

4.  Lebih lanjul, Penggugallangsung mengajukan gugalan aquo lanpa lerlebih  dahulu mengupayakan 

perdamaian melalui musyawarah dengan Tergugat. Apabila Penggugalmempermasalahkan biaya 

aklifasi  lersebul, Pihak Customer  Service  Tergugat  dalam percakapan  dengan  Penggugal pada 

langgal  23 Juli  201.1 (1 minggu  selelah  aklifasi)  lelah  menyampaikan  bahwa  Penggugal dapal 

meminla pengganlian biaya aklifasi sebesar Rp 10.000,- kepada Tergugal, sebagai berikut: 
 

 
 

Pertanyaan 
Penggugal 

"Bukan maksud Saya nanti uang nya 10.000 gimana?" 

Jawaban Agen 
Tergugal 

''Jika  disini  untuk  Bapak  David,    jika   memang   keterangan   memang 
demikian,  ini Bapak David nanti mohon ditunggu  untuk billing statement 
nya, jika Bapak David ditunggu billing statement nya, kemudian billing 
statement nya muncul, Bapak David dikenakan  untuk   biaya Operamini, 
nanti bisa mengajukan complain billing ke kami, nanti  akan  dibantu 
dicek oleh bagian terkait   kami Bapak, untuk pelayanan fitur aktivasi 
Operamini nya." 

 
 

Namun demikian, Penggugal secara sengaja lidak menanggapi kelerangan  dari Agen Tergugal 

lersebul di  alas.   Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Penggugal  lidak  mempunyai   ilikad  baik  unluk 

menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah. 
 
 

5.  Kami mohon  perhalian  Majelis Hakim Yang Terhormal bahwa penyelesaian  sualu  permasalahan 

anlara  Penggugal(sebagai konsumen) dan Tergugal (perusahaan  penyedia jasa lelekomunikasi) 

seharusnya  dapal diselesaikan  melalui  musyawarah  lanpa  melalui  forum  liligasi/senqkela.  Jika 

seorang pelanggan menganggap bahwa barang yang dikirim lidak sesuai dengan sertif1kasi barang 

yang dipesan maka pelanggan  cukup meminla  perusahaan  pengirim barang unluk  menukar alau 

membalalkan  pengiriman  barang  lersebut.  Cukup  dengan  melode  sederhana  ini dan lidak  ada 

perbualan melawan hukum dalam konleks ini. 
 
 

6.  Penggugaljuga lidak menunjukkan ilikad baik karena secara lidak patut menolak berd amai dengan 
 

Tergugalpada saalmediasi  di pengadilan. Bahkan, dalam sidang pertama perkara ini pada langgal 
 

20  Oklober  2011,  Penggugalsecara legas  meminla  Majelis Hakim untuk melanjutkan  perkara in 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



 
 

langsung   ke   persidangan  tanpa melalui  prosedur  mediasi.  Penggugat  sejak awal   telah 
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berkomitmen untuk menolak berdamai dengan Tergugat. 
 
 

7. Tergugat  secara tegas menolak dalil Penggugat dalam halaman 12 Replik yang  menyatakan 

bahwa Penggugat tidak melanggar azas itikad baik dengan alasan Penggugat telah menempuh 

proses mediasi. Hal ini karena tindakan Penggugat yang bersedia mengikuti mediasi hanya bersifat 

formalitas semata untuk menuruti perintah Majelis Hakim Yang Terhormat dalam sidang perdana 

tanggal 20 Oktober 2011. Hal ini terbukti karena dalam mediasi tanggal 20 Oktober 2011 dan 

tanggal 3 November 2011, Penggugat juga langsung menolak dengan tegas untuk berdamai 

dengan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai kesempatan untuk membicarakan 

posisi Tergugat sebagai langkah untuk bermusyawarah dengan Penggugat. 
 
 

8.  Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: 
 

 
 

"Pengadilan  membantu  pencari keadilan  dan berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya  ringan." 

 
 

9.   Berdasarkan ketentuan di alas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan wajib diupayakan agar· 

berjalan  sederhana, cepat dan dengan biaya ringan. Tergugat pada dasarnya bersedia untuk 

menyelesaikan  keluhan  Penggugat  (konsumen)  secara  musyawarah  dan   mufakat.  Namun 

demikian, Penggugat menolak untuk melakukan mediasi dengan Tergugat dan lebih memilih untuk 

melanjutkan perkara ini ke persidangan. Padahal, jumlah kerugian materill dan immaterill yang 

timbul dan masih akan timbul bagi Penggugat dan Tergugat dari perkara ini sangat tidak seimbang 

dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan. Hal ini jelas bertentangan dengan azas peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 
 
 

10.  Kami mahan perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat terhadap dalil Penggugat dalam halaman 12 
 

Replik yang kami kutip sebagai berikut: 
 
 
 

"3. Tergugat menganggap enteng Pe/angggannya seakan-akan kesalahan Tergugat dapat 
begitu saja dise/esaikan dengan penggantian uang" 

 
 

11.   Dalil Penggugat di alas secara jelas memperlihatkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam 

perkara ini karena pada dasarnya Penggugat tidak hanya menginginkan apa yang dituntut dalam 

gugatan. Artinya, seandainya Tergugat bersedia mengganti seluruh tuntutan Penggugat maka hal 

itu tidak cukup bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini jelas membuktikan 

bahwa Penggugat bermaksud untuk mengambil keuntungan immateriil dari pengajuan gugatar 

Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012
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aquo karena pengajuan sualu gugalan pada prinsipnya bertujuan unluk memenuhi lunlulan dalam 

gugalan. 
 
 

12.  Lebih jauh, lindakan Penggugal di alas juga bertentangan dengan dasar filosofis pembentukan 

prosedur mediasi yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan 

adanya proses mediasi maka Para pihak yang bersengketa diharapkan dapal menyelesaikan 

perkaranya di lingkal mediasi sehingga perkara lersebul lidak  perlu diperiksa lebih lanjul oleh 

pengadilan. 
 
 

13.   Hal di alas sekaligus  memalahkan penafsiran Penggugallerhadap  Pasal 12 ayal (1) Peraluran 

Mahkamah Agung No.  1 Tahun 2008 lenlang  Prosedur Mediasi ("Perma  No. 1/2008") dalam 

halaman 12 Replik Penggugalyang dengan keliru menyatakan: "itikad baik yang dimaksud ada/ah 

mengikuti proses mediasi, bukan  terletak  pada  hasi/  dari  mediasi'Penafsiran Penggugalini 

sangal menyimpang  karena menurul Penggugal semangat pembentukan proses mediasi bukan 

lagi bertujuan untuk  mengurangi penumpukan perkara. Padahal, pembentukan proses mediasi 

jelas bertujuan agar  perselisihan para pihak dapal diselesaikan di lingkal mediasi. Dengan kala 

lain,  mediasi  berorienlasi  pada  hasil  (para  pihak  dapal berdamai), BUKAN  hanya  sekedar. 

menghadiri dan mengikuli proses mediasi. 

 
14.  Selanjulnya, Penggugal juga melanggar azas ilikad baik karena Penggugalsering menqeluarkan 

berbaqai pernyataan kepada publik yang menyudulkan, menyesalkan dan merugikan Tergugal 

seolah-olah Tergugallelah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini lidak dibenarkan karena 

Penggugat wajib menghormali alau lidak memperlakukan Tergugal sebagai pihak yang bersalah 

sampai dikeluarkannya Pulusan dan Pulusan tersebulmempunyai kekualan hukum yang lelap. 

 
15.  Pernyalaan-pernyalaan lersebuldikeluarkan baik sebelum perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim 

Yang Terhormalmaupun selama proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, anlara lain 

sebagai berikut: 
 
 

Pernyalaan Penggugalkepada Deliknews.com langgal 20 Oklober 2011 dalam artikel berjudul 
 

"Jadi Korban Pencurian Pulsa, David Tobing Gugat Te!komse/ Rp 90.000"yang menyalakan: 
 
 
 

"Saya  tidak  mengetik  OFF  atau STOP  atau  UNREG  ke Telkomse/.  Tapi  berhenti 
sete/ah saya mendaftar gugatan. Artinya, ada yang seenak-enaknya mengaktifkan 
dan  menghentikan tanpa  persetujuan pe!anggan. lni  bukti operator seenaknya 
saja  kepada  pelanggan," Iukas David. 

 
"Bukan masalah uang di sini, tetapi masalah kepentingan pe/anggan. Dengan kasus 
ini  saya  harap  menjadi pemicu bagi  masyarakat untuk   berani melapor baif 
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pidana ke kepo/isian atau perdata kalau menjadi korban pencurian pu/sa, meski 
nilai kerugian pulsa terbilang keci/," tegas David. 

 
 

Pernyataan Penggugat kepada Tribunews.com tanggal 20 Oktober 2011 dalam artikel berjudul 
 

"David Tobing Gugat Agar Te/komse/ Jera"yang menyatakan: 
 
 
 

"David tobing mengatakan  gugatannya itu dilakukan agar pihak te/komse/ jera dan 
tidak  mengikat  pelanggan  dengan  menawarkan  produk  prabayar  tanpa 
disetujui pihak pelanngan." 

 
 

Pernyataan  Penggugat  kepada  Vivanews.com tanggal  13  September  2011  dalam  artikel 

berjudul "David Tobing Tuntut Te/komsel Rp 10.000"yang menyatakan: 
 
 

"David mengaku mengajukan gugatan agar provider seluler tidak melakukan 
perbuatan  yang  merugikan  pelanggannya.   "Karena  ini kebiasaan  yang  sangat 
tidak fair," ucap David." 

 
 

Pernyataan  Penggugat  kepada  Detiknews.com  tanggal  17  November  2011  dalam  artikel 

berjudul "Penggugat  Nilai Teknologi Jnformasi Telkomsel Amburadul"yang menyatakan: 
 
 

"Jya, amburadul.  Masak kita ketik *266# yg ke/uar Opera  Mini. Padahal  kita harus 
ketik *3636#  untuk opera mini," kala David Tobing menanggapi  jawaban  Telkomse/ 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, J/ Ampera Raya, Kamis (1711112011). 

 
 

"Saya kira yang Jain juga seperti ini. Tiba-tiba pelanggan dibebani  tagihan yang 
merugikan, tanpa ada permintaan ter/ebih dahulu," sesa/nya. 

 
 

16.  Pernyataan-pernyataan Penggugat kepada publik di atas terbukti secara jelas telah menyudutkan. 

bersifat propaganda dan meruqikan Tergugat karena secara sengaja dikeluarkan oleh Penggugat 

sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan 

adanya motivasi  atau niat tersembunyi Penggugat dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan 

tersebut. Karenanya, motivasi Penggugat untuk mengajukan gugatan aqua patut dipertanyakan. 
 
 

17.  Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat telah melanggar azas itikad baik 

dalam perkara aqua. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak 

gugatan Penggugat. { 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143RPII  01 
Penawaran dengan..., Domas Manalu, FH UI, 2012



 
 

I43RPI  I  01 24 

 

 

 

 
 
 

1.  Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat bahwa Tergugat dalam menjalankan 

usahanya telah menerapkan mekanisme kebijakan yang baik untuk mencegah kerugian pelanggan. 
 
 

2. Penggugat dalam halaman 12 Replik mencoba membantah hal ini dengan mendalilkan bahwa 

Tergugat telah melakukan penawaran, pengikatan sepihak, memperpanjang secara otomatis dan 

melakukan penagihan tanpa persetujuan Penggugat. Namun demikian, sesuai penjelasan kami 

pada Bagian B.1 Duplik ini terbukti bahwa Tergugat telah mematahkan dalil Penggugat ini. 
 
 

3. Kami mohon  perhatian Majelis Hakim  Yang Terhormat bahwa Tergugat  menyediakan akses 

layanan call center 24 jam sepanjang hari secara gratis dengan akses 111 untuk pelanggan 

kartuHALO dan 116 (simPATI dan Kartu As) serta 128 khusus pelanggan korporat. Jika ada 

keluhan  pelanggan,  Tergugat  selalu  menanggapinya dengan  serius,  bertindak  cepat  untuk 

menyelesaikannya  sesegera  mungkin  dan  segera  melakukan  klarifikasi  kepada  pelanggan 

bersangkutan dan pihak lain yang terkait. Hal ini telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur 

(SoP) Tergugat No. SHOP-K-1.0, sebagai berikut: 
 

 
 

7 Menyetesaikan Permasalahan Maks. 1 hari Fungsi CAM Support melakukan penyelesaian 
Pelanggan  

kerja setelah 
menerima 

tiket 

permasalahan dan memberikan notifikasi kepada 
Front-office dan Pelanggan yang bersangkutan 
jikalau pengaduan sudah tersetesaikan 

8  Melakukan Penyelesaian pengaduan Front-office Support melakukan eksekusi 
Permasalahan  sudah harus penyelesaian  permasalahan 

dengan terselesaikan dengan seluruh pihak terkait 
berkonsolidasi 

 
9 Memberikan informasi Saat itu juga Memberikan informasi penye(esaian masalah 

Penyelesaian Pengaduan  setelah kepada pelanggan yang bersangkutan 
permasalahan 
sudah selesai 

10 Memberikan   Konfirmasi  kepada Saat itu juga Fungsi   CAM Support memastikan kalau konfirmasi 
Pelanggan  setelah penyelesaian pengaduan sudah    diterima oleh 

permasalah pelanggan Korporat yang bersangkutan 
tersolusikan 

 
 
 

(Bukti T-11) 
 

 
 

4.  Lebih lanjut, dalam menjalankan aktivitas usahanya Tergugat selalu menerapkan kode etik dan 

menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Pijakan terhadap koridor hukum yang berlaku dan tidak 

memberikan toleransi alas terjadinya kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaraf 
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aturan juga menjadi landasan bisnis Tergugat yang kini dipercaya lebih dari 104 juta pelanggan 

 

(Operator telekomunikasi dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia). 
 

 
 

5. Tergugat bahkan secara berturut-turut telah mendapat berbagai penghargaan sebagai perusahaan 

telekomunikasi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang paling tinggi dan sebagai Operator 

Terbaik di Indonesia. Beberapa penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut: 

 
(i)  Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2011 for kartuHALO, post paid Sim Card 

 

Category tanggal 5 Oktober 2011 (versi SWA and Frontier); 
 

(ii)   Selular Award for Telkomsel, Best Operator of The Year tanggal 7 Juli 2010 (versi Majalah 
 

Selular); 
 

(iii)  Forsel Award for Telkomsel, Operator GSM Favorit tanggal 6 Februari 2009 (versi Majalah 
 

Forsel); 
 

(iv)  Service Quality Award for GraPARI Telkomsel, Exceptional Total Service Quality Satisfaction 

tanggal 6 Juni 2008 (versi Marketing and CCSL); 

(v)   Best Asia Pacific Call Center Award tanggal 6 November 2007 (versi Asia Pacific Call Center 
 

Award (APCS)); 
 

(vi)  IMAC Award 2006, Indonesia's Most Admired Company, Telkomsel tanggal 5 Juli 2006 (versi 
 

Business Week, Frontier and SWA); 
 

(vii) ICLA (Indonesia Customer Loyalty Award) Tahun 2005 (versi SWA and MARS); dan 
 

(viii) The Best Achieving Customer Satisfaction toward Service Quality Tahun 1999 (versi SWA and 
 

Frontier). 

(Bukti T-12) 

 
6.  Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam halaman 12-13 Repliknya yang secara 

prematur mempermasalahkan dan mengaitkan informasi biaya penggunaan KartuHALO Penggugat 

dengan perkara aquo. Biaya sebesar Rp 1.125.320,- sama sekali tidak mempunyai kaitan apapun 

dengan perkara ini. Biaya tersebut terkait dengan paket data 8/S  Unlimited  Penggugat, BUKAN 

Opera Mini. Berikut ini kami jelaskan latar belakang adanya biaya tersebut dalam informasi tagihan 
Penggugat. 

 
 
 

7.  Pada bulan Oktober 2011, Tergugat menerapkan sistem billing post paid (tagihan pasca bayar) 

yang baru. Berdasarkan sistem billing (tagihan) yang baru ini, cara perhitungan tagihan ke 

pelanggan (termasuk Penggugat) menjadi sebagai berikut:{ 
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(i)    Sistem billing merinci (melakukan rating) seluruh pemakaian pelanggan dengan tarif GPRS 

normal sebesar Rp 5/Kb. Berdasarkan perhitungan sistem Tergugat, Penggugat dalam bulan 

Oktober 2011 menggunakan data GPRS sebesar Rp 1.125.500,-; 

(ii)   Selanjutnya, sistem billing melakukan pengecekan apakah pelanggan menggunakan paket 
 

data; 
 

(iii)  Karena  sistem  menemukan bahwa Penggugat mempunyai paket  data  BIS  Unlimited  Rp 
 

99.000  per  bulan,  sistem  billing memunculkan  diskon  penggunaan  data  sebesar  Rp 
 

1'125,320,-; 
 

(iv)  Pelanggan hanya dikenakan tagihan pemakaian data sebesar Rp 99.000,- sesuai harga paket 

datanya. 
 
 

Berdasarkan penjelasan di alas, dapat disimpulkan bahwa: 
 
 

(i)    Diskon data tersebut muncul akibat sistem perhitungan billing  post paid Tergugat yang baru 

dan tidak ada kaitannya dengan pengembalian uang sebesar Rp 90.000,- yang dituntut oleh 

Penggugat dalam perkara ini; 

(ii) Diskon  tersebut   hanya  untuk   menunjukkan  jumlah penghematan  pelanggan  sebesar · 
 

pemakaian data apabila menggunakan perhitungan tarif GPRS normal; 
 

(iii)  Sistem biling post paid yang baru bertujuan agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas 

dan transparan semua transaksi data GPRS apabila menggunakan perhitungan dengan tarif 

normal. Sebagai catatan, hal ini tidak ada dalam sistem billing Tergugat yang sebelumnya. 
 
 

8. Berdasarkan penjelasan di alas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan 
 

Penggugat. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Tergugat  tetap  pada  dalil-dalil  dalam  Jawaban  Tergugat  bahwa  Tergugat  tidak  melakukan 

perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya 

ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Dalil Penggugat dalam Replik tidak mampu 

mematahkan dalil-dalil Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

dalam perkara aquo.f 
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2. Tidak ada tindakan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan 

 

 

 

Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Hoge Raad dalam Arrest 31 Januari 1919 karena: (i) Tergugat tidak melanggar hak 

subjektif Penggugat; dan (ii) Tergugat tidak melanggar kewajiban hukum apapun dalam perkara ini. 
 
 

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM  TIDAK  TERPENUHI 
 
 
 

3. Pasal1365 KUH Perdata menyatakan: 
 
 

"Tiap perbuatan me/anggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena sa/ahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti 
kerugian tersebut." 

 
 

4. Berdasarkan ketentuan di alas, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum (onrechtmatige daad) apabila memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut: 

 
a.    Adanya perbuatan melawan hukum 

 

b.  Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat 

c.  Menimbulkan kerugian kepada orang lain 

d.    Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian 
 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di alas bersifat kumulatif sehingga Penggugat wajib 

membuktikan terpenuhinya setiap dan semua unsur di alas di dalam gugatannya. Apabila salah 

satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum adalah TIDAK 

TERBUKTI. 

 
5.   Jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diterapkan atau diuji pada perkara ini maka 

jelas terlihat bahwa TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 
 
 

a.   Unsur Pertama: Adanya Perbua.tan Melawan Hukum 
 

Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum apapun dalam perkara aqua. 

Penggugat menuduh seolah-olah Tergugat melanggar PM No. 10/2007 dengan mencoba 

mendalilkan bahwa aktifasi dan perpanjangan aktifasi paket Opera Mini tidak didasarkan alas 

persetujuan Penggugat. 
 
 

Namun demikian,  PM No.  10/2007  tidak  relevan dengan perkara  aqua  karena  peraturan 

tersebut hanya berkaitan dengan layanan Jasa Teleooni Dasar. Fasilitas layanan tambahan 

yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (4) dan (5) merujuk kepada layanan tambahan yang secarr 
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PN No. 10/2007, yaitu antara lain: (i) Kotak Suara (voice Mail box);  (ii) Penerusan Panggilan 

(call  forwarding);  (iii) Antrian Panggilan (call waiting);  (iv) Panggilan Tiga Pihak (Conference 

Call); (v) Nada Sambung Personal (RingBack  Tone); (vi) lnformasi Detail Tagihan Jasa 

Telekomunikasi. 
 

Sedangkan Fitur layanan tambahan Opera Mini tidak termasuk dalam layanan tambahan Jasa 
 

Teleponi Dasar karena kedua layanan tambahan ini berbeda satu sama lain. 
 
 

Selain itu, sesuai penjelasan kami dalam bagian B.1 Duplik ini, aktifasi paket Opera Mini di 

telepon selular Penggugat bukan tindakan sepihak dari Tergugat seolah-olah tanpa suatu 

sebab dari Penggugat, namun aktifasi tersebut terjadi karena adanya permintaan aktifasi paket 

UBR sebanyak 2 (dua) kali dari Penggugat. Sedangkan perpanjangan aktifasi paket Opera Mini 

berlangsung secara otomatis sesuai syarat dan ketentuan berlangganan. Dalam konteks ini, 

Penggugat bahkan terbukti telah menerima aktifasi dan perpanjangan aktifasi paket Opera Mini 

karena Penggugat tidak menghentikan sendiri atau meminta pembatalan aktifasi kepada 

Tergugat selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut. 

 
Berdasarkan penjelasan di alas terbukti bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah TIDAK 

TERPENUHI. 
 
 

b.  Unsur Kedua: Perbuatan Melawan Hukum Tersebut Dilakukan Oleh Tergugat 
 

Berdasarkan penjelasan di alas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan 

hukum apapun. Dengan demikian unsur kedua ini adalah TIDAK TERPENUHI. 
 
 

c.   Unsur Ketiga: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain 
 

Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat. 
 

 
 

Tuntutan ganti rugi dari Penggugat baik ganti rugi materiil (senilai Rp 90.000,-) maupun ganti 

rugi immateriil (senilai Rp 10.000,-) adalah tidak berdasar. Tergugat tidak melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam perkara ini sehingga Tergugat tidak menimbulkan kerugian apapun 

kepada Penggugat. 
 
 

Lebih lanjut, tuntutan kerugian immateriil dari Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi 

Tetap Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 karena Penggugat tidak 

menjelaskan darimana asal kerugian tersebut. Hal ini kami kutip sebagai berikut: 
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"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat 
tidak menjelaskan  dengan lengkap dan sempurna  tentang ganti rugi yang 
dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlahlbesarnya 
kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka 
gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabu/kan atau dito/ak oleh 
Hakim." 

 
 

Dengan demikian terbukti bahwa unsur ketiga ini adalah TIDAK TERPENUHI. 
 
 
 

d.   Unsur Keempat: Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian 

Berdasarkan penjelasan di atas unsur perbuatan melawan hukum dan unsur menimbulkan 

kerugian kepada orang lain (Penggugat) tidak terpenuhi. 
 
 

6.  Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada satu pun unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum terpenuhi. 

 
 

TERGUGAT TIDAK MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT 
 
 
 

7.   Penggugat dalam gugatan dan Repliknya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar hak subjektif 

Penggugat dengan menuduh Tergugat seolah-olah melakukan penawaran, pengikatan sepihak dan 

perpanjangan layanan Opera Mini tanpa persetujuan Penggugat. Namun demikian, berdasarkan 

penjelasan kami dalam bagian B.1 Duplik ini, terbukti bahwa dalil Penggugat ini tidak benar. 

8.  Penggugat  dalam  gugatannya  juga   mendalilkan  bahwa  Tergugat   melanggar  hak  subjektif 

Penggugat dengan menuduh Tergugat seolah-olah menerapkan metode negative option kepada 

Penggugat. Tuduhan ini juga tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak menqenal dan 

menerapkan metode negative option. Aktifasi Opera Mini pada prinsipnya bukan atas penawaran 

sepihak dari operator, melainkan atas permintaan pelanggan. Penggugat tidak membantah hal ini 

dalam Repliknya sehingga Penggugat dianggap menerima dalil Tergugat ini. 
 
 

9.   Tergugat menolak dalil Penggugat dalam halaman 5 butir 7 Repliknya yang menyatakan bahwa 

Penggugat merasa tidak berkewajiban untuk melakukan penghentian sendiri (deaktifasi) atau 

meminta penghentian layanan Opera Mini kepada Tergugat karena telepon seluler milik Penggugat 

tidak dapat menggunakan fasilitas layanan Opera Mini dan juga tidak memerlukan fungsi Opera 

Mini. Dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan Penggugat tidak beritikad baik dalam perkara ini 

karena Penggugat dengan sengaja tidak menghentikan layanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan 

oleh Penggugat. Padahal, Penggugat dapat dengan sangat mudah menghentikan layanan tersebut. 
 
 

10. Dengan demikian, Tergugat tidak melanqqar hak subjektif Penggugat dalam perkara ini./ 
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TERGUGAT TIDAK MELANGGAR  KEWAJIBAN HUKUM APAPUN DALAM  PERKARA INI 
 

 
 

11.  Penggugat dalam gugatannya juga menuduh Tergugat melanggar kewajiban hukum Tergugat 

dengan mendasarkan pada PM No. 10/2007. Namun demikian, sesuai penjelasan kami di atas, PM 

No. 10/2007 tidak relevan dengan perkara aqua karena peraturan tersebut secara spesifik 

berkaitan dengan layanan tambahan Jasa Teleponi Dasar, bukan dalam konteks pengaktifan 

aplikasi tambahan seperti Opera Mini. 
 
 

12. Penggugat  dalam  halaman  7  butir  11  Repliknya  menuduh  Tergugat  melanggar  kewajiban 

hukumnya dengan mendalilkan bahwa aktifasi Opera Mini seharusnya menggunakan nomor akses 

*363#  dan  bukan *266#. Kami mohon perhatian Majelis Hakim  Yang Terhormat  bahwa  dalil 
 

Penggugat tersebut berlaku pada saat aktifasi dalam keadaan normal. Artinya, pelanggan yang 

tidak berlangganan paket UBR dapat berlangganan UBR dengan mengetik *266# dan pelanggan 

yang tidak berlangganan paket Opera Mini dapat berlangganan Opera Mini dengan mengetik 

*363#. Namun demikian, aktifasi paket Opera Mini Penggugat terjadi dalam keadaan yang tidak 

normal. Penggugat mengirimkan permintaan aktifasi paket UBR melalui nomor akses *266# yang 

kedua kali meskipun sistem komputer Tergugat telah mengaktifasi paket UBR tersebut berdasarkan· 

permintaan Penggugat yang pertama. Dalam konteks ini, apabila Penggugat tidak mengirimkan 

permintaan yang kedua maka sistem Tergugat tidak akan mengaktifasi paket Opera Mini. 
 
 

13.  Penggugat  dalam  halaman  8  butir  12,  13, dan  14  Repliknya menuduh  Tergugat  melanggar 

kewajiban hukumnya karena layanan Opera Mini tidak berlaku pada saat international  roaming 

(Penggugat sedang berada di Singapura). Tuduhan tersebut menunjukkan Penggugat tidak 

memahami maksud dari pain ke-3 syarat dan ketentuan berlangganan. Hal ini karena faktanya 

layanan paket Unlimited Opera Mini dapat terdaftar di luar negeri, namun tarif yang berlaku adalah 

tarif GPRS nomal (BUKAN tarif paket Unlimited Opera Mini sebesar Rp 10.000,- per minggu). 

Dengan demikian, Tergugat salah memahami syarat dan ketentuan berlangganan yang dikutip oleh 

Penggugat sendiri. 
 
 
 

14.  Dengan demikian, Tergugat tidak melanggar kewajiban hukum apapun dalam perkara ini. 
 

 
 

15.  Berdasarkan seluruh penjelasan di alas,  terbukti bahwa Tergugat tidak  melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang 

Terhormat menolak seluruh Gugatan Penggugat. / 
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1.  Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak 

karena bertentangan dengan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata. 
 
 

2. Pasal 163 Herziene lndonesich Reglement (HIR) menyatakan: 
 

 
 

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu 
perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang Jain, maka 
orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." 

 
 

3. Selain itu, Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan: 
 
 

"Setiap orang yang mendali/kan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, 
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." 

 
 

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata di atas terdapat prinsip hukum bahwa 

"siapa   yang  mendalilkan, maka  ia  harus  membuktikan". Oleh karena itu,  dalil-dalil dalam 

Gugatan Penggugat wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah. 
 
 

4.  Penggugat dalam gugatannya (dan diulang kembali dalam Replik) mendalilkan bahwa Tergugat 

seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penawaran, pengikatan, 

perpanjangan dan penagihan secara sepihak. Namun demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak 

didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada bukti 

bahwa Tergugat melakukan hal-hal yang dituduhkan Penggugat secara sepihak, seolah-olah tanpa 

suatu sebab dari Penggugat. 
 
 

5.  Sebaliknya, Tergugat justru membuktikan bahwa aktifasi tersebut terjadi karena suatu sebab dari 

Penggugat, yaitu adanya permintaan aktifasi paket UBR sebanyak 2 (dualkali. Selain itu, Tergugat 

juga telah membuktikan bahwa Penggugat telah menyepakati layanan Opera Mini karena 

Penggugat  selama 9  (sembilan)   minggu  berturut-turut dengan sengaja tidak  menghentikan 

sendiri atau tidak meminta Tergugat untuk menghentikan layanan tersebut. 
 
 

6.   Dengan demikian, dalil Penggugat dalam halaman 14 Replik yang menyatakan Penggugat tidak 

diwajibkan  untuk  mencantumkan pada bukti-bukti awal  adalah dalil yang  tidak  relevan 
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membanlah   dalil  Tergugal   ini.  Tergugal   lidak   dalam   konleks   meminla   Penggugal   unluk 

mencanlumkan bukli-bukli pada gugalannya. 
 
 

7. Berdasarkan penjelasan di alas lerbukli bahwa gugalan Penggugal bertenlangan dengan Pasal 
 

163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdala. Oleh karena ilu, sudah sepalulnya Majelis Hakim Yang 
 

Terhormalmenolak Gugalan Para Penggugat. 
 
 
 
 

 
 
 

1.  Tergugal lelap  pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugal bahwa lunlulan  pulusan  serta merta 

(uitvoerbaar bij voorad) dari Penggugaldalam bulir 8 halaman 7 gugalannya harus dilolak karena 

bertenlangan dengan kelenluan hukum yang berlaku. 
 
 

2. Tunlulan Pulusan Serta Merta dari Penggugalpatut dilolak karena lidak memenuhi syaral-syaral 

yang harus dipenuhi unluk sahnya sualu Pulusan Serta Merta yang dialur dalam Pasal 180 (1) HIR 

dan Sural Edaran Mahkamah Agung Rl  Nomor 3 Tahun 2000 lenlang  Pulusan  Serta Merta 

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000"). 
 
 

3. HIR dan SEMA No. 3/2000 menenlukan bahwa Pulusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) 
 

hanya dapaldijaluhkan anlara lain apabila: 
 

 
 

a.  Gugalan didasarkan pada bukli suralaulenlik; 
 

b.  dikabulkannya Gugalan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang legas dan jelas serta 

memenuhi Pasal 332 RV; alau 

c.   Gugalan berdasarkan Pulusan yang lelah memperoleh kekualan hukum lelap (in kracht van 
gewijsde). 

 
 

Di dalam lunlulan Pulusan Serta Merta Penggugallidak ada bukli bahwa syaral-syarallersebuldi 

alas lelah dipenuhi. Bahkan, Gugalan Penggugallidak didukung oleh alal-alalbukli yang sah. 
 
 

4. Berkailan dengan hal di alas, Mahkamah Agung Rl dalam SEMA No. 3/2000 menegaskan: 
 
 

"... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadi/an Negeri dan Ketua 
Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama 
untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati  dengan  sungguh-sungguh/ 
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syarat-svarat  yang harus dipenuhi sebelum mengabu/kan tuntutan Putusan Serta Merta 
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan da/am Pasa/ 
180 ayat (1) Reg/emen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)..." 

 
 

Selain ilu, SuralEdaran Mahkamah Agung Rl No. 4 Tahun 2001 lenlang Permasalahan Pulusan 
 

Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, menegaskan kembali: 
 
 

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali  /agi ditegaskan  agar Majelis Hakim  yang 
memutus  perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh 
memperhatikan dan berpedoman  pada Surat Edaran Mahkamah  Agung (SEMA) No. 
3 Tahun  2000  tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provision// 
terutama berkaitan dengan pe/aksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) 
tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) 
harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang 
menyebutkan : 

 
Adanya  pemberian  jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek  eksekusi 
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabi/a ternyata dikemudian hari 
dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. 

 
Tanpa  jaminan tersebut. tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta." 

 
 
 

Pada kenyalaannya, Penggugaldalam perkara ini lidak menyertakan jaminan apapun seperti yang 

disyaralkan dalam kelenluan di alas. 
 
 

5.   Dengan demikian, dalil Penggugaldalam Repliknya yang menyalakan bahwa permohonan pulusan 

serta  merta  lidak  bertenlangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  adalah  tidak  benar. 

Demikian juga dalil dalam Replik Penggugalyang menyatakan bahwa Penggugat akan mengalami 

kerugian  yang terus-menerus apabila petilum  Tergugat tidak  dilaksanakan  secara serta merta 

adalah  dalil  yang   mengada-ada  karena  secara  faktual   Penggugat  tidak   akan  mengalami 

penambahan kerugian apapun dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepalutnya Majelis Hakim 

Yang Terhormalmenolak permohonan putusan serta merta dari Penggugat. 
 
 
 

 
 
 

1.  Penggugat  dalam halaman 7 Gugatan memohon kepada Majelis Hakim  Yang Terhormat  agar 

memutuskan dalam putusan sela alau provisi sebagai berikut: 

 
"Menghukum Tergugat untuk menghentikan fasilitas layanan tambahan Opera Mini yang 
dibebankan kepada Penggugat secara sepihak dan tidak melakukan penagihan /anjutan 
alas fasilitas /ayanan tambahan Opera Mini;f 
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2. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada tanggal 15 September 2011 (3 

hari setelah Penggugat mengajukan Gugatan), Tergugat Ieiah menghentikan aktifasi paket Opera 

Mini di telepon selular Penggugat. Tergugat baru mengetahui adanya keluhan Penggugat alas 

aktifasi layanan · tersebut setelah Penggugat mengajukan gugatan aquo. Tergugat sebelumnya 

tidak mendeteksi keluhan Penggugat karena aktivasi Opera Mini yang didasarkan atas permintaan 

paket UBR sebanyak dua kali tersebut terjadi dalam suatu sistem jaringan yang sangat rumit. 
 
 

3.  Karena layanan paket Opera Mini telah dihentikan, maka tuntutan provisi Penggugat sudah tidak 

relevan dalam perkara aquo. 
 
 

4. Penggugat dalam persidangan tanggal 3 November 2011 juga telah mengakui bahwa tuntutan 

provisi Penggugat sudah tidak relevan karena Tergugat telah menghentikan layanan tersebut. Alas 

dasar pengakuan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan tanggapan terhadap permohonan 

tuntutan provisi Penggugat dalam Jawaban Tergugat. 
 
 

5.  Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak mengajukan tanggapan atas permohonan tuntutan 

putusan provisi tersebut bukanlah bentuk pengakuan bahwa Tergugat melakukan kesalahan atau. 

melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini seperti yang dituduhkan oleh Penggugat 

dalam halaman 11 Repliknya. 
 
 

6.  Tergugat juga menolak dengan tegas dalil dalam halaman 15 Replik Penggugat yang menyatakan 

bahwa: ''Tergugat telah menja/ankan tuntutan provisi yang dimohonkan o/eh Penggugat". Dalil 

tersebut tidak benar karena sesuai penjelasan di atas, deaktifasi layanan paket Opera Mini 

Penggugat bukan dalam rangka menjalankan tuntutan putusan provisi Penggugat, melainkan atas 

inisiatif Tergugat sendiri yang baru mengetahui adanya keluhan Penggugat atas aktifasi layanan 

tersebut setelah Penggugat mengajukan gugatannya. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan 

Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.f 
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Berdasarkan  alasan-alasan,  fakta-fakta,  bukti-bukti  dan  dasar-dasar  hukum  di atas  maka  dengan  ini 
 

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut: 
 
 
 
 

MEN GAD I L 1: 

I.  Dalam Eksepsi: 

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 
 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 
 

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 
 

 
 

II.  Dalam Pokok Perkara: 
 

 
 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 
 

2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 
 

3. Menghukum  Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 
 

 
 

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat  lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex 
 

aquo et bono). 
 
 
 
 

Hormat kami, 
 

Kuasa Hukum Tergugat I PT Telkomsel 
 

 
 

                                                                                 Santi Purnama Sari, S.H.

 

Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H.  Rando Purba, S.H. 
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